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ABSTRAK

Nama : Desky Wijaya
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Dampak Kebitakan Non Hold Harmless dan Evaluas

Formula Dana Alokasi Umum Terhadap Pemerataan Pendapatan
Provinsi dan Kabupaten/kota

Tesis int membahas dampak kebijakan »on hofd harmiess Dana Alokasi Umum
terhadap pemerataan pendapatan daerah di provinsi dan kabupaten/kota serta
sekaligus mengevaluasi formula DAU. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif
dengan menggunakan indeks williamson dan regresi berganda terboboti. Hasil
penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan non
hold harmiess dalam pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupatenfkota
pada tahun-tahun yang akan datang. Selain {lu Pemerintah juga dibarapkan teros
mengembangkan formula DAL dengan meninjau kembali bobot masing-masing
variabel yang digunakan dalam penghitungan dan pengalokasian DAU apar DAU
lebils dapat berfungs: memeratakan pendapatan provinsi maupuon kabupaten/kota.

Kata kunei:
Non hold harmiess, bobat variabei, formula, Dana Alokast Umum
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ABSTRACT

Name : Desky Wijaya
Study Program: Magister of Planning and Public Policy
Title : The Analysis of Impact of Non Holdharmless Policy and The

Evaluation of Formula on General Allocation Grant Toward
Revenue Bqualization on Province and Regency/City

The focus of this stady is on the impact of non hold harmless policy on general
allocation grant toward revenue equalization on province and regency/eity and
als¢ evaluating the formuly. This research is guantitative research with
Williamson Index and weighted square regression tools. The researcher suggests
that central government have to continue this non hold bharmiess policy in
allocating general allocation grant to province and regency/city. And also ceniral
government is expected to extend that general aliccation grant formula through
evaluating each variable weight that used on calculating and allocating general

allocation grant in order that grant could more function as a tools to equalize
revenue in province and regeney/city.

Kata kunei:
Non hold harmiess policy, variable, formuls, general allocation grant
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BARI1

PEDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintghan Daerah dan
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Teniapg Perimbangan Kevangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerimahan Daerah telah mengubaly secara mendasar
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintsh  daerah,
Kewenangan di bidang kevangan, vang melekat pada seliap kewenangan
pemerintahan turut pula diserabkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Dalam penerapan desentralisasi fiskal ini, salab satu aspek bahasan vang
kerapkali muncul adalah adanya wansfer dane dari pemerintsh pusat kepada
daerah (intergovernmental fiscal fransfer). Transfer dari pemerintah pusat kepada
dacrah salah satunya dimaksudkan ugntuk  mewajudkan kescimbangan fiskal
(fiscal equalization), baik secara vertikal {astarza pemerinfah pusat dengan
pemerintali daerah), maupun horizontal (antar pemerintah daerab). [ Indonesia,

transfer dapna dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini disebut dengan
Pana Perimbangan.

Berdasarkan keteruan perumdangan, transfer dari pusat ke daerah terbapi
meniadi 3 {tiga) yaite Dana Bagi Hasil, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagl
hasil sumber daya alam (SDA}, Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi
Khusas (DAK). Dana bagi hasil dibsgikan kepada daerah menurut persentase
tertento dan didasarkan atas daerah penghasil fby origin). Dana Alokasi Umum
dibagikan dengan menggunakan formula tertente. Sedangkan DAX dibsgikan
untuk tujuan-tujuan fertenta yang sudah digariskan (specific grant} sesusi dengan
kebijakan Pemerintah,

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber penerimaan daerah
yang signifikan, kbususnya untuk daersh kurang potensial delam SDA dan
Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terlihat dari porsi DAU yang relatif iebih
besar dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan daersh lainnya di daerah-

4 Univergitas Indonssia
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dacrah tersebut. Definisi DAU sebapaimana discbutkan dalam  Peraturan
Pemerintab Nomor 35 Tahun 20053 Tentang Dana Perimbangan adalah dana vang
berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan umtuk mengwangi
kesenjangan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi, Karena pembagian dana bagian daerah melalui
bagh hasil (reverwe shoring) cenderung menimbulkan ketimpangan fiskal antar
daerah (horizenial fiscal imbalance), maka diharapkan DAU dapat memperkecil
kesenjangan fiskal antar daerzh yang akibat pembagian dana bagi hasil tersebut,

DAU yang dimaksudkan ontuk mengurangt ketimpangan kemmampuan
kevangan antar daerah tersebut diterapkan melalui snatu formula, denpan
mempertimbangkan  kebutuhan dan  kapasitas daerah. DAU suaty  daerah
ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal {(fiscal gup) daerah, yang merupakan
selisih antara kebutuhan fiskal dacrah {fiscal need) dan kapasitas fiskal daerah
{fiscal capacity)'. Daerab vang kapasitas fiskalnya besar tetapi kebutuhan
fiskalnya kecil akan memperoleh DAV kecil, Sebaliknya, daerah yang kapasitas
fiskalnya keeil namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh DAU besar.

Kebutuhan fiskal daerah dibitung dani perkalian total belanja dacrah rata-
rata dengan variabel-variabel indeks pumiab penduduk, indeks Iuas wilayah,
indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks PDREB
per kapite. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dengan varigbe!l peadapaian
asli daerah, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil pajak. Masing-masing
indeks tersebut diberi bobot. Penentvan bobot untuk masing-masing indeks ini
dalam pelaksanaannya didasari pada keputusan politis berupa kesepakatan antara
Pemerintah dengan panitia anggaran DPR-R],

Penectapan bobot vang hanya berdasarkan pada keputosan politis antara
Pemerintab dengan panitia anggaran DPR-RI] mengaldbatkan selalu muncul
ketidakpuasan dari sejumlah dacrah. Daerah-daerah yang merasa tidak puas
fersebut wnumnya yang menerimg DAY relatif kecil dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan fiskal dacrahnya. Indeks yang diberi bobot tinggi, sebesar 30%, adalah
indeks jumlah penduduk, dan indeks kemahalan konstruksi, Dengan pemberian

! Kapasitas fiskal daerah dihitung dari penfum lehan variubel PAD dan dana bagi hasil

Universitas Indonesia
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bobot seperti itu, maka daerah yang diuntungkan adalah daerah yang memiliki
jumlah penduduk besar dan daersh yang tingkat kemahalan harga prasarana
fisiknya secara relatif tinggi. Sedangkan daerah dengan indeks pembangunan
manugia  yang cukup  tinggl, artinya sudah  cukup  berhasil  melakokan
pembangunan dengan paradigma human centered development, merasa dirugikan
karena diberi bobot yang kecil, yajtu sebesar 10%. Daerah dengan kinerja aspek
perckonomian yang cukup tinggl, dicerminkan dengan PDRB per kapita yang
cukup tinggi, juga merasa dirugikan karena hanya diberi bobot sebesar 15%.
Sehingga dengan demikian perhitungan kebutuhan fiskal dinilai kurang
memberikan efek pemerataan dan keadilan.

Upaya mengalokasikan DDAU agar semua pihak puas memang sulit
dipenuhi. Dalam pelaksanaan pengalokasian DAU dari tabun 2001 thingga
sekarang, selaly muncul ketidakpuasan dart sejumlah daerah. Daerah-daersh yang
merasa tidak poas tersebut urnumnya yang menerima DAU relatif kecil sehingpa
tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya.

Kebijakan hold harmiess yang menghendaki tidak adanya daerah yang
memperoleh DAU lebih kecil daripada DAU yang diterimanya pada tahun
sebelumnya, mulai dilaksanakan sejak talhun 2002, Hal ini dilakukan sejalan
dengan tuntutan politis agar penerimaan DAY daergh minimal sama dengan
penerimaan DAU tahun sebeluminys. Berkaitan dengan itu, dalam APBN 2002
disediaken dang penyeimbang yang dizlokasikan secara proporsional kepada
dacrah-daerah vang selwrusnya berdasarkan perhitungan DAU hasil formula
murni mengafami penurunan DAU dalam tdhun yang bersangkutan, Dengan
adanya kebijakan hold harmiess ini, maka daerah tidak mengalami penurunan
dalam penerimaan DAU. Kebijakan hold harmiess tersebut tidak sejalan dengan
tujuan untuk memperkecil ketidakseimbangan antardacrah.

Rencana pencrapan formula murni diharapkan dapat lebih mudah untuk
dilaksanakan, meskipun funtutan politis untuk mempertahankan, bahkan terus
meningkatkan perolehan DAU bagi seluruh dacrah nampaknya masth cukup
tinggl. Dengan demikian keberhasilan penerapan formula murmi mulai 1ahen 2008
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sangat ditentukan oleh political will pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta

DPR-RI dalam upaya mengoptimalkan alokasi DAU bagi seluruh daerah.

1.2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan pada  bagian

sebelumnya, maka diromuskan permasalahan sebagal bertkut:

D

2

3)

L3.

Bagaimana dampak/pengarch pencabutan kebijakan hoidharmiess DAU
terhadap kesenjangan fiskal antardacrah dengan memperhitungkan secara
relatif terhadap jumlah penduduk

Seberapa besar pengaruh bobot pada masing-masing variabel formula
AU dalam rangka meningkatkan fungst DAU sebagal fools guna
meininimalkan ketimpangan fiskal antar daerah,

Dalam tesis ini penulis menggunakan 2 (dua) istilak DAU, yaitu DAU
formula dan DAU perpres. Dana Alokasi Umum Formula adalabh DAU
vang dihitung oleh Depariemen Kenangan R. sesual dengan formula
rurni berdasarkan UU No. 33 Tahua 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005,
sedangkan DAU Perpres adalah alokasi DAU yang ditetapkan dalam
Peraturan Presiden setelah mendapat persetufuan dac DPR Rl

Tujuan Penclitian

Berdasarkan latar belakang serfa rumusan masaiah vang telah dikemukakan

diatas, maka penelitian ini bertyjuan untuk:

1Y Mengetahui  dampak/pengaruh  pencabutan  kebijakan  holdharmless

terhadap kesenjangan fiskal antardaerah dengan memperhitungkan secara
relatif terhadap jurnlah penduduk

2} Mengetahui seberapa besar pengaruh bobot pada masing-masing variabel

formula DAU dalam rangka meningkatkan fungsi DAY sebagai tools guna
meminimalkan ketimpangan fiskal antardaerah
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1.4. Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis adafah sebagai berikut

1} Uil Indeks Willlamson yang bertujuen untuk mengetzhui  dampak
pencabutan kebijakan hold harmiess terhadap kesenjangan fiskal antar
dacrah dengan memperhitungkan secara relatif terhadap jumiah penduduk.

2) Regresi Berganda untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel
formula DAU dalam pengalokasian DAL

3} Regresi Berganda Terboboti untuk mengetahui seberapa besar peran

masing-masing variabel formula DAU dalam pengalokasian DAU.

1.5. Hipotesis
Hipolesis delam penulisan tesis ini adalah:

1y Akibat penerapan formula mueni DAU atau pencabutan kebijakan hold
harmless akan semakin memperkecil kesenjangan fiskal antardaerah

2} Bobot yang selama ini digunakan pada masing-masing variabel dalam
formula DAU belum mencerminkan fungsi DAU sebagar alat untuk

memperkecil kesenjangan fiskal,

1.6. Manfast Penelitian.

Adapun manfaat dilakukanoys penelitian imi secara umum  dapat
disampaikan sebagal bertkut:

1) Sebagal bahan masukan bagi pengembangan ilmu kebijakan publik,
pengambil kebijakan serta peminat masalah-masalah perekonomian
daersh, khususnya yang berkaifan dengan bidang desentralisasi {iskal

2} Scbagai bahan referensi penelitian lainnya yang berkaitan deagan bidang

desentralisasi fiskal dan kesenjangan ekonomi regional di Indonesia
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1.7, Kerangka Penelitian

Kerangka penclitian dalam iesis ini dapat dilthat pada gambar scbagai

hepikut:

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN NON HOLE BARMILESS DAN EVALUASI FORMULA DAU
TERHMADAF FEMERATAAN PENDAPATAN FROVINSE DAN KABUPATENKOTA

Latar Belakang

Turjusae

FAKTA

HARAPAN

Pauerninh  mular | meperapkan
kehijakan  mon  bold  harmfess
perhitungan alokasi DAL} pade tahun
2008 dan slokad DAU berdasarkan
hobot  varishie ssat i belum
memberikas eftk pemerntass fiskal
aniar dasreh

Kebiakan non Aoldiigradess DAL
dan pengatokasian DAU berdasarkan
nobat pada mosing-masing variable
saal i telah mencerminkan Pangsd
DAL sebagal slad umuk
meemeratakan  pondapalan  dagrab
{orovinsi dan kahuomenfola)

Pengnjisn dampak kehijakan non
e | Fe07d hatrmifess dun Analisis Terhadap
babot viriabal DAL

l

Hipokesia

Penguiian

Meselash scoara kritis damnpek. Kebijakas nom holdharmizes DAL terhadap
pemerataan pondapatan i proviss: den kabupatenvkoia sena sekaligus mefakukan
evatunsi terhadap peserapen formula DAL saar ink

7

Penerapan kcbijpkan non boldharmiess pade pechilungar DAU akan semakia
memperkecit kesenjangan Dskal antar daermh seisin iy bohot yang selams ini
gdigunakan psda masing.-masing variabe! datsm perhitungsn alokasd DAU belum
mercerprinkan fungst DAL sebagal alst untuk memperkest] kesenjanpan fiska!

¥

Sumber data sekunder:
Tomlah  panciudek, Luas  Wilayah,
Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks
Manusin, Produk
Domestik Regionel Brato  perkopita,
dan Pendepstan Daerah

Pombanginan

indeks Williamson, Anstisis Regresi
Berpande, don Analisis Regrest
Bemands Terboboti

—

I indeks Willinmzon, Mode! (arah dan derajat frubusngan antar variabel}

¥

l i statietik dan Kriteria Ekononwicika

l Hasil Penelitian dan Pornbahusan }_;1

Kasimpulan din Serza
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1.8. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tesis inl adalah sebagai berikul:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan

penelitian, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

Bab I Tinjanan Pustaka, berisikan tinjauan sistem transfer pusat ke daerah,
baik yang bersifat teori maupun studi empirik. Dalam bagian ini juga dijelaskan
tentang praktik transfer pemerintah pusat kepada daerah di Indonesia dalam era
otonomi daerah

Bab I Metodologi Penelitian, berisikan detail metoda nenelitian dan analisis
yang digunaken dalam studi ini. Mulai dari jenis dan sumber data, ruang lingkup
penelitian, metoda pengukwian kesenjangan fiskal, dan model ekonometri secara
detail {beserta vji statistik yang akan dilakakan)

Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisikan hasil uii kuantitatif dan hasil estimasi
regresi serta analisa dampak pencabutan kebijakan hoid harmless terhadap
pemeratasn pendapatan baik di proviesi maupun kabupaten/kota dan juga analisa
terhadap hubungan masing-masing variabel DAU dengan pengalokastan DAU di
provinsi dan kabupaten/kota.

Bab V Kesimpulan dan saran, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian beserta
rekomendasi kebijakan, dan keterbatasan studl beserta saran untuk studi lanjuian
Daftar Referensi berupa Daftar Kepustakaan beserta Lampiran. Daftar
Kepustakaan berisikan referensi atau publikasi/buku yang dipergunakan sebagai
acuan dan rujukan kepustakaan yang digunekan dalam penelitian ini. Sedangkan
Lampiran terdirt dari lampiran tabel statistik dan hasil perhittngan parameter
indeks, beserta penjelasan teknis yang dianggap penting untuk ditampilkan,
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Pengalaman Internasional Terhadap Sistem

Transfer Pusat Kepada Daerah

Salah sate fungsi utama pemerintah menurut Musgrave adalah fungsi
distribusi (Musgrave 1959). Kekuatan dan mekanisme pasar diyakini tidek akan
pernah menghasilkan distribusi pendapatan yang merata, Padahal distribusi
pendapatan yang relatif merata merupakan suatu fenomena yang diinginkan oleh
masyarakat secara umum, Karenanya {ugas pemerintah adalah memastikan bahwa

ferdapat pembagian pendepatan vang lebih merata diantara kelompok-kelompok
masyarakat.

Dalam sistem pemerintalian yang terdini  darl beberapa tingkatan
pemenntghan fnulti-level government), teori awal fiscdl federalism mengatakan
bahwa pemerintab pusat seyogyanya memainkan peranan stama dalam melakokan
redistribust  pendapatan  {Oates 2005). Sistem multi-level govermment juga
blaganya memiliki akdifitas redistribusi yang lain, vaite pemeratasn fiskal {fisen/
equalization), Prusip utamanya adalah transfer darl deerah yang lebih kaya
kepada daerah vang lehih miskin sedemikian rupa sehingga setiap dacrsh
memiliki kemampuan yang kurang [ebih sama wntuk menyedigkan sejumlah
jayanan publik., Jumlah dan kualitas layanan publik yang sama di setisp dagrah
sering menjadi kunei dari konsep pemerataan antar dasrah,

Alasan lain mengapa permerintah  periu  melakokan  intervenst  di
perckonomiian adalah untuk wmenyediakan perlindongan sosial. Magsyarakat
menginginkan adanya perlindungan sosial dari resiko kemiskinan di usia tua,
resike kesehatan, dan resiko pengangguran dalam jangka waktu yang lama.
Gramlich (1990} menyatakan behwa penyediaan skema perlindongan sesial akan
lebih efisien dilakuken oleh pemerintah pusat. Apalagi ditambah dengan
kemungkinan terjadinya mobilitas orang antar daerah,
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Pada sistern pemeriniahan yang bersifat sentralistik, berbagai kebijakan
ditentukan secara nasional oleh pusal. Anggaran belanja pemerintah daerah sangat
tergantung pada alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, termasuk dalam
pemanfaatannya. Sistern pemerintshan yang bersifat desentralisitik berkembang
seiak dua dasawarsa terakhir ini, baik i Negara maju maupun di Negara-negara
berkembang. Bagi Negara-negara berkembang, jalan desentralisasi ditempuh
untuk melepaskan dirl dari perangkap pengelolean pemerinishan yang tidak
efektif dan tidak cfisien, ketidakstabilan ekonomi makro, dan tidak memadainya
pertumbuban ekopomi. Dalam pemerintahan yang desentralisitik, pemanifzatan
alokasi dana vang diberikan oleh pusat lebih banyak ditentukan oleh daerah atau
berupa block grant,

Hubungan kevangan antara pemerimtah pusat dan pemerintah daerah
menyangkut pembagian tanggung jawab unfuk melsksanakan kegiatan-kegiatan
terfentu antar tingkatan pemerintah, dan pembapisn sumber penerimaan vntuk
menntupi pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan terscbut. Dalam hubungan
dengan penerapan kebijakan fiskal fersebut, kewenangan yang dibesikan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah, antara negara yang satu dengan negara lainnya
berbeda. Perbedaan bentuk negars, misalnya antara negara federal seperti India
dengan negara kesatuan seperti indonesia, menghasiikan hubungan keuwangan
pusat dan daerah yang berbeda pula. Di satu sist ada negara dengan RKewenangan
fiskal pemerintah daerah yang ssngat besar, sementara di sisi lain justru
kewenangan pemerioteh pusat sangat dominan. D1 Amerika Serikat, yang
bersistem  federal dan ditendal dengan  selumlab tingkatan pemerintaban
(federal/pusat, state, dan lokal), peran Pemerintah pusat relatif kecil. Peran negara
bagian pemerintzhan lokal sangat hesar dalam penyediaan jasa publik dan dalam
meningkatkan pendapatan dacrahnys, Hal vang sama joga terfadi dengan
Pemerintah Australia. Sedangkan negara kesatuan seperti Inggris dan Perancis,
kewenangan pemerintah daersh relatif terbatas atau dibatasi®.

' Kenneth Davey, 1989, “Habungan Xeuvangan Pasat-Dasrah di Indovesin”. Kevangan Pemerintah
Daersh di Indonesia, U1 Press, Jakarta.

2 Robert Simanjuatak, 1999, “Penerapan Fisks! Federalism di Indonesia”, Makalah pada Seminar

Qtonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Dasreh dalam Rangka Pemberdayaen
Potensi Dacrah, ISE], Yogyakarta
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Hentuk pemerintahan suatu negara, baik Hu negara federal maupon negara
kesatuan (wnitaryy, akan selalu memunculkan persoalan pola hubungan fiskal
antar pemerintahan (fiscal fwergovernmental relationships). Menurut Bird dan
Vaillancourt {1998} terdapat dua model hubungan fiskal antara pemerintahan yang

berlaku saat ini. Pertama, federalisme fiskal {fiscal federalism). Kedua, kevangan
federal {federal finance).

Dalam model federalisme fiskal, konsentrasi kekuasaan di pusat demikian
tinggi. Dalam perspeltif ini, kerangka yang sesuai untuk desentralisasi adalah
bersifat top down dan berpola dekonsentrasi’ atau maksimalnva berpola delegasi,
dan kerangka analisis vang sesuai adalah agency theory’ . Implikasi dari hubungan
fiskal mode! federalisme fiskal ini adalah berbagal bentuk transter dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk menggalakkan ekonomi
regional dan untuk memperbaiki iofrastruktor Jokal, biasanya akan dibelanjakan
oleh pemerintah daerah sesuei dengan pedoman dan seldor-sektor yang felsh
ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Federalisme fiskal maksudnya adalah pemerintah dacrah  merupakan
kepanjangan tangan dagi pusat. Atau, di beberapa negara yang berbentuk federal,
pemerintahan negara bagian (sfate) bukan merupakan pelaku otonom. Peraneis
dan Inggris mencerminkan pola ini untuk kelompok negara-negara maju (Benent,
1990}, sementara Indonesia (sebelum keluarnya UL Nomor 22 dan 25 Tahun
19993, Maroko, dan Tunisia adalah untuk negara berkembang, serta Cina dan
Vietnam adalah contoh negara transisi (Bank Dunia, 1996).

Berbeda dengan model federalisme fiskal, model kevangan federal {federal

financey lebih cocck diterapkan untuk beberapa negara, terutama negara-negara

* Dekonsentrasi adalah pelimpahan weveenang dari pemerintah pusat kepada gubemur sebagal
wakil pemerintah dap atay perangkat pusat di dacrah.

* Delegasi adalah pelimpahan wewenang wntuk tugas terfentu kepada organisasi vang berada di
fozr stuktur birokrasi reguler vang dikontro{ secara tidak langsung oleb pemerintah pusat.
Pendelegasion wewenang ini blasanya diatur dengsn ketentnan perondang-undangan. Pihak vang
menerima wewenang mempunyal keleluassan (diseretion} dafam penyelenggaraan pendelegasian
tersebt, walaupun wewenang terakhir tetap pada pibak pemberi wewenang (vovereign-authority).

* Menurut teort ins, principal {pemerintah pusat) dapat secara sepibak menentukan dan mengubah
batk tanggung jawab pengeluaran maupun pendapatan pemnerintab daersh dan pangatoran
hubungan kewangan actar pemerintahan dalam upaya mengatast permasalahan-peemasalahan
informasi vang tidak simetris, seria perbedaan-perbedaan tujusn antara principal dan agemt
{pemerintah daetals}
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yang memihki keanckaragaman dalam aspek geogralis dan etnis (Bird, 1994 serta
Bird dan Chen, 1996). Dalam model kevangan federal, batas-batas resmi,

penyerahan fungsi, wewenang, serta pembiavaannya sudah secara umum

ditetapkan melalui sebuah undang-undang.

Secara teoretis, negara yang berbentuk federal, pada wmumnya menganut
maodel keuangan federal. Contoh yang paling aktual adalah Amerika Serikat dan
Kanada. Di Amerika Serikat, model hubungan fiskal vang terjadi adalah
hubungan fiskal antara pemerintah federal (pusat) dengan pemerintah negara
bagian/provinsi (sfafe} dan bubungan fiskal antara pemerintah negara
bagian/provinsi (starz) dengan pemerintah lokal (kabupaten/kota)®. Di mana,
masing-masing pemerintzhan negara bagian memiliki kewenangan (otonomi)
yang jelas terhadap wilayah, fungsi, serta pembiayaan sesuai dengan konstitusi
federal,

Meski secara teoretis negara yang berbentuk federal akan menerapkan
model keuangan federal, tetapi pada praktiknys tidak selalu demikian. Menurut
Bank Dunta (1995) nepara-negara seperti Pakistan, Argenting, dan Afrika Selatan
adalah negara-negara berbentuk federal, namun prakiiknya sejauh ini masih
sentralisasi fiskal dan federalisme fiskal,

Berbagai negara mempunyai mefode dan formula yang berbeda dalam
menentukan alokast anggaran dari pusat ke daerah Alokasi anggaran dari pusat ke
daerah secara garis besar ditentukan oleh 2 {dua) faktor, vaitu kapasitas fiskal
(fiscal eapacity) dan  kebutuhan fiskal (fiscal need). Kapositas fiskal
mencerminkan kemampuan suate dasrah untuk memdanal jasa-jasa peldyanan
publik yang harus disediakan oleh pemerintab. Pengukuran kapasitas figkal ind
bermanfaat untuk menentukan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah
dalam menyediakan pelayanan publik bagi penduduknya. Sedangkan kebutuhan
fiskal menunjukkan total pengeluaran yang dibutubkan svatu daerah untuk
melaksanakan aktivitas di daershnya.

® Di Amerika Serikat {yang berbenwk negara federal), state dibagi ke dalam cownties {wilayah
kabupaten}, perishay (suatu witeyah pemerintahan gereis, seperti Lousiana), atav townships (kota).
Namun, di Amerika Serikat, cowafics merupakan agen uwtema pemerinighan regional dori
pemerintahan provinsi dan memiliki kewenangan (authority) independensi yang signifikan,
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Dari sudut pandang ckonomi, ada 3 (iiga) alasan untuk melakukan afokasi
{transfer} amar poemerintah tersebut’. Pertama, terdapat ketidakseimbangan fiskal
vertikal {vertical fiscal imbalancey. Hal ini terjads karena di banyak negara, seperti
di Indonesia, Pemerintah Pusat menguasai pajak-pajak uwtama, sehingpa sumber
pajak yang dikuasai deserah tidak memadal untuk mendanal  berbagai
pengeluarannya. Kedua, adanya ketidakseimbangan fiskal herisontal (horizental
Jiscal imbalance), yakni perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antar daerah,
Ketiga, adanya efek pelimpahan antar dacrah (spill-over gffect), yakni adanya
eksternalitas ekonomis dan eksternalitas dis-ekonomis darl suatu kegiatan di suatu
daerah pada daerah lainnya.

Persoalan yang sering muncul dalam kaitannya dengan alokasi dana dari
pusat adalah formula yang digunakan, khususnya dalem rangka mewujudkan
pemerataan antar daerah. Perbedaan sumber daya dan potensi ekonomi
mengakibatkan tidak memungkinkannya pengalokasian dana dalam jumlah yang
sama antar daerah. Masalah formula alokasi dari pusat ke daerah ini menjadi
perdebatan sengit, baik secara akademis maupun praktis,

2.1.1 Timjavan Teori Transfer Bari Pusat ke Daerah

Penvelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
oleh dacrah memerlukan sejumish pendanzan. Pendanaan tersebut  harus

sebanding denpan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan,

Kebijaksanaan untuk menyediakan pendanasn sejalan dengan prinsip
money follows function. Artinya hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu
diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang
akan menjadi tanggungjawab dacrah dapat diblayai dari sumber-sumber

penerimasn yang ada.

Salah satu stumber pendanaan yang dapat diberikan kepada daerah adalah

dengan memberikan kewenangan untuk memungut pajakiretribusi {(revenue

? Ma, Jun, 1997, “Intergovernmantal Fiskal Transfer: A Comparison of Nine Countries”. Paper
Prepared for Masroeconomic Management and Policy Division, Economic Development Institute.
The World Bank.
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assignment). Sumber lainnya untuk mesambah penerimaan daerah adalah dengan

menberikan bantuan transfer dana {granf).

Satit alasan utama mengaps peran dana iransfer dari pusat sedemikian
pentingriya uniuk pemerintal daerah adalah untuk menjaga/meniamin tercapainya
starciar pelayanan publik minimum di seluruh nsgeni. Perlu diketahui bahwa
kondisi keuangan dan ckonomi daerah-daerah di banyak negara di dunia
cenderung tidak merata, schingga perlus peran pemerintah pusat untuk
mengurang: kesenjangan fiskal antar daerah tersebut. Oleh karena itu, desain
transfer sangat penting (Simanjutak, 2002),

Pada dasarnya, transfer pusat ke dacreh dapat dibedakan atas bagi hasil
pendapatan (revenue sharing) dan bantuan {grarss)®. Adapun tjuan dar transfer

ini bermacam-macam yaihu:
a. Transfer Pemerataan Vertikal (Verdical Equalization Transfer}

Di banyak negara, pemerintah pusat menguasal sebagian besar sumber-
sumber penerimaan sedangkan pemerintah daereh hanya menguasal sebagian
kecil sumber-sumber penerimaan. Pemerintah daerah hanyz berwenang untuk
memungut pajak-paiak yang basis pajaknya bersifat lokal dan mobilitss yang
rendah dengan karakteristik besaran penerimaannya relatif korang signifikan.
Kondisi ini akiimya menimbulkan ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal
imbalance) antara pemerintah pusat dan pemerintah dagrah, sementara tugas
pemerintah daerah relatif lebih banyak daripada pemerintah pusat. Kekurangan
sumber penerimaan daerah relatif ferhadap kowajibannya ini menyebabkan
dibutubikannya trangfer dana dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, tujuan dari transfer ini adalah ontuk mengkorsksi

kesenjangan fiskal pada setiap level pemerintahan.
{1, Transfer Pemocrataan Horizontal (Herizomal Equalization Transfer)

Keseimbangan antara kebutuhan belania (expenditre needs) dengen

kemampuan untuk menghasilkan penerimaan (revemsie cqpacity) juga memniliki

8 Di Indonesia, dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lazim
gitenal denganr nama [ana Perimbangan, vang terdini dari Dans Bagi Hasil, Duna
Alokasl Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
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dimensi horizontal. Artinva, dengan tarif pajak yang same seharusnya juga
menghasilkan penerimaan yang sama di antara daerah. Pengalaman empirik dt
berbagai negara menunjukkan ternyata kemampuan dacrah untuk menghasilkan
penerimaan dan kebutuhan belanjanya sangat bervariasi, tergantung kondisi
daerah bersangkwtan. Kondisi ini benmplikast kepada terciptanya horizontal
HAscat imbalance.

¢. Koreksi Atas Penyebaran Eksternalitas (Correcting Spatial Externalities)

Beberapa jenis pelayanan publik di satu wilayah memiliki “efek menyebar”
(atau eksternalitas) ke wilayah-wilayah lainnya. Misalnya, pendidikan tinggi
(urdversitas), pemadam kebakaran, jalan raya penghubung antar daerah, sistem
pengendali polusi (ndara dan 2ir), dan rumah sakit daersh, tidak bisa dibatasi
manfaatnya hanya wnuk masyarakat di mana pelayanan publik itu tersedia,

Namun, tanpa adanya “imbalan” (dalam bentuk penerimean) vang berari
dari pelayanan publik di atas, bissanya pemerintah daerah enggan untuk
berinvestast di sini. Oleh karenz itu, pemerintah pusat perlu memberikan
semacarn  insentif ataupun menyerahkan sumber-sumber keuangan agar

pelayanan-pelayanan publik demikian dapat dipenuhi oleh deerah.
d. Mengarahkan Prioritas (Redirecting Priorities)

Setiap level pemerintshan memiliki prioritas masing-masing di dalam
penyediaan pelayanan publik kepada masyarakatnya, serimgkali prioritas setiap
Jevel pemerintahan tersebut bedentangan dengan prioritas level pemerintahan
lainnya. Misalnya, pemerintah pusat berkeinginan mengedepankan pembangunan
di sekior pendidikan secara murah dan terjengkan. Ini terkait dengan pemenuhan
harapan para konstituen pemilih ketika pemniliban wmnum berlangsung. Namun
sernyata, keinginan tersebut tidak sinkron dengan pola kebijakan daerah.
Pemerintzh daerah ternyata menginginkan pembangunan di sektor kesehatan
lebih mendapat pricrites karena pertimbangan kondisi masyarakat setempat. Agar
keinginan pemerintzh pusat dan pemerintah daerab dapat begalan secara paralel,
maka pemerintah pusat memberikan transfer kepada daerah. Transfer tersebut
bertujuan memberi insentif kepada daersh dalam mengarahkan kembali prioritas
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dacrah dan pusat sesual dengan keinginan yang dibarapkan oleh masing-masing
level pemerintahan.

¢. Eksperimon Ide-1de Baru (Experimenting svith New ldeas)

Bantuan (granis) seperti Inl berawal dari adanya keinginan pemerintah
pusat untuk menguiicobakan sualu program bare di suvatu daerah, sebelum
program tersebut diberfakukan terhadap seluruh daerah. Alssan perlunya bantuan
dari pusat ke daerah sehubungan dengan uji coba program baru tersebut, karena
daerah yang menjadi tempat uii coba tidak mau menanggung kerugian dan risiko
manakala terjadi dampak negatif terhadap program baru tersebut. Dengan
demikisn, sesungguhnya bentuan untuk tujuan ujl coba program bam ini tidak
Iebih dari sebuah kompensasi atas kesediaan dacrsh menjadi ajang uil coba suaty
program bary dari pusai.

f. Stabilisasi

Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah  ketika aktivitas
perekonomian sedang lesu, Di saat lain, bisa saja dana transfer ke daerah
dikurangi manakala perekonomian sedang booming. Transfer untuk dana-dana
pembangunan (capital grants) adalah merupakan insttumen yang cocok unatuk
tujpan ini, Namun kecermatan dalam mengkalkulasi amat diperlukan agar
tindakan menaikkan/menurunkan dana transfer itu berakibat merusak atau
bertentangan dengan tujuan stabilisasi.

g. Memenuhi Standar Pelayanan Minimam

Daerah-daerah denpan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar
dapat mencapal standar pelayanan mintmum. Jika dikaitkan dengan postulat
Musgrave (1983) yang menyatzkan bahwa peran redistributif dari sektor publik
akan dijalankan oleh pemerintsh pusat, maka dengan adanya transfer, penerapan
standar pelayanan minimum di setiap daerah pun akan lebih bisa dijamin
pelaksanaannva oleh pemerintah pusat.

Pengalaman empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa peroberian

transfer oleh pemeriniah puset kepada pemerintah daerah dapat diserfai dengan
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syarat-syarat tertentu atau tidak bersyara! samsa sekali. Dengan demikian, pada

dasarnya jenis-ienis tranfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yain

a. Transfer dengan syarat (condifional grant, categoriul grant, spesific

prrpose grant)

Transfer ini biasanya digungkan untuk keperluan yang dianggep penting
oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap penting oleh daerah. Contohnya
adalah pembangunan fasilitas pelayanan publik yang menimbulkan ¢ksternalitag
positif bagi daerah-daerah lain di sekitarnya atavpun pembangunan fasilitas dari

pemerintah pusat vang sifamya ujicoba atas suvatu program atau ide taru
{experimenting with new ideas).

Transfer imi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, vaitu:

Transfer pengimbang (maiching grants), yaitu tranfer yaung diberikan oleh
pemerintah pusat kepada daersh untuk menutup sebagian afau selurvh

kekurangan pendanaan satu jemis wnusan tertentu. fadi, di sini pemerintah

daerah telah mengalokasikan sejumlah dana dart pendapatan daerahnya untuk

penyelenggaraan urusan tersebut dengan baik. Transfer dari pemerintah pusat
dalam hal ini berfungsi umuk membantu mengatasi kekurangan dana tersebut.

Transfer pengimbang ini juga dapat dibedakan menjadi dua jenis:

(2}

()

trangfer pengimbang tidak ferbatas {open-ended matching grants), di
mana transfer ini diperuntukkan apabila transfer tersebut dapat dan
memang ditujukan untuk menutup scluruh kekuwrangan dana vang
terjadi. Misalnys, scbush proyek pembangunan  universitas
membutuhkan dana sekitar Rpl100 miliar, Sementara itu, daerah hanys
mampu menyediakan dana sebesar 10% dari total kebutuhan dana atau
sekitar Rpl0Q miliar. Maka, kekurangan texsebut, yaitu sebesar RpS0
miliar ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat;

ransfer pengimbang terbatas (closed-ended matching grants), di mana
pada transfer ini terdapat batasan jumlah dana maksimum yang dapat
digunakan. Hal ini sangat disukai oleh pemberi bantuan (pemerintah
pusat), karena walaupun dans yang diberikan sesual dengan besar

provek, namun seiclah besarnya biaya proyek melampausi jumlah
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tertenty, pemben bantuan dapat mencukupkan bantuannya. Sepeni
sontoh di atas, jika dalam perkembangan proyek universilas ternyata
membengkak menjadi Rpl10 miliar atau mengalami kekurangan Rpi0
miliar lagi, maka dengan sendirinya proyek tersebut harus disesuaikan

dengan jumlah angparan semula yaitu Rp100 mjliar.

s Transfer bukan pengimbang {non-muriching granis), vyaitu transfer yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk menambah dana
penyelenggaraan suatu jenis urusan tertentu, tanpa mempertimbangkan bahwa
pemerintah daerah sendiri telah/akan mengalokasikan dananya dengan jumlah
besar atau kecil. Jends transfer ini dapat dipakai oleh pemerintah pusat untuk
menjadi  sarana  menginfernalisasikan  limpahan manfaat {eksternalitas)

terutama kepada daerah yang menghasitkan limpahan manfaat tersebut.

Jadi, kendati pemerintah daerah vang bersangkutan telah mengalokasikan
penerimaan daerabnya {focal revenue} untuk pembiayaan penyelenggaraan
wrusan tersebut, namun karena pelaksanaamnya menghasitkan limpahan
manfaat besar kepada daerah-dacrah lain, maka transfer wiap diberikan oleh
posat untuk mendorong daerah apar tetsp bersemangat dan  man
mengalokasikan penerimaan daeralinya untuk pelaksanaan fungsi tersebut,

b. Transfer tanpa syarat (unconditional grant, general purpose grant, block
grant) _

Pada umumnya transfer tanpa syarat ditujukan untek menjamin adanya
kemampuan fiskal daerah, sehingga setiap daerab dapat melaksanakan urusan
rumah tangganva sendiri pada tingkat yang layak, Tujuan dari transfer ini adalah
uniuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat horizontal (horizontal fiscal

equatization),

Ciri utama dart transfer ind adalah daerah memiliki keleluasan (diskresi)
penub  dafam memanfaatkan dana transfer sesuai dengan  pertimbangan-
pertimbangannya sendiri, atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas
dacrahnys. Sampai saat ini, perdebatan sengit di kalangan pakar maupun praktisi

keuangan publik menyangkut penentuan formula transfer tanpa  syarat
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(unconditional grant, general purpose grant, block grant) atau yang di Indonesia
disebut DAU, masih terus berlangsung.

dengan memasukkan pula
transfer vang yang bersifat
khusus {specific grants)

Tabel 2-1
Matriks Beberapa Substansi Fermula
Sumber Acaan Substansi Formula Keterangan
Musgrave dan | Melalui penghiungan posisi | Transfer diberikan apabila posisi
Musgrave (1987} fiskal alav rasio kapasitas | fiskal <1
fiskal dengan kebutuban fisksl
Rafuse (2000) Melalsl penghitlungan biava | Transfer diberikan berdasatkan
per kapita atas jasa publik dan | kesenjangen antare  kebuhshan
kemampuan penyedisan dana | jasa perkapita dengan
per kapita oleh daerah penvediaan ner kapita
Ma {1997) Melaluii pendekatan  fiskal, | Menupakan mmus wmum celsh

fiskal. Supaya total ransfer cocok
dengan dana yang fersediz di
pusat (pooll, hanya sebegian
celah figkal yang bisa dipenahi

LPEM-UL {2000y PP

Melali  pendekatan  celah

Fenelapan variabel sesual YU

Perimhangan

104720060 fiskal 251809, Buobot masing-masing
vanabel sama.
MEP-UGHM (2001) Melakoi  pendekaten celah | Penelapan  varigbel  mengacu
fiskal pada UU 25/1988, Bobot masing
masing  vadabel  diletapkan
dengan proporsional,
sronomelrik, dan campuran
CIDES {1629) Melalui penghiungan Indeks | Varebel  vang  digungkan

didasarkan pada TAP MPR No.
X¥H098

AHP {Bappenas, PPE-

Melsktt  pendekatan  celah

Penetapan bobot masing-rmesing

payment {Shah, 1994)

diterapkan sistess bagl hssil
antara feders! dengan negars
bagian. Kemudian  dihitung
selisih antara kapasitas fiskal
dengan kebutuhaniva

UGH, PAU SE-UGM, |fiskal yang diitung dati | vadabel berdasarkan  expert
Bambang K dan | peniumiahan kebutuhan fskal | judgement

Yansekardias, 20003 dengan invers kapasitas fskal

Depkeu bersgma Ui, | Melali  pendekatan  celah | Varabel  vang  digunaken
UGM, Unhas, dan | fiskal mengecy  pada UL 251899,
Unand {2001 bobot varisbe! ditslapkan secara

proporsional dan ekenomatrka

inferslale  equalization | Semua pajak penling | Jka EF posit, maka negara

hagian harus memberkan frans
fer untuk dana kescimbangan
dan jika £ negatif negara bagian
mensAma  alokasi dana kese-
imbarngan,

Hamid (2005}

Melsiut  pendekatan oelah
fiskal

Penetapan varahst sesust UU
2571988  dilambah  dengan
varabel Indeks Pembangunan
Manusia (iFM)

Sumber: Kompilasi oleh penulis
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2.1.2 Pengalaman Infernasional Transfer Pusat Kepada Daerah

Dalam bagian inl akan dijelaskan pengalaman negara-negara lain dalam
melakukan transfer dari pusat ke dagrah. Satu hal yang menarik adalah bahwa
ternyata tidak ada satu pola atau sistern yang bisa dijadikan acuan oleh seluruh
negara di dunia, Transfer dari pusat ke daerah pada umumnya dibagikan
berdasarkan smatu formula tertentu. Namun, formula bagaimana yang tepat amat
tergantung kepada kondisi atau keadaan di masing-masing negara. Situasi dan
kondisi politik suatn negara bersangkutan temyaia sangat mempengaruhi desain
atau sistem transfer pusat ke daerah yang diterapkan,

Formula DAU mungkin berbeds dengan model alokasi IRA {(Inrernal
Revenue Allotment) yang merupakan dana transfer di nepara Filipina. Negara
Filipina mengalokasikan dana transfer hanya berdasarkan pada kebutuhan fiskal
saja, valtu menggunakan variabel luas wilayah dan jumlah penduduk. Formula
DAU juga mungkin berbeda dengan alokasi transfer di Kanada, Alokasi fransfer
di Kanada hanya berdasarkan pada kemampuan pemungutan pajak daerah (sisi
kapasitas fiskal daerah) saja.

Indiz secara garis besar mengalokasikan transfer pusat ke daerah dengan
berdasarkan pada: jumlah penduduk (20%), jarak perbedaman pendapatan per
kapita dengan negara bagian yang tertinggi (60%), kondisi infrastruktur dacrah
(5%3, luas wilayah (5%%), dan dax gffori atau rasio antara pendapatan sendiri per
kapita dengan pendapatan per kapita Kuadrat (10%).

Afrika Selatan mengalokasikan dana kepada provinsi lebih besar daripada
pemerintah daerah (meemicipalities karena kapasitas fiskal provinsi cenderung
lebik kel disamping juga merupakan tugas provinsi untuk menyediakan banyak
pelayanan publik. Formula pemerataan (equituble share formula) untuk provinsi
mencakup bagian untuk pendidikan uvsia sekolah 6-17 fahun (41%), keschatan
(19%5), laminan sostal {(17%), aktivitas ckonomi di daerah (%), jumlah penduduk
(790), komponen “keterbelakangan” (3%} dan bagi rata yang merupakan
komponen institusional {5%}.

Brazil mengalokasikan transfer dari pusai kepada negara bagian dan
pemerintah daerah {(mnicipalitics) yang bersumber dari PPh dan PPN barang-
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barang industri, Dana untuk negara bagian dibagikap berdasarkan jumlah
penduduk dan pendapatan per kapita (95%) dan berdasarkan huas wilayah (3%
Sementara dana untuk pemerintah dacrah dibagikan dengan pertimbangat: bagi
ibukota negara bagian menggunakan penduduk dan pendapsatan per kapita (10%)

dan kepada pemerintah daerah lasin yang buken ibukota negara bagian
berdasarkan penduduk (50%;).

Amerika Serikat mengalokasikan transfer kepada negara bagian yang
diarahkan terutama untuk pendidikan, perumaban, fasilitas kebersihan, dan
konstruksi lapangan terbang. Transfer ini lebih merupakan bersifat bantuan
bersyarat karena persoalan utama yang terjadi adalah pada ketidaksamaan tingkat
pelayanan masyarakat antar-daerah/wilayah dan bukan pada ketimpangan fiskal.

Australia menggunakan kesenjangan fiskal sebagai dasar alokasi transfer
dani pusat yang dihitung daei selisih pengeluaran vang distandarkan (standerdized
expenditure) dengan penerimasn vang distandarkan (standardize revenue).
Pengeluaran yang distandarkan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan
jumlish penduduk, komposisi penduduk, fakior lintas-batas, lokasi penduduk,
faktor-faktor demografi lainnya, skala administrasi, skala penyediaan pelayanan
publik, dan biaya-biaya input. Sedangkan penerimaan terstandar diperkirakan
denpan memperhatikan basis pajak daerah dan siandard revenue cffort dengan
berbagal penyesuaian.

Jepang memiliki mengalokasikan block grant yang disebut sebagai Local
Allpcation Tax (LAT}. Pengalokasian LAT untuk pemerintah daerah sebesar 94%
vang dihitung berdasarkan kesenjangan fiskal daerah tersebut, yaitr kebutuhan
fiskal dikurangl estimasi total peverimaan tiap daerah. Dana talangan bisa
dimasukkanr dalam LAT. Skemsa talangan dimasukkan dalam perhitungan
kebutuhian fiskal standar yang didasarkan pada formulasi yang rumit. Sebaliknya

peningkatan kapasitas fiskal daerah menyebabkan menurunnya jumlah LAT yang
ditransfer ke daerah.

Salah satu jenis transfer di Jerman adalah intersiate equalization payments
vang merupakan transfer langsung anter negara bagian sebagal “kompensasi”
terhadap beban khusus yang ditanggung oleh negara bagian tertentu sepert
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pengungsi, pemeliharaan pelabuhan, dil. Penghitungannya berdasarkan selisih

kapasitas fiskal dikurangi dengan kebutuhan fiskal masing-masing negara bagian.

Spanyel mengadapsi suatn sistern yang dikenal dengan istilah ihe common

spstem. The common system meunetapkan bahwa sebagian besar pajak jatuh

sebagai pajak pusat, daerah dapat memperoleh equaiization grants yang dihitung
utarnanyz berdasarkan populasi. Konsep ini mengacu pada kebutuhan fiskal.

Secara lengkap ringkasan menyangkut tujoan transfer dan faktor-faktor
yang dipertimbangkan untuk itu di berbagai negara dapat dilihat pada Tabel 2-2

di bawah i
Tabel 2-2
Tujuan, Fakior Penentn Alokasi, dan Praktik di Beberapa Nepara
Tujuan Faktor Alokasi Contoh Negara
Mencapa tingkat | Indikator kebutuhan belanja {expendiure | Indiz, aliz, dan
kemampuan  penyediaan | neads) penduduk, anak usia sekelah, | Spanyol
jasal pelayanan publik yang | lansia, fingkat bula hurdf, kemiskinan,
samaiminp kematan bayi, lvas wiayah, standar
belanja nasional
Mencapal tingkat | indikalor kapasitas fiskal. PDRE per | Kanada
ketersedigan sumber daya | kapits, atau jumlah pendapatan yang
fiskal yang samalnitip diperolel  dari  basis paisk  daerah
dengan menerapkan fingkat iadf efskiif
eata-rata; den fax effort (tingkat sampai
dimand deemsh memanfeatkan basis
pajak yang dimilikinya)
Mencapat fingkat | Kesenjangan fske! (fiscal gapy = | Australig, Cina,
kemampuan  penyediaan | kebuluhan belanis — kagasitas fiskal, | Jemman, Jepang,

pelayanan  public  yany

gtau dengan hebagal kombinasi lain dad

Karea Selatan,

samaimiip pada  lngkat | kebutuhasn dan kapasilas Latvia, Rusia, den
kemampuan  perpajaken inggiis Raya

yang sama

Distribusi  dengan  cara | Jumiah penduduk Beberapa jeris

membagl sama per kepala

fransfer di Kanads,
Ekuater,  Estonis,
Jerman, Hungaria,
dan Ingarnis

MengisUmenufupi  celah
anggaran thudget gap)

Jumlah transfer digini adalah  selisih
antara jumish belania/pengeluaran yang
sudah  disnggatkan  dengan  jurniah
penerimaan sendir dan bagt hasil

Beberapa  negara
hekas pecahsn Uni
Soviet den Eropa
Tinur

Sumber: Jorge Martinez-Vazguez, Principles for the Design of Equalization
Grants, lndonesia Workshop, May 2001

Universites Indonesia

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB Ul, 2009




Z.2 Praktik Transfer Pemerintab Pusat Kepada Daerah di Indoncsia

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia
sebenarmya [elah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, dan
mengalami proses penyempurnaan yang cukup panjang. Hal inl antara lain
tercermin dari teleh dikeluarkannsya UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Dasrah sebagaimana diubah dengan UU No, 1 Tahun 1957,
dan kemudian disempurnakan dengan UU No, 18 Tahun 1965 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya, dengan UU No. 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dilakukan penyempurnaan kembali
atas kebijakan otonomi daerah dengan fokus otenomi pada daerah tingkat 11,

Dalam perkembangannya, seiring dengan semakin maraknya tuntutan
demokrasi dan otonomi daerah, pada tahun 1992 diterbitkan 2 {dua) UU di bidang
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, vaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dacrah, dan UU No. 25 Tahun 1999 ifentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya, berdasackan hasil
kajian dan evaluasi atas pelaksanzan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
selama 5 (lima) tahun, maka sebzgai wujud nyata dari komitmen untuk
melaksapakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dalam tahon
2404 telah dilakukan penyempurnaan atas UL {UU) No, 22 Tahun 1999 dan UU
No. 25 Tahun 1999 menjadi Ul) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 teatang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Satu hal penting yang harug dipahami adalah bahwa desentralisasi fiskal
bukan merupakan suatu tupuan, letapi merupakan suate instrumen. Desentralisasi
fiskal adalah salash satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam
mengelola pembangunan guna mendorong perskonomian  dacrabh maupun
nagional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan
akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerak
vang berujung pada kesejahteraan masyarakat,

Peranan pemerintah dasrah di Indonesia dapai diangpap sangat dominan

sejak digulirkannya era otenomi daerah pada tahun 2001, Sebagal implikasi dari
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pemberian kewenangan vang semakin luas kepada daerah, daerah dituntut untuk
dapat secara manditi melaksanakan pembangonan, baik dari sisi perencanaan
maupun pelaksanasnnya sesual prinsip-prinsip otonomi daerah. Untuk mendanai
penyelenggaraan urnsan pemerintaban yang menjadi kewenangan daerah tersebut

dilakukan dengan prinsip money follow function.

Sebagai salah satu jnstrumen penting dalam pelaksanasn kebijakan fiskal
pemerintah, kebijakan alokasi anpgaran belanja ke daerah sejak tahun 2001
diarahkan antara lain untuk: (i} meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya
nasional;  (ii) meningkatkan  akuntabilitas, transparansi, dan  partisipasi
masyarakat; (iif) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertica!
Jfiseal  imbalance}  dan  antar  dacrah  (horizowtal fiscal  imbalance);
(iv) meningkatkan pelayanan publik; serta (v) meningkatkan efisiensi melalui
anggaran berbasis kinerja yang sejalan dengan format APBN,

Perbandingan antara jumlah nominal dan pertumbuhban realisasi belania ke

daerah sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal tabun
2001 dapat dilihat pada Gambar 2.1,

Gambar 2.1
i Ruglah Perkembangan Realisasi Balanfa Ke Dasraly, 1996/1997 s.d 2007
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Sumber: Nota Keuangan TA 2008
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Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daersh
mencakup pembagian keuangan antars Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
secara proporsional, demokratis, adil, den transparan dengan memperhatikan
potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Di Indonesia, pembagian keuangan
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut dilakukan melalul instrumen

vang disebut dana perimbangan,

Dana Perimbangan merupakan pendansan Daerah yang bersumber dari
APBN vyang terdini atas Dana Bapi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAUY,
dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dapa Perimbangan selain dimaksudkan untuk
membantuy Daerah dalam mendanal kewenangannya, juga bertujuan untuk
mengurangl ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan

Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahap antar-
Daerah.

Ketiga komponen Diana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana
dari Pemerintah serta merupakan salu kesatuan yang utsh. Dana Bagi Hasil
{DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan
kepada Daerah berdesarkan angka persentase tertentu. Sedangkan Dana Alokasi
Kbhusus (DAK) dimaksudkan untuk membanty membiayal kegiatan-kepiatan

khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuat dengan
pricritas nacional.

Dana Alokasi Umum (DAU} bertwjuan untuk pemerataan kemampuan
kevangan amtar-Daerah yang dimaksudken untuk mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antar-Dasrah  melalui  penerapan  formula  yang
mempertimbangkan kebutuhan dan potenst Daerah. DAU juga bertujuan untuk
mengurangi  Kesenjangan  fiskal daerah dalamn  mendanai  kebutuhan
pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU merapakan salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan,
khususnya untuk daerah kurang potensial Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber
Daya Manmusia (SDM). Hal ini terlihat dari porsi DAU yang relatif lebih besar
sumber-sumber penerimaan daergh lainnya Jdi daerah-daerah tersebut, Dengan
adanya DAU ini diherapkan kemampuoan keuvangan daerah cukup untuk
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riembiayai pengeluaran, setelsh pengeluaran tersebul juga dibdayai oleh PAD dan
bagi hasil. Karena pembagian dana bagian daerah melalui bagi hasil {revenue
sharing) cenderung menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah (horizontal
Jiseal imbalance), maka diharapkan DAU  dapat memperkecil varias
ketimpangan fiskal antar dacrah akibat pembagian dana bagi hasil tersebut,

DAL suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal {fisea gup)
daerah, yang merupakan selisth antara kebutuhan fiskal dacrah (fiscal need)’ dan
kapasitas fiskal daerah {(fiscal capaz:ify)m, Daerah yang kapasitas fiskalnya besar
tetapt kebutuhan fiskalnya kecil akan mempereleh DAU kecil. Sebaliknya, daerah
yang kapasitas fiskalnya kecil namun kebutuhan {iskal besar akan memperoleh
DAU besar. Pendekatan celah fiskal ini, secara matematis, memungkinkan
adanya daerah yang tidak meperima DAU, yaitu daerah yang relsfif sudah
dianggap mampu dad segi kapasitas fiskal.

2.2.1 Kebijakan Pembagian Transfer DAU di Indonesia

Peran DAU sebagal instrument univk mengatasi kesentangan horizontal
{Rorizontal imbatance) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tabun
ke tahun, Hal ini tercermin antara [ain dari meningkatnya rasio alokasi DAU
terhadap penerimagn dalam negen netto, dari 25% pada periode tahun 2001
hingga 2003, menjadi 25,5% dalam tahun 2004 sampai 2005, dan kemudian
menjadi 26% dalam tahun 2006 dan 2007, Dalam kurun waktu tersebut, DAU
vang dialokasikan ke provinsi meningkat dari Rp6.034,6 miliar pada tahun 2001
menjadi Rpl6.478,7 miliar pada lshun 2007, atau naik rata-ratz sebesar 18,2
persen per tahun,

2.2.2 Formuliasi DAU di Indonesia

FPengalokasian DAU ke daerah dilakukan dengan menpgunakan formula
yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Berdasarkan konsolidasi data

? Rabutuhan fiskal daerah dipitung dari perkalian pengeluaran reta-rata daerah dengan
variahel-variabe! indeks pendudulk, indeks kemiskinan relatif, indeks luas wilayah, dan
indeks kemahalar konstruksi.

10 Kapasitas fiskal daerah dihitung dari penjumiahan variabel PAD dan dana bagi hasil.
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dasar perhitungan DAU tersebut selanjutnys dilakukan perhitungan DAU
berdasarkan formala. Secara historis sejok tahun 2001 hingga tahun 2003, formula
DAU terbagi meniadi 2 {dua) komponen utama, yaitu Alokast Minimum {AM)
dan alokasi DAU berdasarkan Kesenjangan Fiskal (KF). Alckasi Minimum
terbagi menjadi 2 {dua) bagian, yaitu komponen lumpsumt dan proporsional
belanja pegawai. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomeor 33 Tahun 2004,
pada tahun 2006 komponen AM dan KF tersebut disempurnakan menjadi Alokast
Dasar {AD) dan Celah Fiskal (CF). Alckasi DAU berdasarkan CF terschut
meropakan komponen ckualisasi kemampuan keuangan antar daerah, dengan

mempertimbangkan selisth kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing
daersh.

Dalam perkembangannya, proporsi komponen AD dan CF dani tahun ke
tahun bervariasi. Pada tahun 2002 ~ 2007, proporsi AM atan AD terhadap DAU
secara agregat provinsi dan kabupaten/kota mencapai sekitar 39 — SO persen,
sedangkan bobot CF mencapai sekitar 50 — 61 persen. Semakin besar porsi AD
terhadap DAU menunjukkan peran DAU sebagai dana ckualisasi {egualization
grant), yang ditunjukkan dengan nilai CF, menjadi semakin kecil atau berkurang.

Perumusan kebitakan DAU yang mengacu kepada formula yang telah
ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dara
Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Temtang Dana
Perimbangan diformulasikan sebagai bertkut:

DA = Alokasi Dasar + Celah Fiskal
Celah Fiskal = Kebutnhan — Kapasitas Fiskal

Perhitungan DAU menggunakan formuia dengan konsep celah fiskal (fiseal
gap) yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah (fiscal need) dan
kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity).

Dalam perkembangannya, formulasi DAU berdasar celah fiskal tersebut

telah mengalami heberapa kali penyesuaian yaitu sebagai berikut:
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A. DAU Tahun 26801

Pelaksanaan alokasi DAU 2001 mengacu pada beberapa prinsip antara lain:
(i} norma hukum dalam UU Nomeor 25 Tahun 1999 harus dipenuhi, (i) hubungan
antara kebutuhan dan potensi daerah harus jelas, (ii1) besarnya DAU 2001 paling
tidak sama dengan besamnya bantuan SDO dan Inpres (vang selalu dibagikan
setiap tahun sampai dengan tahun 2000}, {iv) rumus untuk menentukan alokas
DAU haruslah mudah dipahami dan logis, serta {v) rumus didasarkan atas
variabel-varisbel yang datanya tersedia dan akurat.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, secara umum rurnus DAL 2001 dapat
dituliskan sebagai berikut:

DAUL = FPi+FFR+FLi

di mana FP adalah alokasi DAU yang berasal dari fakior penyeimbang, FF adalah
alokasi yang berasal dani formuls, dan FL adalah faltor lumpsura. Sementara iy, 1
menunjukkan unit kabupaten/kota yang skan mendapatkan alokasi DAY, apabila
rumnus tersebut dipergunakan untuk tingkat kabupaten dan kota.

Definisi wmnwin dari faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme unatuk
menceeah penurunan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayal kewajiban-

kewajiban mercka. Sejalan dengan salah satu prinsip penyusunan rumus DALU di

atas, maka pemerintah pusat menjamin secara eksplisit bahwa setiap pemerintah

daerah di Indonesia tidak aken menerima DAU 2001 lebih rendah dari total SDO
dan Inpres tahun 20080, Mengingat tahun anggaran 2000 hanya beramur 9 bulan,

maka dasar penghitungan yang dipakai adalah 4/3 kali besarnya anggaran tahun
figkal 2000 tersebut.

Sefam ity, fakior penyeimbang juga digunakan unfuk  mengatas
permasalzhan pendanaan yang muncul akibat terjadinya transfer pegawal dan
pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tentunya membawa konsekuensi
pada biaya gaji dan biaya-biaya terkait lainnya. Transfer pegawal tersebut harus
dilakukan mengingat terjadinya likuidasi darni beberapa fungsi dekonsentrasi
pemerintah pusat (kanwil, kandep). Sementara it faktor lumpsum adalsh suatn
mekanisme untuk membagi habis total DAU yang sudah dianggarkan dalam
APBN ke dzerah-dacrah,
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Faktor formula berisi variabel dan rumus DAU adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitag Fiskal DAU 2001
No. Variabel Bobot dalam Formula DAU 2081

I. | Komponen DAU SDO+Inpres+Lumpsum+CF
2. | Celah Fiskal (CF), terdiri dari:

Kebutuban Fiskal

Pengeluaran Daerah Rata-Rata dikalikan dengan penjumlahan dan

Indeks Penduduk (IP) v

Indeks Kemiskinan Relatif (IKR) A

Indeks Luas Wilayah W) 4

Indeks Harza Bangunan e

Kapasitas Fiskal

Penerimazan Daerah Rata-Rats dikalikan dengan penjumlahan dani

indeks SDA 1/3

Indeks Indusii 1/3

Indeks SDDM 143

Sumber: diolah dari UU Nomeor 25 Tahun 1999 beserta Penjelasannya

Dari tabel tersebut tertihat bahwa variabe! yang dipergunakan dalam faldor
formuia merupakan variabel vang sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tzahun
1999 dan secara lebih jelas tertuang dalam PP Nomor 104 Tahun 2000, Variabel-
variabel yang dipergunakan adalah (1) potensi penerimaan, vang terdiri dari
PDRE sektor sumber daya alam {pomer} untuk menghitung indeks SDA, PDRB
Sektor Industri dan jasa lainnys {non primer) untuk menghitung indeks industri,
dan besarnya angkatan keria untuk menghitung indsks SDM, (2) kebutuvhan
daerah, yang terdiri dari jumlab penduduk, luas wilayah, indeks harga bangunan,
dan jumlah penduduk miskin.

Di samping alokasi DAU 200] yang sudah didistribusikan kepada daerah-
daerah dengan skema pencairan 1712 setiap bulamnya, juga terdapat dana
tambahan vang diberikan kepada beberapa pemerintah  daerah  untuk
mengantisipasi tingginyz biaya peraliban pegawai dari pusat ke dacrah, fambainya
peratihan kewenangan dari provingi ke kabupaten, serta teradinya kenaikan gaji
pegawal negeri sipil, Dana tambahan tersebut diberikan dalam bentuk dana
kontijensi tehap 1, dana kontijensi tahap 11, dan dana talangan.
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B. DAU Tahun 2002 - 2605

Menyadari adanya beberapa kelemahan dalam formulasi DAU 2001,
perperintah telab meninjas kembali  formula  DAU,  termasuk
mereformulasikannya untuk perhitungan DAU 2002 dan seterusnya, dengan
harapan akan menghasilkan perhitungan yang lebih baik dibandingkan dengan
vang terdahulu schingga dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi daerah
terhadap alokasi yang diterimanya. Upaya penyempurnaan memang perlu
dilakukan dengan tajuan untuk mengurangi celah fiskal antar daerah {fiscal gap)
serta dapat lebih mencerminkan asas keadilan dan pemerataan.

Guna  menindakdanjutinya, pemerintah  memfasilitasi  kegiatan  studi
mengenai formula DAU bersama dengan 4 (empat) universitas terkemuka yang
selama ini teribat dalam kajian di bidang keuangan daerah, yaitu Universitas
Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, dan Universitas
Andalas, Hasil kajian ini digunakan sebagat pertimbangan kebijakan pemerintah
untuk penctapan formula DAU selanjutnya,

Beberapa ketentuan berikut ini menjadi pedoman dasar bagi penyusunan
formula DAU: (i) tetap mengacu pada kaidah-kaidah dasar dalam UU Nomaor 25
Tahun 1999, dt mana salah satu yang terpenting adalah DAU akan dialokasikan
dengan bobot daersh yang dihitng dengan formula yang didasarkan atas
perimbangan kebutuban dan potensi daerah yang diwgjudkan atas beberapa
indikator variabel vang dipergunakan dalam memperkirakan besarnya kebutuhan
dan potensi pererimaan daerah, (i) formula DAU fetap menggunakan
penghitungan celah fiskal (fiscal gap), yaitu fiscal needs {kebuthan pembiayaan)
dibandingkan dengan fisca! capacity {potensi penerimaan), (iii) pendekatan celah
fiskal memungkinkan adanya daerah yang relatif sudah dianggap mampu dari segi
kapasitas keuangan, dan seharusnya tidak memerlukan lagl alokasi DAU, (iv)
mengacu pada varisbel-variabel yang dipertimbangkan dalam UU Nomeor 25
Tahun 1999, tetapi sekaligns membuks kemungkinan penambahan beberapa
variabel baru yang merupakan penyempurnaan dari variabel formuia DAU dalam
PP Nomor 104 Tahun 2000 scbagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84
Tahun 2001, tanpa menyimpang dardi UU im sendiri, {v} formula DAU harus
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sederhana dalam artian dapat dijelaskan dan mudah dipahami seria dimengesti
oleh semua pihak yang berkepentingan, {vi} akurasi data baik untuk varfabel fiscal
needs maupun fiscal capacity yang akan digunakan untuk penghitengan DAU
harus menjadi perhatian utama, (vii) salah satu misi atau tujuan keberadaan DAU
adalah sebagai transfer yang menveimbangkan kemampuan keuangan antar
daersh (egualizarion grant). Dengan prinsip ini, dampak ketidakmerataan yang
ditimbulkan oleh bagi basil pajak maupun sumber daya alam {SDA) dapat
dinetralisir. Dengan demikian, toiok ukur keberhasilan alpkasi DAU adalah pada
tercapainya pemerataan total penerimasn daerah per kapita yang sehaik-baiknya.
Dalam bahasa teknis, dibarapkan formula tersebut menghasilkan suatu indeks

koefisien variasi penerimaan per kapita vang sekecil mungkin.

Perhitungan DAU masih menggunakan formula dengan konsep cslah fiskal
{fiscal gap) vang diatur dalam PP Nomor 84 Tahun 2001 sebagai perubahan atas
PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Selain dengan formula
celah fiskal, perhitungan DAU juga ditentukan dengan menggunakan kebijakan
berzpa Alokasi Minimum. Komponen Alokasi Mininmum dalam alokasi DAU

terdiri dari dua komponen besar yaitu komponen lumpsum serta komponen
Belania Pegawal.

Salah satu komponen dalam DAU yang menjadi kontroversi adalah
komponen Tumpsum., Pembagian nilai DAU yang berasal dari komponen

lumpsum iob dilakuben seoars sama kepada semua daerah (baik provinsi maupun
kabupaten/kota).

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, salah satu komponen dalam
Alokasi Minimum adalah belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai ini diperoieh
dengan menggunakan rasio antara belanja pegawai untuk masing-masing daerah
(provinsi atau kabupaten/kota) depgan total belanja pegawal seluruh daerah
{provinsi atau kabupatenskota} di Indonesia.

Jumish alokasi untuk belanja pegawai dalam DAU ditentukan dengan
mengalikan proporsi belanja pegawal dengan jumiah total belanja pegawai dalam
alokasi DAU, Komposisi lumpsam, belanja pegawal dan perhitungan lain dapat
dilihat pada tabel berikut:

Universitas iIndonesia

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB Ul, 2009



Tahel 2.4

Perbandingan Komposisi Kebijakan DAU 2661-2005

2001 2002 2003 2004-2005
Jumlah Total | 25% PDN 5% PDN 25% PDN 25,5% PDN
Komponen FE+LS+CF AM+CF AM+ CF AM+CF
Alokasi FP=SDO+INPRES | Lumpsum Lumpsum Lampsum
Minimuam (L8 +Gaji {L.S)+Caji {L.S)+Gaii
Komposisi Provinsi Provinsi Provinsi Provinss
FP+L3=80% LS =20% LS = {§% LS =5%
CF = 20% Gaji=30% | Gaji=30% | Gaji = 30%
CF =50% CF=60% CF = §5%
Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
FE+L8=80% LS=10% L8 = 5% L8 =5%
CF=26% Gaji= S0% | Gaji=45% | Gali = 40%
CF = 4% ‘CF=350% CF = 55%
PAD estimasi - o+ PDRB | a+pPDRB | o +R.PDRB
jasa Jasa Jasa

Sumber: Diolah dari Departemen Keuangan dan Departernen Dalam Negeri

Pada bagian berikut it akan dijelaskan komponen besar kedua dalam
alokasi DAU ysitu komponen vang dialokasikan berdasarkan celgh fiskal
Komponen dalam alokasi DAU yang didasarkan pada celah fiskal ini tepdirt dari 2
komponen yaitu kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal dalam alokasi DAU secara garis besar terbagi menjadi dua
kelompok besar yaitu indikator kependudukan (indeks penduduk dan indeks
kemiskinan relatif) dan indikator kewilayahan (indeks luas wilayah dan indeks
kemahalan konsiruksi). Ada dua hal penting dalam penentvan kebutuhan fiskal

dacrah yaitu penentuan bobol setiap indeks serta penentuan besarnya kebutuhan
fiskal.

Komponen kedua dalam penentuan kebutuhan fiskal ini adalah besamya
pengeluaran rata-rata dacrah. Besarnya pengeluaran rata-rata daerah ind diperoleh
dengan membagi seluruh pezzgelﬁa:an daerah dalam APBD {lerbagi untuk tingkat
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provins: dan  kabupaten/kota) dengan  jumiah  dasrah  (provinsi  dan
kabupaten/kota).

Kebutuhan fiskal {KbF) ditentukan dengan formula sebagai berikut:

KbF = {{bobot IP * IP'} + (bobot IKR * IKR}) -+ (Bohot IW * W) + (Bobot IKK
* IKK)} * Pengeluaran Rata2 Daerah

Kapasitas Fiskal

Komponen yang lain dalam alokasi DAU berdasarkan celah fiskal adalah
kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal di daerah dibitung dengan mengpunakan 3
komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasit Pajak (BHP) serta
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA} Satu hal vang paling penting dalam
perhitungan kapasitas fiskal adalah pemberian bobot kepada musing-masing
komponen kapasitas fiskal, Penentuan Kapasitas Fiskal (KpF) dilakukan dengan
menjumlahkan perkalian bobot dan nilad setiap komponen dalam kapasitas fiskal.
Secara formula hal itu dapat ditunjukkan dengan rumusan berikut ini:

KpFi = (bobot PAD * PADI)+ (bobot BHP * BHPI) + (bobot BHSDA *
BHSDAI)

Darl tahon 2002 hingga 2005, pencituan bobot kepada masing-masing
komponen baik kebutuhan fiskal maupun kapasitas fiskal telab mengalami
heberapa perubahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2-5

33

Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal
DAU 2002-2005

No | Variabel Bobat dalam Fermula DAU
2002 2603 2004-2008
1. | Komponen DAU AM+CF AM+CF AM+CF
2. | Alokasi Minimum | Lumpsum+(aji | Lompsum+Gail | Lumpsum+Gaii
(AM)
3. 1 Celah Fiskal {CF)

= Formula, terdini
dari:

Kebuiuhan Kiskal

Pengeluaran Daerah Rata-Rata dikalikan denpan penjumighan dari:
Indeks Penduduk 0,40 040 0,40
{(IP)

Indeks Kemiskinan 5,10 0,10 0,10
Relatif (IKR)

Indeks Luas 0,10 0,10 0,10
Wilayah (IW}

indeks Kemahalan 0,4G 0,40 0,40
Konstruks: (JKX)

Kapasitas Fiskal

PAD . 1,00 0,50 0,50
Bagi Hasil Pajzk 1,00 1,00 1,00
{BHF)

Bagi Hasil Sumber 8,75 0,75 1,00
Daya Alam

(BHSDA)

Sumber: Diolah dari Departemen Kenangan dan Departemen Dalam Negeri

Adanya tekanan politik dari dacrah mengakibatkan munpculnya keinginan
daerah untuk tidak mau mempercleh DAL lebth rendah dibandingkan dengan

tahun sebelunmya atau yang biasa dikenal dengan hiold haradess. Adanya hold

harmiess ini mengakibatkan munculnya item Dana Penyveimbang (DP} pada tahun
2002 sebagat antisipasi atas sikap daerab yang tidak mau menerima DAU pada
tahun 2002 yang lehih rendah dad DAU 2001, Dana Penyeimbang im
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berkembang menjadi dua yaitu P mumi dan DP adhoc. DP murni merujuk
kepada dana talangan untuk kebijakan pemerintah yang memberikan gaji ke-13

kepada pegawal negeri sipil.

Dalam alokast DAU pada tahun-tahun berikutnya yaitu 2003-2004, juga
tidak terlepas dari permasalahan hold Aormless ini. Dalam mekanisme formula
DAL yang murni, DAU usulan diperoleh dari penjumlaban alokasi minimum dan
alokasi DAU yang berdasarkan celah fiskal, DAU wusulan ini kemudian
diperbandingkan dengan penjumlehan DAU dan DP mumi pada tabun
sebelumnya. Selisih antars DAU Usulan dan penjumishan DAU dan DP tahun

sebelumnya merupakan jumiah dana hold Aarmiess yang hagus ditanggung oleh
pemerintah.

Khusus untuk PAD dihitung dengan mietode estimasi, dengan rumusan
berikut:

PAD Estimasi = f3; + f, PDRE Jusa

Adapun penghitungan PAD estimasi dari tabun 2002 hingga 2005,
menggunakan Produk Domestik Regional Bruto {PDRB) Sektor Jusa sebagai
dasar perhitungan. Secara teoretis FDRB adalah suatu indikator untuk
menunjukKkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daersh secara sektoral, sehingga
dapat dilihat penyebab pertumbuhban ekonomi wilayah tersebut, Secara struktural
PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumiah nilal barang dan jasa akhir
yang dihasitkan oleh berbagal unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu
tertentu  (satu  tabun). Unit-unit produksi terscbut datam penvajiannya,
dikelosmpokkan menjadi € (sembilan} sektor ataw lapangan usaha yaug dapat
dipilah dalam sektor ekonomi non jasa, yaitu: Pertanian; Pertambangan dan
Penggalian, Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Minum; Bangunan, serta
ekonomi jasa, vaitu: Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Pengangkutan dan
Komunikasi; Keuangan, Porsewaan Bangunan dan Jasa Perbankan; serta Jasa-jasa
Lainnya (BPS, 2000). Pertumbuhan dan kontribusi masing-mmsing sektor
ekonomi  berbeda-beda tergantung pada struktur ekonomi daerzh  yang
bersangkutan.
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Sektor yang termasuk di dalam industri jasa adalah sektor-sckior yanp
kegiatannya diperkirakan dapat mempengaruhi besar kecilnya PAD dari susty
dacrah. Mengingat pajak dan retribusi daerah sangat terkait dengan kegiatan
sektor jasa, maka variabel ini sebenamya merupakan penjumlahan nilal tambah
bruto dari sektor yang berkaitan dengan jasa, yaitu: Perdagangan, Hotel, dan
Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi, Keuvangan, Persewaan dan Jasa

Perbankan; dan Jasa-jasa Lainnya,
C. DAU Tahun 2006 - Sekarang

Dalam UU No.33.2004 disebutkan bahwa alokasi DAU antara pemerintah
provinsi dan kabupaten/kotz dibapgi berdasarkan perimbangan kewenangan.
Implikasinya, diperlukan pengaturan yang lebih jelas tentang perimbangan
kewenangan antara level pemerintahan. Untuk merespons hal tersebut pada tahun
2007 Pemerintah menctapkan Peraturan Pemerintah No.3872007 yang mengatur
mengenal pembagian kewenangan antara pemerimtah pusat, provinsi dan
kabupaten/kota. Pemerintah juga telah mengatur bahwa selama pembagian
kewenamgan ini belum dapat ditentukan, pemerintah masih mengacu pada
pengaturan yang lama dalam mengalokasikan besaran DAU kepada pemerintah
provinsi dan kabupatenfkota,

Meskipun mekanisme pencabutan hold harmless datam alekasi DAU belum
dilaksanakan, alokasi DAU sejak tahun 2006 telah mengadopsi formula alokasi
DAU seperti yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004, Pengounaan formula
tersebut antara lain menyangkut besaran alokasi DAU Nasional sebesar 25,5%
dari Penerimaan Dalam Negert Netto sampat dengan tabun 2007 serfa penggunaan
variabel-variabel kebutuhan dan kapasitas fiskal seperti yang diater dalam UU

tersebul,

Dalam PP Ne. 352005 alckasi DAU untuk daerah dibitung dengan
menggunakan formula: DAU = AD + CF, dimana AD adalah Alokasi Dasar dan
CF adalah Celah Fiskal. Alokasi Dasar dibitung berdasarken jumlah gaji pegawal
negert sipil daerah (PNSD) yang metliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan
tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajien Pegawai Negeri Sipil
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termasuk di dalamnya tunjangan beras dan tuniangan Pajak Penghasilan (PPh
Pasal 21}

Celah Fiskal (CF} diperoleh dengan mengurangkan kebutuhan fiskal dengan
kapasitas fiskal seperti dalam persamaan berikut;

CF, = KbF, - KpF,

Secara lengkap formula DAU seperti yang diatur dalam UU Ne.33 Tatun
2004 dan PP No, 5572003 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Formuia DAU berdasarkan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal

DANA ALGKASE
UMURM
]
¥ ¥
AL CGKASI ALOKAS! BERDABARKAN
DASAR GELAH FISKAL
I ; f

BELANJA KEBUTUHANM i KAPASITAS
FEGAWAL FIBKAL FISKAL,

o indeks | Pendapatan Asl

- Pentflldﬁk S Qaemh

Iritdeks Luss -
Wilayah Bagt Hagi! Pajak
frders
= Kemahalan
Kesn struksi sfﬁ;ﬁ*gﬁ; .
> Al
indeks
™ Pambangunan
Manusia
indeks PDRE
par kapita

Sumber; Diolah dard U No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2008
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yaity

Alokasi berdasarkan kesenjangan fiskal memperhitungkan dua bagian besar
kebutuhan fiskal (KbF} dan kapasitas fiskal (KpF) mengingat

kesenjangardvelah fiskal (CF} merupakan selisih dari kebutuhan dan kapasitas

fiskal

swatu dacrah. Sesuai dengan ULl No.3372004, variabel-variabe! kebutuhan

fiskal tersebut terdin dari:

»

Jumlah penduduk, merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan
akan penyediaan layanan publik di setiap daerah

Luas wilayah, merupakan vardabel yvang mencerminkan kebutuhan atag
penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupskan variabe] yang
mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan
dasar di bidang pendidikan dan kesehatan

PDRB Perkapita, merupakan cerminan potensi dan akiivitas perckonomian
suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh cutput produksi kotor
dalam spatu wilayah

Indeks Kemahatan Konstruksi, merupakan cerminan tingkat kesulitan

geografis vang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarans fisik
secara relatif antar daerah

Di sisi lain, komponen-komponen kapasitas fiskal dalam perhitungan DAU

terdiri dari:

Pendapatan Asi Daerah (PAD), merupakan pendapatan vang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesual dengan
peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Dacrah ini bersumber
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasi! pengelolaan kekaysan dacrah
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. |

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA}, merupakan bagian
dacrah yang berasal dari penerfmaan sumber daya alam kehutanan,
pertambangan  umum, perikanan, pertambangen  minyak  bumi,
pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi,
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¢ Dana Bagl Hasil Pajak {(DBHP), merupakan bagian daerah vang berasal
dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBRE), Rea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan {(BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 2% dan Pasal
29 Wapb Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), dan Pajak
Penghasilan Pasal 21.

Perhitungan kebutuban fiskal tidak menggunakan date dasar secara
langsung namun dinyatakan dalam bentuk indeks. Jika Xi adalah nilai spatu
variabel kebutuhan fiskal i, maka nilai indeks Xi (IXi) adalah hasil bagl Xi dengan
nilai rate-rata Xi seluruh daerah. Secara matematis, bal ini dapat ditunjukkan pada
persamaan berikut ind:

(> X, /n)

el

dimmana n adalah jumlah dacrab dalam formula alokasi DAU. Perumusan nila
kebutuban fiskal dapat ditunjukkan pada persamaan berikut:

KbE, =lo * IP, v o, *ILW, +, * HPM, +a, * HPDRB, + r, * IKK, J* TBR

Sebagai catatan, a; adalah bobot setiap indeks variabel kebutuhan fiskal ditnana

3
Zaj m i

i=}

TBR sendiri menggambarkan besarnya Total Belanja Rata-Rata APBD selurub
dasrah,

Di sisi yang lain, kapasitas fiskal (KpF) suato daerah dinyataken dalam
bentuk persamaan sebagai berikut:

KpF, =, * PAD, + B, * DBHSDA, + f, * DBHP)

Totat DAU Nasional menurut ULl No, 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tabun
2005 sampai dengan pada tehun 2007 sctara dengan 25,5% dari Penerimaan
Dalam Negeri (PDN) Neito. PDN Netto itu sendiri merupakan hasil pengurangan
dari Penerimaan Dalam Negeri (komponen dalam APBN) dengan Dana Bagi
Hasil Dana Rebofsasi (DBH-DR). Namun demikian, pada tahun 2007 Pemerintah
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menetapkan total DAU Nasional sebesar Rp 164.787 4 Milyar atau 26% dari PDN
Netto yvang memiliki nilal sebesar Rp 634,05 Trilyun. Dars total DAL Alokasi
Nasional tersebut, alokasi DAU bagi seluruh provinsi di Indonesia mencapai Rp
16.478,74 Milyar {atau 10% dari total DAU Nasional) serta alokasi bagi selurub
pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp 148.308,66 Milyar.

Formula alokasi DAU dalam UU N0.33/2004 mengatur bahwa besaran
alokasi [DAU pertama-tama harus diaickasikan untuk menutupl alokasi dasar
sebesar total belanja pegawai negeri sipil dacrah. Sisanya, total alokasi DAU pada
masing-masing pemerintahan dikurangi dengan total alokasi dasar, dibagi
berdasarkan bobot celah fiskal. Dalam alokasi DAL Proving, diketghui besaran
belanja pegawal negeri sipil daerah seluruh provimsi di Indomesia mencapal
Rp7.469,26 Milyar sehingga alokasi DAU berdasarkan kesenjangan fiskal bernilat
Rp9.009,48 Milyar, Sedangkan total Alokasi Dasar (AD) DAU seluruh
Kabupaten/Kota mencapai Rp66.015,14 Milyar schingga besaran DAU yang
dialokastkan berdasarkan kesenjangan fiskal sebesar Rp82.293,52 Milyar.

Secara lengkap besamya bobot setiap variabel kebutuhan dan kapasites
fiskal serta besar Total Béiarija Rata-Rata uniuk provinsi dan kabupaten/kota
dapat diperithatkan pada Tabel berikut int:

Tabel 2.6
Bohat Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU 2067
BROBOT

VARIADRE AL PROVING DAU KAB/KOT
Kebutuhan Fishal
Indeks Penduduk 30% 30%
Indeks Luas Wilayah 15% 15%
Indeks [PM 10% 10%
Indeks PDRB Perkapita 15% 15%
Indeks IKK 30% 30%
Total Belanja Rata-Rata Rp 1,576,96 Milyar Rp 333,85 Milyar
Kapasitas Fiskal
PAD _ 50% 75%
DBHSDA 50% 50%
DBHP 75% 75%

Sumber: Diolah dari Departernen Keuvangan
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2.2,3 Kebijakan Non Hold Harmless

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa alokasi
DAL yang diberlakukan untuk masing-masing daerah ditetapkan tidak lsbih kecil
dari tahun anggaran 2005 dan berlaku sampai dengan tahun 2007, Dalam UU
tersebut juga diatur beberapa kondisi pengalokasian DAL sesuai kemampuan
fiskal masing-masing daerah. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan
tujuan pengalokasian DAU kembali pada kongep awal, dimana dacrah-daerah
dengan potensi kapasitas fiskal relatif besar mulai tahun 2008 dimungkinkan
mengalamt penurunan DAU, atau babken tidak menerima DAU sama sekall

Kebijakan inf lebih dikenal sebagai kebijakan non hold harmless.

Kebijakan ini dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005 mulat-
berlaku pada tahun 2008. Penerapan kebijakan ini skan memberikan beberapa
konsekuensi yang tidak terlepas dari nilai alokasi DAU berdasarkan kesenjangan
fiskal {CF). Terdapat beberapa kemungkinan nilai CF ini, yaitu:

+ Daerah yang memiliki nilai kesenjangan fiskal lebih besar dari nof (CF > 0)
akan memperolch alokast DAU sebesar Alokasi Dasar (ADD) ditambah dengan
nifai kesenjangan fiskalnya, yaitu Kebuotuhan dikurangi Kapasitas Fiskal,

¢ Daecrah yang memiliki nilai kescnjanpan fiskal sama dengan nol akan
menerima alokasi DAL sebesar Alokasi Diasar

s Dazerah yang memiliki nilai kesenjangan fiskal negatif (CF < 0} dan nilai
negatif tersebut lebih kecil daripada alckasi dasar (CF < 0; {CF] < AD), akan
memperolel alokasi DAU sebesar Alokasi Dasar dikurangi dengan nilal
kesenjangan fiskal

s Daerah vang memiliki nilai kesenjangan fiskal negatif dan nilai negatif
terschut sama dengan atau lebih besar daripada Alokasi Dasar (C¥ < 0 ICH
>= ADY, maka DAU yang diterima dserah tersebut adaish negatif atau
disesuaikan menjadt nol (tidak memperoleh alokasi DALY,
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Implikasi penghapusan kebijakan hold harmless dalam alokasi DAU ind

dapat digambarkan pada Gambar 2.3 berikut ini:
Gambar 2.3
Formula DAU berdasarkan Celah Fiskal

CELAN FISKAL {CF}
1 ) ¥
CF POSTIIF {CF > 0) GF =0 CF NEGATIF (CF < 0)

I

¥ 4

ICF] < AD ICF| >= AD
; 4  J 1
DAL = AD + CF HAU = AD DAL = AD - [CF DAL =8

Sumber: Diolah dari PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
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BAB I

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian mengenal dampak kebijakan non holdbarmless terhadap
tingkat pemeratasn pendapatan di provinsi, kabupaten, dan kots di Indonesia ini,
analisa dilakukan secara komprehensif yaitu secara ekonomi, ekonometrik dan
statistik, Teori ekonomi vang relevan digunakan sebagal dasar untuk model yang
akan digunakan seita untuk menganalisa mthongan dan masing.-masing variabel
dalam model. Untuk menganalisa efektivitas serta efisiensi model dilakukan
secara ekonometrik. Sedangkan amalisa statistik berupa deskripsi, digunakan
dalam menggambarkan kondisi tiap-tiap variabel yang termasuk dalam jangka
walctu penelitian,

3.1 Tekmik Analisis

Teknik analisis yang akan dilakuksn dalam menganalisis bobot variabel
kebutuhan fisksl pada formula DAU adalah dengan metode kuantitatf dan

kualitatif. Adapun analisis kuantitatif atan ekonometrika yang digunakan adalah
sebagai berikut:

a. Uil Index Williamson vang bertujvan untuk mengetahui dampak kebijakan
non holdharmiess slokast DAU terbadep pemeratasn fiskal antara daerah di
Indonesia. Adapun rumusnya adalah sebagal berikut @

v o= \/Z (y: A

Y
di mana:
Vw = Indeks Williamson
5 = popuelasi daersh ke-i
N = populasi nasional
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i

y

penerimaan daerah (PAD+DAU+DBH) perkapita daerah ke-i

4

rata-rata penerimaan daerah (PAD+DAU+DBH) perkapita

Semakin kecil angka Indeks Williamson menunjukkan tingkat variasi atan

kesenjangan fiskal antar daerah semakin diperkecil dengan memperhitungkan
secara retatif terhadap penduduk.

Analisis represi dengan menggunakan peralatan Model Regresi Berganda
{Multiple Regression Model), sebagai berikut:

Y o= B+ BiXy + B +BXa + e +3iXite

digunakan untuk  memperhitungkan/memperkirakan besamya pengaruh
secara kuantilatif dari mesing-masing variabel bebas {independen) yang
tercakup di dalam model regresi terhadap variabel terikat (dependen), di
mana;

Y i Dana Alokasi Umum (DAL}

Bo = Interceptfkonstania

B = Koefisten variabel bebas (i=].2,.. . n}

X = Variabel bebas yang merupakan faktor-faktor
yang mempengaruhi penerimaan DAU § =
1,2,...,n)

g e Random Error

Apabila persamaan di atas dituliskan kembali dalam bentuk formuola DAU
akan menjadi ssbagai berikut:

DAU = AD + B; P + B; ILW + §, IPM + B4 IKK + B IPDRB — Bg PAD ~
8; DBHSDA — s DBHP +¢

Al : Alokasi Dasar, vaitu gajl pegawai
p ¢ Indeks Jumlah Penduduk
LW : Indeks Luas Wilayah
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M . Indeks Pembangunan Manusia

IKK :  Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB :  Indeks PDRB Per Kapita

PAD . Pendapatzan Ashi Daerah

DBH SDA :  Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam
DBHP : Dana Bagi Hasil Pajak

Analisis data dilakukan dengan metode least square mengingat model yang

dikembangkan menggunakan 1 persamaan (single equation) untuk meregresi

persamaan fersebut digunakan program Eviews version 4.1, Parameter yang
diestimasi dengan model di atas kemudian diuji secara statistik menggunakan
wi nilai t, uii nilai F, dan Adjusted R-squared.

» Ui Koefisien Regresi Parsial T
Untuk menguii apakah secara sendiri-sendini dana bagi hasil, luas wilayah,
dan belanja pepawai berpengaruh terhadap DAU.

HO:Bi=0

HI:Bi#0

¢= 5%, df=n-1-k
B,

t= e

8B,

Bila thirung < Lisbet maka Hp ditolak daﬁji}z{& fhitung < tahe maka Hy diterima.

» Uil Koefisien Regresi Secara Serentak
Ho:fy=f=90
Variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengarub terhadap variabel
terikat (¥}
Hy i # P20
Variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat

Y3
¢t = 5%, df = pembilang =k
= penyebut = n-1-k
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_ Kereg JKRX .
" Krsimp JKRes/m—-1-k

Bilg F hitung > F tabel maka H, ditolak dan jika F hitung < F tabel maka
Hy diterima,

Analisis korelasi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan
variabel-variabel dasar DAU seperti alokasi dasar, indeks keburuhan fiskal,
dan Kapasitas fiskal terhadap alokasi DAU yang diterima provinsi dan
kabupaten/kota di Indonesta,

Uit multikolinearitas yang bertujuan untuk mengetahui apakeh ada
hubungan/korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas dalam
model, Dengan adanya multikolinesritas maka standar error dugaan koefisien
regresi akan menjadi besar. Akibatnya pengujian dugasn keefisien rogresi
secara parsial (uji-t} menjadi rendab, sehingga varigbel yang seharusnya
signifikan dapat menjadi tidak sipnifikan. Lebih jauh lagi, tidak hanya
variabel menjadi tidak sipnifikan tetapi juga mempunyai tanda koefisien yang
salah. Akibatnya bertentangan dengan dengan teori yang melandasinya,

Analisa regresi berganda terboboti yang bertyjuan untuk membuat nilai yang
sama bagi semua variabel DAU., Variabel DAU terdiri dari alokasi dasar
yang mergpakan cerminan dari gaji pegawai dan celah fiskal vang merupakan
selisih kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal, Variabel kebutuhan {iskal
terdiri dari huas wilayah, jumlah penduduk, IKK, IPM, dan PDRB per kapita,
semnentara kapasitas fiskal terdiri dari Pendapatan Asli Daersh (PAD), bagi
hasil sumber daya alam, dan bagi hasil pajak. Dalam regresi berpanda
terbaboli, semua variabel dalam formula DAU tersebut dibuat menjadi
standar, Hal ini dilakukan dengan mengurangi nilal masing-masing variabel
dengan nilal rata-ratanya kemuodian dibagi dengan standar deviasi, Koefisen
vang dipercleh hasil regrest terboboti kemudian dirasionalkan menjad: hobot
bagi masing-masing variabel dalam formula.

Rasionalisasi bobot ini dilakukan terhadap keseluruhan formula DAU yang
terdirl dari komponen alokasi dasar dan celah fiskal, sehingga dengan
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demikian penjumiahan nilai bobot untuk alokasi dasar dan celah fiskal harus
sama dengan satu,

Rasionalisasi bobot juga dilakukan untuk variabel-varizbel yang terdapat
dalam kebutuhan fiskal, sehingga penjumiaban seluruh bobot masing-masing
variabel kebutuhan fiskal (jumlah penduduk, luas wilayah, IKK, IPM, dan
Indeks PDRB Per kapita) harus sama dengan satu,

Terakhir rasionalisasi bobot dilakukan untuk variabel-variabe] vang terdapat

dalam kapasitas fiskal, schingga penjumlahan seluroh bobot masing-masing

variabel kapasitas fiskal (PAD, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Bagi
Hasil Pajak} harus sama dengan satu.

3.2 Asnmsi Ekonometrika

Sebelum dianalisis, data terscbut harus diufi apakah melanggar asumsi dasar

seperti kolinearitas jamak, korelasi serial, dan heteroskedastisitas.

a#

b.

Kolivearitas Jamak (Multicollinearity)

Masalah kolinecaritas jamak terjadi jika dua atau lebih variabel {(atau kombinasi
beberapa variabel) berkorelasi tinggi satu sama lain, Jika dijumpai adanya
kolincaritas jamak, maka kemungkinan dijumpai masalah sebagai berikut
{Greene, 1897, 420):

*  Perubahan kecil data dapat merubsh parameter secara lebih besar

v Variabel mempunyat kosfisien yang besar

Untuk mendetekst adanya kolinearitas jamak, dapat digunakan beberapa cara,
salah satu diantaranya menganalisis condition index (C1y (Gujarati, 1995,
338). Pedoman (rule of thumb) vang digunakan yaitu diatas 0,8 menunjukkan
adanya kolinearitas jamak yang kuat. Cl dihitung menggunakan program

eviews,

Reorelasi Serial

Dialam menganalisis korelasl serial, terdapat istilah serupa yang sering
digunakan, vaitu otokorelasi {autocorrelation). Otokorelasi mendeteksi adanya
hubungan antara data lag pada data Hime series ity sendiri, misalnya ul, u2, ...

ul0 dan u2, w3, ... ,ull, Sementara ity, korelasi serial menjelaskan hubungan
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antara data lag dua serics yang berbeda, seperti ui, u2, ... ul0 dan vi, v2,
.,V 10, Waman Gujarati {1993, 401) menyamakan kedua istilah tersebut.
Korelasi serial dijumpai jika error dari periode-pertode wakty yang becbeda
saling berkorelasi, Biasanya korelasi serial terjadi pada data time series {deret-
waktu). Pada analisis ini, korelasi serial vang dibahas adalah frst-order serial
comrelation ditana error di satu periode wakiu berkorelasi langsung dengan
error periode waktu berikutnya. Selain #u, dalam analisis ini juga hanya
menitikberatkan pada korelasi yang positif karena pada data time series lebth
sering terjadi, Apabila pada model dijumpai adanya korelasi serial, maka

model menjadi tidak efisien meskipun tetap tidak bias dan tetap konsisten

Untuk mendeteksi adanya korelast serial, digunakan Uji Durbin-Watson (DW)

yang dapat diproses dengan program Eviews. DW terletak antars & sampai 4,

dengan nilai yang dekat 2 menunjukkan tidak ada korelasi serial tingkat ,
pertama, Korelasi serial positif berkaitan dengan nilai DW di bawah 2. et

¢. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dijumpai pada model yang mempunyai varians error yang
tidak konstan. Pada umumnya heteroskedastisitas diperoleh pada data cross T
section (kerat lintang). Jika pada model dijumpai adanya heteroskedastisitas,
maka model menjadi tidak ‘besi” atan tidak efisien meskipun tidak bias dan
tidak konsisten. Dengan kata lain, jika regresi tetap dilakukan meskipun ada
masalah  heteroskedastisitas, makas apapun hasil regresi akan membuat
“misteading”  (Gujarai, 1993, 366), Uniwwk mendeteksi adanya
heteroskedastisitas, digunakan Uji White vang dipercleh dalam program
Eviews. Dengan Uil White, dibandingkan Obs*R-Squared dengan ¢ tabel. Jika
nilai Obs*R-Squared lebih kecil dari pada tabel, maka tudak ada
heteroskedastisitas.

3.3 Variabel-Variabel dan Samber Data

Variabel-variabel yang digunakan dalam penghitungan DAU adalah
variable-variabel DAU sebagaimana disebutkan dalam dalam UU Nemor 33
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Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintali Nowor 55 Tashun 2005 adalah sebagai
berikut:

Jumlah penduduk {dalam jiwa)}

Variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di
setiap daerah

Luas wilayah (dalam kilometer persegi)

Variabel yang mencerminkan kebutihan atas penyediaan sarana dan prasarana
per satuan wilayah

Indeks Kemahalan Konstruksi

Variabel vamg mencemninkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai
berdasarkan tingkat kemahalan hargs prasarana fisik secara relatif antar dagrah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

Variabel yang merupakan cerminan potensi dan akiivitas perekonomian suatn
daerah yang dibitung berdasarkan tefal seluruh output produksi ketor dalam
suatu wilayah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM}

Variabel yang mencerminkan tingkat pencapatan kesejahterasn penduduk stas
layanan dasar i bidang pendidikan dan kesehatan

Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Variabel yang menunjukkan berapa besar potenst sumber daya atam dan suatu
daerah yang terdiri dari kebutanan, perfambangan wmum, perikanan,
pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan perambangan
panas bumi..

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Orang Pribadi) dan PPh Pasal 21

Variabel vl untuk menunjukkan perbedaan potensi dasrah atas dasar potensi
sumber daya manusianya, Suaty daerah yang memiliki sumber daya manusia

vang besar secara relatif akan memiliki potensi penerimaan yuang lebib baik,
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misalnya; potensi penerimaan yang berasal dari bagi hasil PPh orang pribadi
dan juga PAD.

« Pajak Bumi dan Bangunan {(PBB) dan Bea Perglehan Hak atas Tanah dan
Bangunan {(BPHTR)

Meskipun jenis pajak ini tergolong sebagai pajak pemerintah pusat, sistem
pembagiannya yang praktis memberikan lebih dari 90% hasilnya kembali ke
daerah membuat kedua jenis paiak ini secara bersama-sama harns dimasukkan

sebagai unsur potensi penerimaan suatu daerah,

Data yang digunakan dalam tesis Ini adaleh data sekunder yang seluruhnya
bersumber dari Departemen Keuvangan Republik Indonesia, Sedangkan bentuk
data vang digunakan dalam tegis ini selurvhnya adalah berbentuk cross section
{silang). Data sekunder ini dapat dibagt dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu:

a. Data yang digunakan dalam analisa represi dan korelasi adalah data dasar
yang digunaken dalam perhitungan DAU Tahun 2006 dan 2007,

Uji regresi menggurnakan data dasar DAU untuk Tahun 2006 dan 2007 dengan
alasan kerena pengalokasian DAU dengan mengpunakan formuls
sebapaimana ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun
2005 dimulal pada tshun 2006. Pennlis membatasi banya sampai pada tghun
2007 karena sampei dengan tehun 2007 Pemetintah masih menerapkan
kebijakan non hold harmless, Pengalokasian DAL tahun 2008 sudah mulad
menerapkan kebijakan hold harmless walaupun belum benar-benar murmi
karena pada tahun 2008 daerah yang mengalami pemurunan DAY dani tshun

sebelumnya lebib besar dari 75% masih diberikan dana penyesuaian,

Rincian data dasar yang digunakan dalam perhitungan DAL Tabun 2006 dan
2007 adalah sebagai herikut:

s Data jumiah penduduk menggunakan data jumlah penduduk seperti dalam
formula DAY 2006 dan 2007 yang berasal dari Badan Pusat Siatistik
(BPS) untuk Tahun 2003 dan 2606

» Data luas wilayah menggunakan data luas wilayah daratan seperti dalam
formula DAU 2006 dan 2007 ditambah dengan luas wilayah perairan 4 mil
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{kabupaten/kota) dan 12 mil {provinsi) lawt yang berasal dari Bakosurianal
tahun 2006

Data indeks Kemahalan Konstrukst (IKK) berasal dari data BPS Tahun
2005 dan 2006 dimana basis nilal IKK yang digunakan adalah 150

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) vang digunakan berasal dari
BPS Tahun 2005 dan 2006. Penting dicatat bahwa variabel yang
digunakan adalah IPM Invers dengan formula IPM Invers = 100 — IPM

Data PDRB Perkapita menggunakan data PDRB Perkapita scperti dalam
formula DAL 2006 dan 2807 yang diperoleh dengan membagi nilai PDREB
Total kecuali sektor pertambangan dan industrt manufaktur dengan jumiah
penduduk.

Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan data realisasi PAD
Tahun 2004 dan 2005.

Hilai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) mengpgunakan data
realisast tahun 2004 dan 2605

Nilai Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP} menggunakan data realisasi tghun
2004 dan 2003

Besaran gaji pegawai negeri sipil daerah mengpunakan data gaji sepert
dalam formula DAU 2006 dan 2007 yaitu data gaji dengan basis pada
Bulan Juai Tahun 2005 dan Bulan Juni Tahun 2006

Regresi dilakukan terhadap alokasi DAU berdasarkan Formula dan juga
terhadap alokasi DAU berdasarkan

. Sedangkan data vang dipunakan dalam uji Indeks Wilhamson menggunakan
data dasar yvang digunakan dalam perhitungan DAU tahun 2006, 2007, dan
tahun 2008, Dalam rangka analisa dampak pemeratasa pendapaian terhadap
kebijakan mon heldharmless digunakan data pendapatan riel dalam APBD
tahun 2006, 2007, dan 2008 yang terdini dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dans Alokasi Umum (AU}, dan Dana Bagi Hasil (DBH} bailk Sumber Daya
Alam maupun Pajak.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dilakukan enalisis data mengenai sebsrapa besar dampak
kebijakan non holdharmiess pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap
tingkat pemerataan pendapatan di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Dalam bab ini jupga akan dilakukan analigis data secara kuantitatif dengan
menggunakan model regrest ekonomefrik. Analisis data ini tidak mengarah
kepada pembentukan suatuy model matematis, tetapi hanva uniuk menunjukkan
hubungan dan arah koefisien yang diharapkan antara variabel bebas dan variabe!
terikat sesual hipotesa dengan tetap mengikuti prinsipeprinsip ekonometrik
analisa. Teori ekonomi yang relevan digunakan sebagal dasar untuk madel yang

akan digunakan seria untuk menganalisa hubungan dari masing-masing variabel
dalam model.

4.1. Kinerja DAU Untok Pemerataan Kemampuan Fiskal Antar Daerzh

Ada banyak indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan kapasitas fiskal
daerah, diantaranya Koefisien  Variasi, Willlamson Index, Rasio
Maksimum/Minimum Pendapatan Dacrah Per Kapita, Theil Index, Koefisien
Gini, dll. Untuk analisis pada thesis ini digunakan ukuran pemerataan dengan
menggunakan Willlamson Indexz. Xomponen pendapatan daerah yang dijadikan
dasar dalam penghitungan kesenjangan fiskal ini dibatasi hanya terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya
Alam, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penghitungan berdasarkan Williamson
index ini dilakuvkan untuk alokasi DAU berdasarkan Peraturan Presiden dan
alokast DAU berdasarkan formula mursi,

Penghitungan Williamson Index dilakukan dengan membandingkan DAU
berdasarkan formula mumi dan berdasarkan peraturan presiden untuk 3 (tiga)
tahun, yaita DAU tahun 2006, 2007, dan 2008, Berdagarkan Undang-undang No.
33 Tahun 2004 dan Persturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 alokasi DAU
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berdasarkan formula murmi dilakukan mulai tahun 2008. Namun alokasi DAU
tahun 2008 temyata juga belum benar-benar mumi berdasarkan formula sesuat
peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada tabun 2008 daerzh yang
mengalami penurunan DAU dari tahun sebelumnya lebih besar dari 75% magih

diberikan dana penyesuaian.

Hasil perhitungan Indeks Williamson unink provinsi adalah sebagaimana
ditnnjukkan pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Indeks Williamson Provinsi
2006 2007 2008
DAU Formula 1.77544 1.8270¢ 1.73388
DATI Perpres 1.926%9 1.85553 173517

Sumber: Departemen Kevangan, diolah

Dalam Tabel 4.1 diatas disajikan hasil perhitungan Indeks Williamson
alokasi DAU yang berada di level pernerintah provinsi pada tahun 2006, 2007,
dan 2008 untuk alokasi DA berdasarkan formula dan alokasi DAU berdasarkan
peraturan presiden tentang alokasi DAL

Dalam tabel tersebut terfihat Indeks Williamson untuk alokasi DAY tabun
2006 memperlibatkan bahwa Indeks Willlamnson DAU berdasarkan Formula
sebesar 1.77544 yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Williamson
DAU berdasarkan Perpres sebesar 1.92699. Sedangkan DAU tahun 2007
memperiihatkan bahwa Indeks Willlamson DAU berdasarkan Formula sebesar
1.82709 lebih kecil dibandingkan dengan Indeks Williamson DAU berdasarkan
Perpres sebesar 1.85533. Demikian juga untuk alokasi DAU provinsi tahun 2008
memperithatkan Indeks Willlamson DAU berdasarkan Formula sebesar 1.73388
tebih kecil dibandingkan dengan Indeks Williamson DAU berdasarkan Perpres
sebesar 1.73517,

Semakin kecil angka Indeks Williamson menunjukkan tingkat variasi atan
kesenjangan fiskal antar provinsi semakin diperkecil dengan memperhitungkan
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secara felatif terhadap penduduk. Dengan demikian Tabel 4.1 menmumjukkan
bahwa kinerja DAU berdasarkan Formula dalam memperkecil kesenjangan figkal

antar provinsi lebih baik dibandingkan dengan kineria DAU berdasarkan
Peraturan Presiden.

Sedangkan untuk perbandingan Indeks Willlamson alokast DAU provinsi
antara tahun 2006, 2007 dan 2008 menunjukkan bahwa kinerja DAU provinsi
tahun 2008 secara keseluruhan lebik baik dibandingkan dengan kinerja DAU
provinst tahun 2006 dan 2007, Hal ini terutama berlaku untuk kinerja DAU
Perpres. Sedangkan untuk DAU formula, Indeks Williamson DAU Formula tahun
2006 lebih baik dibandingkan tabmn 2007, Namun demikian Indeks Williamson
DAU Formalza tahun 2008 iebih baik dibandingkan tahun 2006. Dengan demikian
DAU provinsi tahun 2008 lebih dapat memperkecil kesenjangan fiskal antar
provinsi dibandingkan dengan DAL tahun 2006 dan 2007,

Dapat disimpulkan babwa Pengalokagian DAU kepada provinsi vang
dilakukan oleh Pemerintah dan disepakati oleh DPR-RI pada tahun 2006 dan 2007
melalui Peraturan Presiden belem menunjukkan kinega DAU yang scbenamya,
yaitu memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, dibandingkan alokasi DAU
pada tahun 2008, Walaupun pada tahun 2008 bagi beberapa daersh vang DAU-
nya fturun lebih besar dari 73% dari tahun sebelumnys masih diberikan dana
penyesuaian, pengalokasian DATJ tahun 2008 lebih menunjukkan kinerja yang
lebih baik dibandingkan tahun 2007,

Hasil perhitungan Indeks Williamson untuk kabupaten/kota adalgh
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2. di bawah ini:
Tabet 4.2
Indeks Williamson Kabupaten/Keta

2006 2007 2008
DAU Formula 0.89140 0.85823 0.85712
DAL Perpres 0.91050 0.36892 0.86017

Sumber: Departemen Keuangan, diolah
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Tabel 4.2 diatas menyajikan perhitungan Indeks Williamson alokasi DAU
yang berada di kevel pemenntah kabupaten/kota pada tahun 2007 dan 2008 untuk

alokasi DAU berdasarkan formula dan alokasi DAU berdasarkan peraturan
presiden tentang alokast DAU.

Dalam Tabel 4.2 tersebut terlihat Indeks Willlamson untuk alokasi DAU
kabupaten/keta tahun 2006 berdasarkan Formula sebesar 0.89140 lebih kecil
dibandingkan dengan Indeks Williamson DAU berdasarkan Perpres sebesar
0.51050, Sedangkan DAU tahun 2007 memperlihatkan Indeks Williamson DAU
berdasarkan Formula sebesar 0.85823 lebih kecil dibandingkan dengan Indeks
Williamson DAL berdasarkan Perpres sebesar 0,86892. Demikisn juga untuk
alokasi DAL kabupater/kota tahun 2008 memperlihatkan Indeks Willismson
DAU berdasarkan Formula schesar 0.85712 lebih kecil dibandingkan dengan
Indeks Williamson DAU berdasarkan Perpres sebesar (.86017.

Semakin kecil angka Indeks Williamson menunjukkan tingkat variasi atau
kesenjangan  fiskal  antar  kabupaten/keta semakin  diperkecil  dengan
mempsrhitungkan secara relatif terhadap penduduk. Dengan demikian Tabel 4,2
menunjukkan bahwa kineria DAU kabopaten/kotza tahun 2007 berdasarkan
Formula dalam memperkecil kesenjangan fiskal antar kabupatern/kota lebih baik
dibandmgkan dengan kinedia DAU berdasarkan Peraturan Presiden.

Sedangkan wuntuk perbandingan Indeks Williamson alokasi DAU
kabupaten/kota antara tahun 2606, 2007 dan 2008 menunjukkan bahwa kinerja
DAU kabupsten/kota tahun 2008 secara keseluruhan lebih baik dibandingkan
dengan kinerja IDAU provinsi tahun 2006 dan 2607, Hal ini berlaku untuk kinerja
DAL formula meaupun DAL Perpres,

Dapat disimpulkan balwa Pengalokasian DAU kepada kabupaten/Kota yang
dilakukan oleh Pemerintah dan disepakati oleh DPR-RI pada tahun 2006 dan 2007
melalyi Peraturan Presiden belum menunjoukkan kineria DAU yang sebenarnya,
yaitu memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, dibandingkan alokasi DAU
pada tahun 2008, Walaupun pada tehun 2008 bagi beberapa daerah yang DAU-

nya turun lebih besar dari 75% dari tshun sebelumnya masih diberikan dana
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penyesuaian, pengalokasian DAU tahun 2008 lebih menunjukkan kinerja vang
lebih baik dibandingkan tahun 2007.

4.2 Analisis Perbandingan Pengaruh Masing-masing Variabel DAU Pada
DAU Berdasarkan Formula dan DAU Berdasarkan Perpres Dengan
Regresi Berganda.

Pada bagian ini akan dianalisis pengaruh masing-masing variabel DAU, baik
variabel DAU pada alokasi DAU berdasarkan formula maupun vaciabel DAU
pada alokasi DAU berdasarkan Peraturen Presiden, dengan talap-tahap berikut:

1. Menguji signifikansi antara masing-masing variabel DAU yang terdini dari
alokasi dasar yang dicerminkan dalam gaii pegawai, kebutuhan figkal yang
dicerminkan dalam varizbel jumlah penduduk, las wilayah, indeks
kermahalan konstruksi, PDRB per kapita, indeks pemabangunan manusia, dan
kapasitas fiskal yang dicerminkan dalam variabel pendapatan asii daerah,
bagi basil sumber daya alam, dan bagi hasil pajak,

2. Pengulian masing-masing varigbel dilakukan pada DAU berdasarkan
formula dan DAU berdasarkan peraturan presiden.

3. Hoasil ufl akan menunjukkan justifikasi pengaruh masing-masing variabel
DA berdasarkan formula mumi dan berdasarkan peraturan presiden

4. Perbandingar hasil uii  antera mesing-masing variabel pada DAU
berdasarkan forrpula murnt dap DAU berdasarkan peraturan presiden akan
dijadikan dasar untuk melakukan justifikasi kebijakan pengalokasian DAL

Regresi berganda dilakukan berdasarkan pada foromia DAU sebagal berikut:

DAU

i

AD + CF
DAU = AD + (KBr-KPp

DAU = AD + ((TBR¥w*UP + o*ILW + o*IPM + o*IKK +
¥ IPDRB)) - (PAD + BHSDA + BHP))

Keterangan:

AD :  Alokast Dasar, yaitu gail pegawai
CF 1 Celah Piskal

KBf : Kebutuban Fiskal
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KPf Kapasitas Figkal

TBR Total Belanja Rata-rata

P Indeks Jumilah Penduduk

ILw Indeks Luas Wilayah

IPM Indeks Pembangunan Manusia
KX Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB Indeks PDRB Per Kapita
PAD Pendapatan Asli Dacrah
DBHSDA ' Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam
DBHP Dana Bagi Hasil Pajak

4.2.1 DAU Provinsi

Regresi berganda terhadap forraula DAU bagi provinsi dilakukan terhedap
DAU berdasarkan formula dan DAU berdasarkan peraturan presiden dengan
menggunakan data DAU tabun 2006 dan 2007, Regresi berganda terhadap model
diolah dengan menggunakan software 2-views. Hasil lengkap regresi berganda
AU Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3 sampat dengan 6.

Penulis menggunakan tiga kriteria evaluast untuk menyatakan bahwa model
regresi yvang dihasilkan adalab baik, yaitu:

4.2.1.1

Kriterin ekonomi

Berdasarkan hasil regresi diatas, tanda untuk variabel bebas sudah sesuai
dengan yang diharapkan, vaitu gaji pegawai (GAJL, jumlah penduduk
(PDDK), luas wilayah (LW), indeks kemahalan konstruksi (IKX), PDRB
per kapita (PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPMI) bertanda
positif, sedangkan pendapsatan asli dagrab (PAD), bagi hasil sumber daya
alam (BHSDA), dan bagi hasil pajak (BHP} bertanda negatif.

Kriteria Statiséik
Uji T, dari hasil 4 {empat} regresi diatas, temyata terdapat 3 (tiga)

varigbe] bebas pada DAU Formula 2007 yang mempunyal P-value »
0.05, yaitu varisble FDRB per kapita sebesar 0.0534, variabel IPMI
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sebesar 0.0064, dan variabel PAD sebesar 0.0692. Namun demikian, jika
menggunakan teraf nyata scbesar 10%, maka variabel IPMI dan PAD

masth dapat digunakan. Sedangkan psda DAU Perpres 2006 variabel
IPMI mempunyat nilai P-value sebesar 0.2178.

Uji kedoa adalah uji F azien uji model secara keseluruhan. Apabila
diganakan ¢ = 3%, maka baik regresi DAU Formula maupun regresi
DAU Perpres semuanys menunjukkan Probalility (F-statistics) < o, ini
berari tolak Hg atau dengan kata lain ada hubungan linler antara variabel
independent terhadap variabel dependen. Secara keselurghan dapat
dikatakan bahwa vadabel-variabel DAU proviasi schagai variabel
independen hasil estimator mempengaruhi secara siginifikan alokasi

DAU provinsi sebagal variable terikat.

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determinasi R? atau R adjusted.
Nilai R* dan R* adjusted dari DAU Formula maupun DAU Perpres
adalah 98.67% dan 100% Ini menuniukkan bahwa estimasi dalam kedpa
regresi tersebut dapat menjelasken keragaman yang terjadi dalam model
secara sempumna, atau hampir 100%.

4.2.1.) Kriteria ekonometrik

a,  Uji Multicollinearity

(Jj1 multikolineariti diperiukan untuk mendeteksi adanya korelasi
antar beberapa variabel bebas dalam suatu model. Dari hasil i
multikolineariti diketahui bahwa nilai korelasi antar vaniabel baik
dalam DAU Formula maupun DAU Perpres masih lebib rendab
dibandingkan dengan nilai R* sehingga dapat disimpulken bahwa
tidak ada multikclineariti,
b.  Uji Autocorrelations

Korelasi serial terjadi apabila data yang digunakan adalah data time
series, sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah
cross section, sehingga uil ini pun tidak diperlukan,
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¢.  Uji Heterocedasticity

‘Tabel 4.3

38

Hasil Uji Heteroscedasticity Regresi Berganda DAU Provinsi

DAU F-statistic | Probability | Obs*R-squared | Probability
Formula 2006 | 1.671305 | 0.166903 2251989 £.209719
Perpres 2006 | 1381061 | {.194444 22.118%4 0.226747
Formula 2007 | 1768679 | 0.141671 2252064 0,193658
Perpres 2007 | 0521788 0.902840 [3.24576 4.776527

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Penguiian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
Hg  : tidak ada heterocedastisitas (homocedastis).

H,; : ada heterocedastisiias.

Dengan a = 5%, tolak Hy jika Probalility (P-value) <ga..

Dari basit uji heteroskedastisitas DAU Formula maupun DAU
Perpres pada Tabel 4.3 diatas, semuanya memiliki nilat Probability
(P-Value) diatas 5%, vait: 20.97% untuk DAU Formula 2006,
19.37% untuk DAU Formula 2007, 22.67% untuk DAU Perpres
2006, dan 77.65% untuk DAU Perpres 2007 maka berarti Hg fidak
ditolak atau Hp diterima yang menunjukkan tidak adanya

heterokedastisitas,

Perbandingan koefisien masing-nasing vanabel DAL pada DAU Formula
dan DAU Perpres untuk tabun 2006 dan 2007 hasil regresi berganda adalah

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4 di bawah ini:
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Tahel 4.4
Koefisen Hasil Regresi Berganda DAY Provinsi
Variabel DAU 2006 DAU 2667
Formula Perpres Formula Perpres

Gajl 1.000005 *) 1.073138 %) 0.819055 %) 1000060 *)
i £.000316 *) 1.73E-05 *} 2.18E-05 *} 2 13E-05 %)
LYW 0016893 %) 8001158 %) 4.000807 *) 0.001025 *}
KK 1.209286 *) 1.106270 *) 0.982082 **) 8951305 %)
IPM Invers 1.563647 %) | 14801927 | 9.11E-06 ***) 1LIZ2E-G5 *)
IPDRE 1.36E-05 %) 8.28E-06 *) | 5.526933 ***} | 1.558358 %)
PAD 0439772 %) | 0178747 %) | 0113644 ¥%%) | 0151736 %)
BHSDA -0.439776 %) | -0,221468 %) -0.157492 *} -0.151737 %)
BHP -0439792 %) | -0.324766 %) ~(.282396 *} -0.227608 *}
Sumber: Departemen Keuvangan, diolah

Keterangam:

*) P-value < 0,01, sangat signifikan

**y 0,01 < Pvglue < 0.05, signifikan

*exy (0,05 < Pevalue < 0,1, cukup signifikan
ns Pwvalug > 0.1, tidak signifikan

Dari hasil uji di atas, masing-masing variabel baik dalam DAU Formula
maupun dalam DAU Perpres untuk alokasi DAU Provinst dapat di-interpretasikan
pengaruhnya terhadap alokasi DAU sebagai berikut
1.  Secara keseluruhan semua variabel DAU berpengaruh sangat signifikan

terhadap penghitungan DAU provinsi pada tahun 2006 dan 2067, kecualt

variabel IPM yang pada DAU perpres 2007 tidek signifikan mempengaruhi
penghitungan DAU walaupun memiliki nilai koefisien yang besar.

2. Pendapatan Asli Daersh (PAD) pada tshun 2007 sangat signifikan
berpengarvh terhadap penghitungan DAU. Pada tahun 2007 tersebut PAD
memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0.113644 pada DAU
Formula 2007 dan sebesar 0.151736 pada DAU Perpres 2007, hal ini
menurjukkan bahwa pada DAU Perpres, provinsi yang berhasil melakukan

intensifikasi dan eketensifikasi penerimaan PAD sehinggs memiliki nilal
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PAT) wyang besar menjadi seperti “mendapat hukuman” dengan lebih
besarnya koefisien nilal pengurang dibandingkan pada DAU Formula,

(aji pada tehun 2006 dan 2007 sangat signifikan berpengaruh terhadap
penghitungan DAU, Pada tabun 2007 Gaji memiliki koefisien regresi
bertanda positif vang cukup besar pada DAU Formula 2007 vaitu sebesar
0.919055 dan pada DAL Perpres 2007 sebesar 1. Pada DAL 2006 koefisien
gajt malah lebih besar dibandingkan DAU 2007, yaitu sebesar 1.00005 pada
DAU Formula 2006 dan sebesar 1.073138 pada DAU Perpres 2006. Hal ini
menunjukkan bahwa alokasi dasar yang dicerminkan oleh gaji pegawai
meniadi faktor yang sangat signiftkan pada alokasi DAU di provinsi, Maka
tidak salah apabila selama ini banyak deerah, terutama provinsi, yang
menganggap bahwa alokasi DAU semata-mata untuk belanja pegawai.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada DAU perpres 2006 tidak
signifikan mempengaruhi penghitungan DAU, Pada DAU Formula 2007
IPM memiliki koefisien regresi bertanda posifif vang sangat besar yaitu
sebesar 5.526933 namun terkoreksi menjadi hanya sebesar 1,558358 pada
DAU Perpres 2007, Hal yang sama terjadi pada DAU tahun 2006, Koefisien
regresi IPM pada DAL Formula Z2{{6 sebesar 1.563647 terkoreksi menjadi
1.480192 pada DAU Perpres 2006, Dalam formula alokasi DAU angka
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibitung adalah inversnya (100-
1PM). Dengan demikian hal il menunjukkan bahwa provinsi yang tingkat
pencapaian pembangunan manusianya masih rendah yang dicerminkan dar
kesejahteraan penduduk atas layanan dasar & bidang pendidikan dan
kesehatan yang masth rendah menjadi seperti “mendapat hukuman™ dengan
turunnya koefisien yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,.52693 pada DAU
Formula 2007 menjadi hanya sebesar 1.558358 pada DAU Perpres 2007 dan
sebesar 1.563647 pada DAU Formula 2006 menjadi sebesar 1480192 pada
DAU Perpres 2006, Perbandingan antara IPM dengant DAU Perpres dan
DAU Formula untuk provinst pada tahun 2007 adalah sebagaimans terlihat
pada Tabel 4.5 berikut:
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Perbandingan IPM dengan DAU Perpres dan Formula Tahun 2007

Provinsi IPM wverse | DAU Parpres | DAL Formula

Papug 37.92 876,30 $32.88
Nusa Tenggars Barat 37.58 447.66 §13.72
Nusa Tenggara Vimur 36.41 $83.59 567.44
Irign Jaya Barat 35147 464.87 467,96
Sulawesi Barat 34.28 278.28 27160
Kalimantan Barat 33.80 £10.89 $20.09
Malalos Dtara 33.05 319,72 38204
Hallmantan Selatan 32,58 427,85 497682
Gorontalo 32.54 191.40 322,50
Bulawesi Tenggara 32.48 481.84 440.48
Sidawesi Selatan 31.94 588,51 £33 B0
Jawa Tirpur 31.58 1.091.18 1168.30
Sulawesi Tengah 31.53 602.13 461.54
Hanten 31.20 330.60 336,42
Lampung 31458 509.66 549,93
Nanggroe Aceh Darussalam 3085 487.93 447,28
Malukuy 30.76 475,08 464,48
Jawa Tengah 30.22 1,050.73 1096.15
Bali 30,22 436.53 455,15
Jawsa Barat Kiskirg 8433.44 10801.37
Sumatera Selatan 28.77 510.20 525,14
Bangka Belitung 29.32 319.28 28918
Jambi 28.05 415,02 41237
Bengkulu 28.81 405 86 427.92
Sumatera Barat 28.81 546.33 £35.81
Sumatera Utara 2787 H587.38 881,82
Rigy Kepuiauan 2017 333.33 374.09
Kalimantan Timur 27.08 257. 19 181.50
Kalimantan Tengah 26.78 571.28 486.39
Dl Yogyakarta 26.50 437.38 419.28
Riau 2837 217 .66 204.57
Sulnwesi Mara 25.7a 447 (4 484 47
DKI Jakarta €3.83 71302 42,34

Sumber: Departemen Keuangar, diolah

Tabel 4.5 di atas menunivkkan bahwa dari 33 provinst di Indonesia, 20
provinsi memiliki IPM di bawah 70 atau IPM Invers di atas 30 yang berarti
tingkat pencapaian pembangunas manusianya relatif belum tinggi, Dai 20

provinsi tersebut 14 {(empat belas) provinsi mengslami penurunan DAU
menurut Peraturan Presiden apabila dibandingkan dengan DAU Formula.
Sedangkan sebaliknya dari 13 pravinsi yang memiliki IPM di atas 70 atau
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IPM Invers dibawah 30 vang berani tingkat pencapaian pembangunan
manusianya cukup tinggi, sebanyak 8 (delapan) provinsi justru memperoleh
kenaikan DAU menurut Perpres apabila dibandingkan dengan penghitungan
DAU berdasarkan formula murni.

4,2.2 DAU Kabupaten/Kota

Regresi berganda terhadap alokasi DAU bagi kabupatenfkota juga dilakukan
terhadap AU berdasarkan formula dan DAU berdasarkan peraturan presiden
dengan menggunakan data DAY tzhun 2006 dan 2007, Regresi berganda terhadap
model  diolah dengan menggunakan software e-views. Namun demikian
mengingat banyaknya variasi jumiah data kabupaten/kota vang akan dilakukan
regresi dan agar hasil estimasi yang dilakukan mendekati kenyataan, penulis
melakukan regresi dengan menggunakan logaritma. Regresi dengan menggunakan
logaritroa ini dilakukan baik untuk regresi DAU berdasarkan Formula maupun

untok regresi DAU berdasarkan Perpres. Hasil lengkap regresi berganda DAU

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Lampiran 7 sampai dengan 10.

Penulis menggunakan tiga kriteria evaluasi unfok menyatakan babwa model
regresi DAL kabupaten/kota yang dihasitkan adalah baik, yaitu:

4,2.2.1 Kriteria ekonomi

Sama dengan hasil regresi alokasi DAU provinsi, hasil regresi alokasi
DAU kabupatenikota untuk DAU Formula dan DAU Perpres diatas juga
memmjukkan tanda untuk variabel bebas sudah sesuval dengan tanda
yang diharapkan, yaito gail pegawai {GAT), jumlah penduduk (PDXDX]},
las wilayah (LW), indeks kemahalan kemstruksi (IKK}, PDRB per
kapita {PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPMI} bertanda
positif, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD}, bagt hasil sumber daya
alam {(BHSDA), dan bagi hasil pajak (BHP) bertanda negatif.

Kriteria Statistik

Uji T, dari hasil 4 (empat) regresi diatas, ternyata terdapatl 1 (satu)
variabel bebas pada DAU Formula 2006, 1 (satu) variable bebas pada

DAU Perpres 2006, 2 (dua) variable bebas pada DAU Formula 20067,
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dan 1 (satu) variable bebas pada DA Perpres 2007 yang mempunyal P-
valuwe > 4,05, Pada DAU Formula 2006 vanabel IPMI sebesar 00,2390,
pada DAU Perpres 2006 variabel IPMI 0.0793, pada DAU Formula
2007 variabel IPMI sebesar 0,1477 dan variabel BHP sebesar 0.5038,
sedangkan pads DAU Perpres 2007 variable BHP sebesar 0.2033. Hal
ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM§)
tidak signifikan mempenparubi alokasi DAU kabupaten/kots, sementara
pada DAU Formula 2007 variabel Bagi Hasil Pajak (BHP) juga tidak
signifikan mempengaruhi alokasi DAU.

Uil kedua adalah uji ¥ atau uji model secara keseluruhan. Apsbila
digunakan e = 5%, maka baik regresi DAU Formula maupun regresi
DAU Perpres semuanya menunjukkan Probalility (F-statistics) < a, ini
berarti folak Hy atau dengan kata Jain ada hubungan linier antara variabel
independent ferhadap variabel dependen. Secara keseluruhan dapat
dikatakan bahwa varigbel-variabel DAU kabupaten/kota sebagai variabel
tndependen hasil estimaior mempengaruhi secara siginifikan alokasi
DAL kabupaten/kota sebagai variabel terikat,

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determinasi R” atau R* adjusted.
Nilai R? dan R? adjusted dari DAU Formula maupun DAU PFerpres
adalah berada pada kisaran 77.06% sampal dengan 80.77%, Ini
menuninkkan bahwa estimast dalam kedua regresi terscbut dapat

menjelaskan keragaman yang teriadi dalam model sebesar hampir 81%.

Kriteria ekonometrik

a. Uji Multicollinearity
Uil multikolingariti diperlukan untuk mendeteksi adanya korelasi
artar beberapa variabel bebas dalam suatu model. Dari hasil uji
multikolineariti diketahui bahwa nilai korelasi anfar variabel baik
dalam DAU Formula maupun DAU Perpres masib lebih rendah
dibandingkan dengan nilai R sehingoa dapat disimpulkan bahwa
tidak ada multikolineariti.
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b. Uji Autocorrelations

Korelasi serial terjadi apabila data yang digunakan adalah data time

series, sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah

eross section, schingga ujl ini pun tidak diperlukan.

¢. Uii Heterocedasticity

Tabel 4.6
Hasit Uji Heteroscedasticity Regrest Berganda
DAU Kabupaten/Kota
DAU F-glatistic | Probability | Obs™R-squared | Probaebility
Formula 2006 | 0.751573 | 0.756789 13.70350 (.748205
Perpres 2006 { 5768152 | 0.000000 86.85136 0.000000
Formula 2007 | 1009455 | 0.000000 131.7388 4.000000
Perpres 2007 | 1069118 | 0.000000 137.4631 4000000

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Penguiian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Hy : tidak ada heterocedastisitas (homocedastis).

Hy : ada heterocedastisitas.

Dengan o = 5%, tolak Hp jika Probalility (P-value) <g,.

Dari basil uji heteroskedastisitas DAU Formula maupun DAU
Perpres pada tahun 2006 dan 2007 terdapt nilai Probability (P-
Value) dibawah 5%, yanu 0% untuk DAU Perpres 2006, DAU
Formuia 2007, dan DAU Perpres 2007, maka berarti Hy ditolak
atau M, diteriina yang memmjukkan adanya heterokedastisitas,
Masalah heteroskedastisitas inl kemudian dihilangkan dengan
melakukan tindakan perbaikan model regresi. Metode yang
digunakan untuk menghilangkan masslah  heteroskedastisitas
adalah metode White atau Newey-West yang merupakan metode
koreksi standard error atau heleroscedasticity-corrected stundard
errors,! Dalam eviews penghilangan masalah heteroskedastisitas
dilakukan dengan menggunakan metode yang dikenal dengan

' Agus Widarjono, Ekonmometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis
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istilah White Heteroscedasticity Consistemt Covariance, Hasil

regrest untuk kabupatenfkotd ini sudah menggunakan metode white

heteroscedasticity consistent covariance.

Perbandingan koefisien masing-masing variabel DAU pada DAU Formula
dan DAL Perpres Kabupaien/Kota untuk tahun 2006 dan 2007 hasil regresi

berganda adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7
Koefisen Hasil Regresi DAU Kabupaten/Keta
Variabel DAU 2008 DAU 20667
Formula Perpres Formula Perpres
Gaji Pegawai | 0411240+ | 0.448076*) | 0.361621 %) 0.393407 %)
T3 0.198220 %) | 0.179555 %) | 0.196246 ) 0.193361 %
LW 0.051702%) | 0.044206%) | 0.046918 %) 0.042749 *)
KK 0.760512%) | 0.752183%y | 07347357 %) 0.820227 *)
PM Invers 01361127 | 0.193013 *¥¥7 | 0.055298 ™ 0.133832 *%)
PDEB 0112238 %) | 0.116149%) | 0.144957 =5 0.249917 %)
PAD .0.033642 *¥) | .0.652223 **) | -0.041152%) -0.042002 %)
BHSDA -0.065179 %) | 0.061581 %) | -0.036159 %) -0.045687 %)
BHP 20072636 %y | -0.053228 % | 0015573 ™) | 0.031847™)

Sumber; Departemen Keuanpan, diclah

Keterangan,

*y Povalue < 0,01, sangat signifikan

Yy 0.01 < P-valye < (.05, signifikan

**%y (.05 < P-value < 0.1, cukup signifikan
ns F-vatue > (.1, tidak signifikan

Darn hasil uji di ates, masing-masing variabel baik dalam DAU Formula
maupun dalam DAU Perpres kabupater/kota tahun 2006 dan 2007 dapat di-

interpretasikan pengarchnya terhadap alokast DAU sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan semua variabel DAU berpengaruh sangat signifikan
terhadap penghitungan DAU kabupaten/kota pada tabun 2006 dan 2007,
kecuali varisbel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada DAU
Formulz tahun 2006 dan 2007 tidak berpengaruh signifikan terhadap
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penghitungan DAU, Selain itu variabel Bagi Hast! Pajak pada DAU Formula
dan Perpres 2007 juga tidak signifikan mempengaruhi penghitungan DAU.

. Variabel Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) pada whun 2006 dan 2007
berpengaruh sangat signifikan terhadap penghitungan DAU. Pada DAU
Formula 2007 memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0.036159
dan sebesar (L04569 pada DAL Perpres 2007,

Kondist ini menunjukkan bahwa pada DAU berdasarkan Perpres,
kabupaten/kota yang dianugerahi sumber daya alam melimpah menjadi
“mendapat hukursan” dengan makin besarnya nilal pengurang pada DAU
berdasarkan peraturan presiden apabila dibandingkan dengan alokasi DAU
berdasarkan Formula,

. Variabel Pendapatan Asli Daerahh (PAD) pada tahun 2006 berpengaruh
signifiken pada penghitungan DDAU dan sangat sigmifikan pada tahun 2007,
Dibandingkan dengan hasil regresi untuk alokasi DAU provinsi, maka
koefisien untuk Pendapatan Asli Daerah {PAD) hasil regresi alokasi DAU
pada kabupaten/kota menunjukkan angka vang sangat keeil.

Koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2008 provingi adalah schesar
negatif 0.439772 sementara koefisien PAD pada regresi DAY Formula 2006
kabupaten/kotz adalah hanya sebesar npegatif 0.033642. Demikian pula
keefisien PAD pada regresi DAU Perpres 2006 provinsi sebesar negatif
0.178747 yang jeuh lebth besar dibandingkan koefisen PAD pada regresi
DAU Perpres 2006 kabupaten/kota sebesar negatif 0,052223.

Koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2007 provinsi adalah sehesar
negatif 0.113644 sementara kocfisien PAD pada regrest DAU Formula 2007
kabupaten/kota adalah hanya schesar negatif 0.041152. Demikian pula
koefisien PAD pada regresi DAU Perpres 2007 provinsi sebesar negatif
0.151736 yang jauh lebih besar dibandingkan kosfisen PAD pada regresi
I3ALU Perpres 2007 kabupaten/kota sebesar negatif 0.042.

. Variabel Bagi Hasil Pgjak (BHP) pada tahun 2006 berpengaruh sangat
signifikan terhadap penghitungan DAU, namun pada tahun 2007 variabel BHP
menjadi tidak signifikan mempengaruhi penghitungan DAUL Dibandingkan
dengan hastl regresi untuk alokasi DAU provingi, maka koefisien untuk Bagi
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Hasil Pajak (BHP) hasil regresi alokasi DAU kabupaten/kota menunjukkan
angka vang sangat keeil,

Koefisien BHP pada regresi DAU Formuola 2006 provinsi adslah sebesar
negatif 0.4397972 sementara koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2006
Kabupaternvkota adalah sebesar negatif 0.072636. Demikian pula koefisien
BHP pada regresi DAU Perpres 2006 provinsi sebesar negatif 0,.324766 yang
jauh lebih besar dibandingkan koefisen PAD pada regresi DAU Perpres 2006
kabupatenfkota sebesar negatif 0.053228,

Koefisien BHP pada regresi DAU Formula 2007 provinsi adalah sebesar
negatifl 0282396 sementara koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2007
kabupaten/kota adalah sebesar negatif 0.015573. Demikian pula koefisien
BHP pada regresi DAU Perpres 2007 provinsi sebesar negatif 0.227608 vang
jauh lebih besar dibandingkan koefisen PAD pada regresi DAU Perpres 2007
kabupaten/kota sebesar negatif 0.03185,

Hal ini menunjukkan bahwa variabel BHP pada alokasi DAU kabupatenvkota
lebih kecil pengarulnya dibandingkan pada alokasi DAU provinsi.

4.3 Analisis Perbandingan Pengarubh Masing-masing Variabel DAU Pada
DAU Berdasarkan Formula dan DAU Berdasarkan Perpres Dengan
Regresi Berganda Terbobeti

Pada bagian ini penulis ingin melihat dan melakukan analisa pengaruh
variasi penerimaan DAU setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kots,
vang dipengaruhi oleh variabel DAL Sehingga diharapkan dengan melakukan
standarisasi pads seluruh variabel DAU akan dapat diketahni peran masing-
masing variabel DAU terhadap penghitungan dan pengalokasian DAL

Sebelum dilakukan regresi berganda terboboti terlebih dahulu dilakukan
standarisasi pada seluruh variabel DAL yang mencakup variabel alokasi dagar dan
celah fiskal. Pemberian bobot dibitung dengan mengurangi variabel DAU suatu

dasrah fertentu dengan nilal rata-ratanya dan kemudian dibag: dengan standar
deviasinya.
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Pada bagiar ini juga penulis akan membandingkan bobor masing-masing
variabel dalam formula DAU sesuat dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yaitu DAU yang dibitung berdasarkan penjumlahan slokasi dasar dan
celgh fiskal yang dinotasikan sebagai berikut:

DAL = {(Alokasi Dasar + Celah Fiskal)

f (AD + (Gaji Pegawai + Jumlah Penduduk + Luas Wilayah + IKK +
IPM + Indeks PIRB Per Kapita) - {(PAD + BH Sumber Daya Alam +
BH Pajak))

Selain itu penulis juga akan menghitung bobot masing-masing variabel dalam
formula DAL yang dibitung hanya berdasarkan pada konsep celah fiskal. Artinya
alokasi dasar yang merupakan cemminan dari gaji pegawal akan dihitung scbagai
bagian dari kebutuhan fiskal dan bukan merupakan variabel yang berdiri sendin.
Konsep DAU berdasarkan celah fiskal ini dinotasikan sebagal berikut:

DAU = f{Celah Fiskal)

DAU = f{{Gajl Pegawai + Jumlah Penduduk + Luas Wilaysh + IKK + IPM +
Indeks PDRB Per Kapita) — (PAD + BH Sumber Days Alam + BH
Pajak))

4.3.1 DAU Provinsi

Pada bagian ini akan dijelaskan analisa hasil regresi terboboti alokasi DAU
untuk provinsi. Regresi terbobeti alokasi DAU provinsi dilakukan untuk alokasi
DAU berdasarkan Formula dan alokasi DAV berdasarkan Peraturan Presiden
untuk tahun 2006 daa 2007,

Untuk menyatakan bahwa model regresi yang dibasitkan adalah baik,
penulis menggunakan tiga kriteria evaluasi, yaitu:

4.3.1.1 Kriteria ekonomi

Hasil regresi terboboti alokasi DAU provinsi menunjukkan tanda untuk
variabel bebas sudah sesual dengen tanda yang diharapkan.
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Gaji pegawai (GAJI), jumiah penduduk (PDDK), luas wilayah {LW),
indeks kemahalan konstruksi (IKK), PDRB per kapita (FDRB}, dan
indeks pembangunan manusia (IPMI) bertanda positif, sedangkan
variabel pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil sumber daya alam

{BHSDIA), dan bagi hasil pajak {BHP) memiliki koefisien bertanda
negatif,

Kriteria Statistik

Uji T, dard hasil 4 (empat) regresi diatas, temyate terdapat 1 {(satu}
variabel bebas pada DAU Perpres 2006, 1 (satu) variable bebas pada
AU Formula 2007, dan 2 (dua} variable bebas pada DAU Perpres 2007
yang mempunyai P-value > 0,05, Pada DAU Perpres 2006 variabel IPMI
sebesar $.2071, pada DAU Formula 2007 variabel 1IPMI 02727,
sedangkan pada DAU Perpres 2007 variabel IPMI sebesar 0.063 dan
variabel PADD sebesar 0.062. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
Indeks Pembangunan Manusia (IPMI} tidek signifikan mempengaruhi
alokasi DAU provinsi, sementara pada DAU Perpres 2007 variabel
Pendapatan Asli Daemh (PAD) jugs tidak signifikan mempengaruhi
alokasi DAL,

Uit kedua adalah uji F atau uji mode! secara keseluruhan. Apabila
digunakan o = 5%, maka baik regresi DAU Formula maupun regresi
DAU Perpres semuanys menunjukkan Probalility (Festatistics) < «, ini
berarti tolak Hp atau dengan kata lain ada hubungan binier antara varisbel
independent terhadap variabel dependen. Secara keseluruhan dapat
dikatakan babwa varabel-varizabel DAU provinsi sebagai variabel
independen hasil estimator mempengaruhi secars sipginifikan alokasi

DAU provinsi sebagai variabel terikat,

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determinasi R® atau R? adjosted.
Nilai ®? dan R® adjusted dari DAU Formulz maupun DAU Perpres
adalah berada pada kisaran 98.66% sampal dengan 100%. Ini
menunjukkan bahwa esiimasi dalam kedua vegresi tersebut dapat

menjelaskan keragaman yang tejedi dalam model secara sempuma.
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4.3.1.3 Rriteria ekonometrik

a  Ujil Multicollinearity

70

Uji multikolineariti diperlukan untuk mendeteksi adanya korelasi
antar beberapa variabel bebas dalam suatu model. Dari hasil uji
multikolineariti diketahui bahwa nilai korelasi antar varisbel baik
dalam DAU Formula maupun DAU Perpres masih lebih rendah
dibandingken dengan nilal R? schingga dapat disimpuikan bahwa
tidak ada multikolineariti.

b, Uji Autocorrelations

Korelasi serial terjadi apabila data vang digunakan adalah data time
series, sedangksan data yang digunakan dalam analisis ini adalah
cross section, sehingga uwil ini pun tidak diperlukan.

¢. LUjt Heterocedasticity

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroseedastivity Regresi Berganda Terboboti
DAU Provinsi
DAY F-statistic | Probability | Obs*R.squared | Probability
Formula 2006 | 0510045 | 0910283 13.06972 0.787414
Perpres 2006 | 1581218 | 0.194392 22.115686 0.226716
Formula 2007 | 0359832 | 0.978194 106.43808 0.916665
Perpres 2007 1790375 0.136613 2300579 0.190368

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Hp : tidak ada heterocedastisitas (homocedastis).

Hy : ada heterocedastisitas.

Dengan o = 5%, tolak Ho jika Probalility (P-value) <a..

Dari hasil uji heteroskedastisitas terhadap regresi terboboti DAU
Formula maupun DAU Perpres pada tahun 2006 dan 2007
semuanya memiliki nilal Probability (P-Value) diatas 5%, maka
berarti Hy tidak ditolak atau H; diterima vang menunjukkan tidak
adunya heterokedastisitas.
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Perbandingan koefisien masing-masing variabsl DAU pada DAU Formula
dan DAU Perpros Provinsi untuk tahun 2006 dan 2007 hasil regresi berganda
terboboti adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.9 di bawah ini:

Tabel 4.9
Koefisen Hasil Regresi Berganda Terboboti DAU Provinsi
Variabel DAL 2006 DAU 2007
Formula Perpres Formula Perpres
Alokasi Dasar | 0.131318%) 2353518 %) 1981727 %) 1.502254 *)
Celah Fiskal 0868682 %) | -1.353518%*) I -0.981727 %) -0.5(2254 *}
P 1.060366 *) 0.990435 *) 0.946635 *) 0.503783 *)
W 0380316 %) | 0443432 %) 0.326469 %) 0.229233 *)
IKK. 0010001 %) | 0.152784 %) 0.112955 %) 0.119444 *¥)
IPM Invers 0.001877 *y | 0.029737™) | 0.141088™) | 0.088640 ***)
IFDRB 0.026314*) | 0.267533 %) 0.028473 *) 077355 **3
PAD -0,190264 %) | -1.291504 %) | -1.527094 %) | -0.878708 **%)
BHSDA -0.041887 *3 | -0.352310% | -0.335939 %) -0.284252 *}
BHP 0.088030 %) | -1.085855 %) | -0.292790™ -0.972052 **}

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Keterangan:

¥y Pwvalye <0.01, sangat signifilan

**)y Q.01 < Povalue < 0.05, signifikan

*Ky 0.05 < Pevalue < 0.1, cukup signifikan
ns Povalue > 0.1, tidak signifikan

Hasil lengkap regresi terboboti DAU Provinsi dapat dilikat pada Lampiran 11
sampal dengan 14,

Berdasarkan hasil regresi
interpretasikan sebagai berikut:

terboboti pada Tabel diatas dapat di-

1) Pada DAU Formula 2006, peran Alokasi Dasar (AD) yvang dicerminkan pada
koefisien Gaji adalah sebesar 6.13 atau 13%. Hal ini berarti bahwa peran
Celah Fiskal (CF} adalah sebesar 0.87 atan §7%. Akan tetapi pada DAU
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Perpres 2008, peran Alokasi Dasar jusira meningkat meniadi 2.35 yang berarti
peran celaly fiskal menjadi bernilal negatif dengan besaran 1.35,

Dengan demikian kongep DAU berdasarkan celah fiskal dalam rangka
menempatkan DAU untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar provinsi

menjadi makin memburuk pada DAU Perpres dibandingkan dengan DAU
Formala pada tahun 2006,

oleh Gaji masth jauh lebih besar dibandingkan peran celah fiskal.

Pada DAU Formula 2007, peran Alokasi Dasar (AD} yang dicerminkan pada
koefisien (Gaji adalah sebesar 1.98. Hal ini berarti bahwa peran Celah Fiskal
{CF) menjadi berntlai negatif sebesar 0.98.

Akan tetapi pada DAU Perpres 2007, peran Alokasi Dasar justru menumn
menjadi 1.51 yang berarti peran celah fiskal tetap bernilai negatif dengan
beseran yang lebih kecil yaita 0.51.

Denpan demikian sama seperti pada alokasi DAU tahun 2006, konsep DAU
berdasarkan celsh fiskal dalam rangka menempatkan DAU  unink
memperkecil kesenjangan fiskal antar provinsi menjadi makin memburuk
pada DAU Perpres dibandingkan dengan DAU Formula pada tabun 2007,
Kondisi pada tahun 2007 ini fetap menunjukkan bahwa peran alokasi dasac
yang dicerminkan oleh Gaji masih jauh lebih besar dibandingkan peran celah
fiskal.

Apabila koefisen hasil regresi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.8

dirasionalkan menjadi bobot bagl masing-masing variabel dalam formula DAU,
maka perbandingan bobot maging-masing variabel pada kebutuhan fiskal dan
kapasitag fiskal DAU Tahun 2006 dan 2007 adalah sebagaimana ditunjukkan
dalam Tabel 4.10 di bawah ini.
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Tabel 4.10
Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU Provinsi

Seteiah Rasionalisasi Koefisien

3

Vaiabel DAU 2006 DAU 2007
Formula Perpres Formula Perpres
Komposisi Formula
1. Alokasi Dasar 0.13 2.35 1.98 1.51
2. Celah Fiskal 0.87 - 1.35 - 0.98 - (.51
1.60 1.00 1.00 1.00
Kebutuhan Fiskal
1. Penduduk 0.72 0.53 0.61 g.64
2. Luas Wilayah 0.25 0.23 0.21 0.16
3.1KK 0.01 0.08 0.07 .08
4. 1PM 0.00 0.02 0.02 0.05
3. PDRE per kapita | 002 0.14 0.09 0.06
1.00 1.00 1.00 1.00
Kapasitas Fiskal
1.PAD 0.59 0.47 Q.71 0.41
2. BH DA .13 0.13 0.16 {.14
3. BH Pajak 0.27 0.40 4,14 0.45
1.00 1.06 1.00 1.00
Indeks Williamson 1.77544 1.92699 1.82709 1.85553

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

i

Dari Tabel 4.10 tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Peran alokasi dasar pade pengalokasian DAU Provinsi yang merupakan

cerminan dari gaji pegawal sangal Juar biasa dorninan, yaitu diatas 100%,
sehingga peran celah fiskal menjadi bernilal negatif. Hanya pada DAU
Formula 2006 peran alokasi dagar hanya sebesar 13%.

Dengan peran alokasi dasar yang sangat luar biasa dominan tersebut jelas
pengalokasian DAL bagi provinsi pada tshun 2006 dan 20007 sama sekali
tidak mencerminkan konsep DAU yang bertujuan umiuk meminisatkan
kesenjangan fiskal antar dacrah, Kondisi ini juga diperkuvst dengan angka
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Indeks Williamson. Pada saat peran alokasi dasar diatas 100% seperti pada
DAU Formula 2007, angka Indeks Williamson menjadi lebih besar
dibandingkan dengan pada saat alokasi dasar hanya sebesar 13% seperti pada
DAU Formula 2006, Dengan demikian makin besar peran alokasi dasar pada
pengalokasian DAU bagi provinsi akan makin meraperbesar pula kesenjangan
fiskal antar provinsi, demikian pula scbaliknya.

2. Pada variabel-variabel kebutuhan fiskal dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut;

a. Makin rendah peran Jumlah Penduduk temnyata mengakibatkan alokasi
DAU roakin tidak merate yang ditunjukian dengan makin besarnya nilai
Indeks Williamson.

b, Makin rendah peran Luas Wilaysh ternyata mengakibatkan alokasi DAU
provinsi makin tidak merata vang ditunjukkan dengan makin besamya
nilai Indeks Williamson

¢. Makin besar peran IKK ternyats makin memperbesar ketidalumerataan
alokasi DALl provinsi yang ditunjukkan dengan makin besamya nilai
Indeks Williamson

d. Apabila IPM tidak dimasukkan dalam penghitungan DAU provinsi justry
membuat alokasi DAU provinsi lebih merata,

¢. Makin besar peran PDRB per kapita ternyata mengakibatkan alokasi DAU
provinsi makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin besamya
Indeks Williamson.

3. Pada variabel kapasitas fiskal dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Makin besar peran PAD ternyata justu  nwekin  memperbesar
ketidakmerataan alokasi DAU provinsi yang ditunjukkan dengan makin
besarnya nilai Indeks Willlamson

b. Makin besar peran Bagi Hast! Sumber Daya Alam (BHSDA) iemyata
makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU provinsi yang
ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks Williamson

¢, Makin besar peran Bagi Hasil Paink ternyata justru makin memperkecil
ketidakmerataan alokasi DAU vang ditunjukkan dengan makin kectlnya
nilal Indeks Willlamson
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Bobot masing-masing variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.10 diatas masih berdasarkan pada
formula yang ada dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 35 Tahun 2005, yaitu
menggunakan variabel alokasi dasar yang berdiri sendirj untuk mencerminkan gai
pegawai. Penulis mencoba untuk mencari alternatif pengalokasian DAU dengan
memasukkan unsur gaji pegawal sebagat salah satu unsur dalam perhitungan
kacbutuban fiskal, jadi bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri dalam bentuk
alokasi dasar. Kondisi ini dapat dituligkan sebagal berikut:

DAU = f(Celah Figkal)

DAU = f{{Gaji Pegawai + Jumlah Penduduk + Luas Wilayah + IKK + IPM +
Indeks PDRE Per Kapita) — (PAD + BH Sumber Daya Alam + BH
Pajak})

Apabila gaji pegawai bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri dalam
bentuk alokasi dasar, tetapi dimasukkan menjadi salah satu variabel penghitungan
kebutuhan fiskal, maka bobot masing-masing variabel yang akan diperoleh adalah
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4,11 di bawah ini.

Berdasarkan Tabel 4.11 tersebut, apabila komponen gaii dimasukkan dalam
penghifimgan kebutuban fiskal maka peran gaji dalam kebutuhan fiskal DAU
Formula 2006 adalah sebesar 0.08 sehingga peran celah fiskal menjadi lebih besar

dengan Tabel 4.10 yang menunjukkan peran gaji sebesar 0.13 sehingga peran
celah figkal hanya 0.87. Demikian jugs untuk DAU Perpres 2006, DAU Formula
2007, dan DAU Perpres 2007 yang kesemuanya menunjukkan perbaikan peran
celah fiskal dalam formula DAU dibandingkan dengan peran celah fiskal
sebagaimana ditunjukkan dalwn Tabel 4.10. Deongan demikizn hal ini
menunjukkan kondisi bahwa apabila komponen gaji tidak merupekan varighel
yang berdiri sendiri dalam bentmk Alokasi Dasar melainkan dimasekkan dalam
unsur kebutuhan fiskal akan makin memperbesar porsi celzh fiskal.
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Tabel 4,11
Koefisen Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU Provinsi
Apabila Gaji Menjadi Unsur Variabel Kebutuhan Fiskat

Variabel DAU 2006 DAU 2007
Formula Perpres Formula Perpres
Kebutuhan Fiskal
Gaii Pegawai 0.08 0.56 0.56 0,51
Penduduk 0.66 .23 627 0.31
Luas Wilaysh 0.23 0.1 0.09 0.08
IKK 0.01 0.04 $.03 0.04
IPM 0.00 0.01 0.04 0.03
PDRE per kapita 0.02 0.06 0.01 ¢.03
1.00 1.00 1.00 1.00
Kapasitas Fiskal .
PAD 0.59 0.47 0.7 0.41
BH 8DA 8.13 0.13 0.16 0.14
BH Pajak 0.27 0.40 0.14 0.45
1.00 1.G0 1.0G 1,00
Indeks Willlamson | 1.77544 1.92659 1.82709 1.85533

Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Dalam Tabel 4.11 di atas bahwa apabils kemponen gaili pegawal
dimasukkan dalam unsur kebutuban fiskal maka peranan komponen gaji pegawai
tetap memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan varisbel-
variabel yang lain. Hal ini menjadi tidak masalah karena komponen gali pegawai
tersebut dihitung sebagal komponen yang mewakili kebutuhan fiskal dacrah.
Sehingga konsep pengalokesian DAU yang bertujuan untuk memperkecil
kesenjangan fiskal antar daerah yang dibitung berdasarkan konsep celah fiskal
daerah gkan terlaksana. Variabel kebutuhan fiskal berikutnys yang memiliki
kontribusi cukup besar dalam menghitung kebutuhan fiskal setelah variabel paji
pegawai adalah variabel jumiah penduduk, luss wilayah, IKK, dan PDRB per
kapita, Sedangkan kontribusi variabwl IPM perlu diteliti kembali mengingat pada
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pengalokasian DAU provinsi tabun 2006 variabel IPM sama sekali tidak meniliki
koniribusi.

#4.3.2 DAU Kabupaten/Kota

Pada bagian ini akan dijelaskan analisa hasil regresi terboboti alokasi DAU
untuk kabupaten/kota, Sama seperti pada provinsi, regresi terhoboti alokasi DAU
katupaten/kota juga dilakukan untuk slokasi DAU berdasarkan Formula dan
alckasi IIAU berdasarkan Peraturan Presiden untuk tahun 2006 dan 2007.

Untuk menyatakan bahwa model regresi yang dibagilkan adalgh baik,
penulis menggunakan tiga kritenia evaluasi, yait

4'3 Ozx}

4.3.2.2

Kriteria ekonomi

Hasil regresi terboboti alokasi DAU kabupatenfiots pada 4 (empat)
Tabel diatas memmijukkan tanda untuk variabel bebas sudszh sesuai
dengan tanda yang diharapkan, yaitu gaji pegawal (GAJI), jumiah
penduduk (PDDK), luas wilayah {LW), indeks kemahslan konstruksi
(KK}, PDRB per kapits (PDRB), dan indeks pembangunan manusia
(IPMI} bertanda positif, sedangkan pendapatan asli dasrah (PAD), bagi
hasil sumber daya alam (BHSDA), dan bagi hasil pajak (BHP) berianda
negatif.

Kriteria Statistik
Uit T, dari hasil 4 {empat) regresi terboboti DAU kabupaten/kota diatas,
ternyata seluruh wartiabel bebas mempunyal Pevalwe > 0,05, Hal ini

menunjukkan bahwa semua varlabel bebas mempengaruhi alokasi DAU
kabupaten/kota secara signifikan.

Uji kedua adalah uii F atau wji model secara keseluruhan, Apabila
digunakan o = 5%, maka baik regresi terboboti DAU Formula maupun
regrest terboboti DAU Perpres pada tahun 2006 dan 2007 semuanya
mepunjukkan Probalility (F-statistios) < ¢, ini berarti tolak Hp atau
dengan kata lain ada hubungan linier antara variabel independent
terhadap variabesl dependen. Secara keselurehan dapat dikatakan bahwa

vanabel-variabel DAU kabupatenskota sebagai variabel independen hasil
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sstimator mempengaruhi secara siginifikan alokasi DAU kabupatenskota
sebagai variabel terikat.

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determinasi R? atau R? adjusted.
Nilai R? dan R* adjusted dari DAU Formula maupun DAU Perpres
adalab berada pada kisaran 97.30% sampai dengan 100%. Ini
menunjukkan babwa estimasi dalam kedus regresi tersebut dapat

menjelaskan keragaman yang terjadi dalam mode! secara sempuma, atau
hampir 100%. N )

4.3.2.3 Kriteria ekonometrik

a. Uji Multicollinearity

Uji multikolineariti diperlukan untuk mendeteks] adanya korelasi
antar beberapa varabel bebas dalam suaty model, Dari hasil uji ,
nraltikolineariti diketahui bahwa nilal korelasi antar variabel bak S s
dalam DAU Formula mavpun DAU Perpres masih lebih rendah N
dibandingkan dengan niln R? schingga dapat disimpulkan bahwa
tidak ada multikelineariii. ' s

b. Uji Autocorrclations
Korelasi serial terjadi apabila data vang digunakan adalah data time
series, sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah
cross section, sehingpa uji ini pon tidak diperiukan.

¢, Uji Heterocedasticity

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroscedasticity Regresi Berganda Terboboti
DAV Kabupaten/Kota
DAU Fgtatistic | Probability | Obs*R-squared | Probability
Formula 2006 | 0511282 | 0.952977 9415622 0.949323
Perpres 2006 | 1536630 | 0.000000 173.5724 0.060000
Formula 2007 | 1080818 | 0.000600 4250168 0.000060
Perpres 2007 1 1074243 | 0.000000 357.3130 4000000

Sumber: Departemen Kevangan, diolah
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Pengujian dilakukan dengan prosedur sehagai berikut:

Hq : tidak ada heterocedastisitas (homocedastis).

H; : ada heterocedastisitas.

Dengan a = 5%, tolak Hy jika Probalility (P-value) <«..

Dari hasil uji heteroskedastisitas regresi terboboti DAU Formula
maupun DAU Perpres pada tahun 2006 dan 2007 terdapat nilal
Probability (P-Value) dibawah 5%, vaitu 0% untuk DAU Perpres
2006, DAU Formula 2007, dan DAU Perpres 2007, maka besanii
Hy ditolak atan H; diterima yang menunjukkan adanya
heterokedastisitas.

Masalah heteroskedagtisitas ini kemudian dihilangkan dengan
melakukan tindakan perbaikan model regresi. Mestode yang
digunzkan umntuk menghilengkan masalah heteroskedastisitas
adalah metode White atau Newey-West yang merupakan metode
koreksi standard error atan heteroscedasticity-corrected standard
grrors. Dalam evic\;s penghilangan masalab heteroskedastisitas
dilakukan dengan menggunakan metode yang dikenal dengan
istilah White Heteroscedasticity Consistent Covariance. Koefisien
regresi scbagaimang ditunjukkan pada Tabel di bawsh sudah
menggunakan  metode  white  heteroscedasticity  consistent

covariance,

Perbandingan koefisien masing-masing variabel DAU pada DDAU Formula
dan DAU Perpres kabupaten/Kota untuk tahun 2006 dan 2007 hasi] regresi
berganda terboboti adalah sebagatmana ditunjukkcan pada Tabel 4,13 di bawah ini.
Dalam Tabel 4.13 tersebut difunjukkan bahwa berbeda halnya dengan DAU
provinsi, pada DAU kabupatenfkota seluruh variable DAU yang terdiri dari
alokasi dasar, kebutuhan fiskal, dan kapasitas fiskal menunjukkan nilai yang
sangat signifikan terhadap pengalokasian DAU,
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.24

Koefisen Hasil Regresi Berganda Terbaboti DAU Kabupaten/Kota

Variabel DAL 2006 DAU 2007
Formula Perpres Formula Perpres

Gaji Pegawal | 0.672470*) | 0753008 %) | 0.680820%) | 0.702131 %)
Celah Fiskal 0.327530%) | 0.247992*%) | 0.319110%) | 0297869 %)
iP 0446561 *) 1 0452071 %) | 04720767%) | 04704197
LW 0.288176 *) 0.245671 %) | 0.295649 %) | 0285685 %)
KK 0.095992 ¥y 1 0122491 %) { £.104200*%) | 0107426 %)
IPM Invers 0.019529%) | 0041735%) | 0.104479 %) | 0.092049%)
IPDRE 0.108931 *) | 0.083039%) | 0.026072%) 0.030634 %)
PAD ~0.159085 *3 | -0.149575 %) | -0.102010%) | -0.096923 ¥
BHSDA -0.448706 *y | -0.160507 %) | -0268809 %) | -0.160703 %)
BHP 0140593 %) | 0.159365*) | -0.119952 %) | -0.125274 %)
Sumber: Departemen Keuangan, diolah

Keterangan:

*3 Pvalue < 0.91, sangat signifikan

¥y Q.01 < P-value < 0.05, signifikan

¥#%) (.03 < P-value < 0.1, cukup signifikan
ns  Povalue > (11, tidak signifikan

Hasil lengkap regresi terboboti DAU Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 15
sampai dengan 18,

Berdasarken hasil regrest terboboti DAU kabupaten/kota tersebut dapat di-
interpretasikan bahwa pada DAU Formula 2006, peran Alokasi Dasar {(AD) yang
dicerminkan pada koefisien Gaji adalah scbesar 0.67 atau 67%. Hal ini berarti
bahwa peran Celah Fiskal (CF) adalah sebesar .33 atan 33%. Akan tetapi pada
DAU Perpres 2000, peran Alokasi Dasar justru mesingkat menjadi 0.75 yang
berarti peran celah fiskal turun menjadi 0.25. Pada DAU Formula 2007, peran
Alokasi Dasar {AD) yang dicerminkan pada koefisien Gaji adalah sebesar 0.68
atan 68%. Hal ini berarti bahwa peran Celah Fiskal (CF) adalah sebesar (.32 atau
32%. Akan tetapl pada DAU Perpres 2007, peran Alokasi Dasar justru meningkat
menjadi 0.70 yang berarti peran celah fiskal tueun menjadi 0.3
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Dengan dernikian alokasi DAU kabupaten/kota pada tabun 2006 dan 2007
febili banyak ditentukan oleh alokasi dasar atau gaii pegawal dan tidsk
bardasarkan pada konsep celah fiskal. Konsep DAU berdasarkan celah fiskal
dalam rangka menempatkan DAU untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar
kabupaten/keta menjadi makin memburuk pada DAU Perpres dibandingkan
dengan DAU Formula pada tahun 2006 dan 2007.

Apabila koefisen hasil regresi dalam Tabel 4.13 dirasionalkan menjadi
bobot bagl masing-masing variabel dalam formula DAU, maka perbandingan
bobot masing-masing variabel pada kebutuhan fiskal dan kepasitas fiskal DAU
Talun 2006 dan 2007 ditunjukkan dalam Tabel 4.14 di bawah imi.
Tabel 4.14
Bobot Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU

Kabupaten/Kota Setelah Rasionalisasi Koefigien

Vaiabel DAU 2006 DAY 2007
Formula Perpres Formula Perpres
Komposisi Formula
1. Alokesi Dasar 0.67 0.75 0.68 0.70
2. Celah Fiskal 0.33 0.25 0.32 0.30
1.06 1.00 1.00 1.00
Kebutuhan Fiskal
Penduduk 0.47 0.47 047 (.48
Luas Wilavah 0.30 0.26 0.29 0.29
IKK 0.10 0.13 0.10 0.1t
IPM 0.02 0.04 8.10 0.09
PDRB per kapita 0.11 0.10 (.03 0.03
1.00 1.00 1.00 1.00
Kapasitas Fiskal
PAD 0.21 0.32 0.21 0.25
BH 3DA 0.60 .34 0.535 0.42
BH Pajak 0.19 0.34 0.24 0.33
1.00 1.00 1.00 1.00
Indeks Williamson 0.89140 £.91030 0.85823 0.86892

Sumber: Departernen Keuangan, diolah
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i.

Dari Tabel 4,14 tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Peran alokast dasar pada pengalokasian DAU kabupaten/kota yang merupakan
cerminan dari gaji pegawal cukup dominan, yaitu diatas 65%. Dengan peran
alokasi dasar yang cukup dominan tersebut jelas pengalokasian DAU bagi
kabupaten/kota pada tahun 2006 dan 2007 belum mencerminkan konsep DAU
yang bertujnan untuk menyinimalkan kesenjangan fiskal antar daerah. Kondisi
ini juga diperkuat dengan angka Indeks Williamson. Pada saat peran alokasi
dasar diatay 70% seperti pada DAU Formula 2007, angka Indeks Williamson
menjadi lebih besar dibandingkan dengan pada saat peran alokasi dasar hanya
dibawah 70% seperti pada DAU Formula 2006 dan 2007. Dengan demikian
makinn besar peran alokasi dasar pada pengalckasian DAU  bagl
kabupaten/kota akan makin memperbesar pula kesenjangan figkal antar
kabupaten/kota, demiiian pula sebaliknya,

Pada variabel-varigbel kebutchan fiskal dapat disimpulkan hal-hal sebagai

berikut:

8. Makin rendah peran Jumlah Penduduk ternyata mengskibatkan alokasi
DALY kabupaten/keta makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin
besarnya nilai Indeks Williamson,

b. Makin repdsh peran Luas Wilayah ternyata mengakibatkan alokasi DAU
kabupaten/kota makin merata yang ditunjukkan dengan makin rendahnya
nilai Indeks Williamson

c. Makin besar peran IKK termyasta makin memperbesar ketidakmerataan
alokasi DAU kabupaten/kota yang difunjukkan dengan makin besarava
nilai Indeks Williamson

d. Makin besar peran IPM ternyata makin memperkecil ketidakmerataan
alokasi DAU kabupatenkota yang ditunjukkan dengan makin rendahnya
anilal Indeks Williamson

&. Makin besar perant PDRE per Kapita ternyata mengakibatkan alokasi DAU
kabupaten/kota makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin

besarnya Indeks Williamson,
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3. Pada variabel kapasitas fiskal dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Makin bzsar peran PAD temyata justru  makin  memperbesar
ketidakmerataan alokasi DAU kabupatervkota yang ditunjukkan dengan
makin besarnya mlai Indeks Willlamson

b. Makin besar peran Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) ternyata
makin memperbesar ketidakmerataan  alokasi DAU  provinsi yang
ditunjukkan dengan makin besarmya nilal Indeks Williamson

¢. Makin besar peran Bagl Hasil Pajak ternyata justra makin memperkecil
ketidakmerataan alokasi DAU yang ditenjukkan dengan makin kecilnya
nilai Indeks Williamson

Bobot masing-masing vanabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal
scbagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.14 diatas masib berdasarkan pada
formula yang ada dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tabhun 2005, yaitu
menggunakan variabel alokasi dasar yang berdiri sendirni untuk mencerminkan gaji
pegawal. Penulis mencoba untuk mencari allernatif penghitungen alokasi DAU
dengan memasukian unsur gail pepawai sebagai salah satu unsur dalam
perhitungan kacbutubhan fiskal, jadi bukan merupakan unsur vang berdin sendiri
dalam bentuk alokasi dasar. Kondisi ini dapat dituliskan sebagai berikut:

DAU = §{Celah Fiskal}

DAU = {((Gaji Pegawal + Jumiah Penduduk + Luas Wilayah + IKK + [PM +
Indeks PDRB Per Kapita) — (PAD + BH Somber Daya Alam + BH
Pajak})

Apabila gaji pegawai bukan merupakan variabel yang berdiri sendirt datam
bentuk alokasi dasar, tetapi dimasukkan menjadi salah sat variabe! penghitungan
kebutuhan fiskat, maka bobot masing-masing variabel yang akan diperoleh adalah
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.15 di bawsh ini,
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Tabel 4.15
Koefisen Variabel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU
Kabupaten/Kota Apabila Gaji Menjadi Unsur Vaciabel Kebutuhan Fiska)

Variabel DAL 2006 DAU 2807
Formula Perpres Formula Perpres
Kebutuhan Fiskal
(Gaji Pegawal 0.41 .44 .40 0.42
Pendudik 0.27 6.27 0.28 0.28
Luas Wilayah 0.18 0.14 0.18 0.17
IXKK 0.06 0.07 006 0.06
PM 0.01 0.02 0.06 0.05
PDRB per kapita .07 0.06 0.02 0.02
1.60 1.60 1.00 100

Kapasitas Figkal
PAD 0.21 0,32 0.21 0.21
BH SDA 0.60 0.34 0.55 (.55
BH Pajak 0.19 0.34 (.24 0.24

L.OO 1.00 1.00 1.00

Sumber: Departemen Keuvangan, diolah

Berdasarkan Tabel 4.18 tersebut, apabila komponen gaji dimnasukkan dalam
penghitungan kebutuban fiskal maka peran gaii dalam kebutuhan fiskal DAU
Formula 2006 adalah sebesar 0.4] sehingga peran celah fiskal menjadi lebik E;a&ar
4.12 yang menunjukkan peran gaii sebesar 0.67 sehingga peran celah fiskal hanye
£.33. Demikian juga uwtuk DAU Perpres 2006, DAU Formula 2007, dan DAU
Perpres 2007 yang kesemuanya menunjukkan perbatkan peran celah fiskal dalam
formula DAU dibandingkan dengan peran celah fiskal sebagaimana ditunjukkan
dalam Tabel 4.13. Dengan demikian hal ini menunjukkan kondisi bahwa apabila
komponen gaji tidak merupakan variabol yang berdini sendiri dalam bentuk
Alokasi Dasar melainkan dimasukkan dalan unsur kebutuhan fiskal, akan makin
memperbesar porsi celah fiskal
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Dalam Tabel 4.15 & atas bahwa apabila komponen gaji pegawal
dimasukkan dalam unsur kebutuban fiskal maka peranan komponen gaji pegawai
tetap memilikt kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan variabel-
variabel yang lain. Hal ini menjadi tidak masalah karena komponen gali pegawai
tersebut dihitung sebagai komponen yang mewskili kebutuhan fiskal daerah.
Sehingga komsep pengalokasian DAU yang bertujuan untuk memperkeci
kesenjanigan fiskal antar daerah yang dihitung berdasarkan konsep celah fiskal
daerah akan ferlaksana. Variabel kebutvhan fiskal berikutnya yang memiliki
kontribusi cukup besar dalam menghifung kebutuhan fiskal setelah variabel gaji
pegawai adalah varisbel jumlah penduduk, uas wilayah, IKK, dan IPM atau
PDRB per kapita,
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BAB Y
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu, pada bagian ini akan

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikot:

I

Pengalokagian DAU kepada provinsi dan kabupater/keta yang dilakukan
berdasarkan formula murni sebagaimana diamanatkan dalam Undanp-undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuvangan Antara Pemerintah
Pusai dan Pemerintaban Daerah dan Peratiman Pemerintah Nomor 55 Tahun
2003 tentang Dana Perimbanpan lebil dapat menunjukkan kineria DAU
sesuai dengan fungsinya untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah.
Hal ini dibuktikan sebagal berikut:

a. Indeks Williamson DAU berdasarkan formula mumi febih kel

dibandingkan dengan indeks Williamson berdasarkan Peraturan Presiden
Tentang Alckasi DAUL

b. Pada pengalokasian DAU berdasarkan Peraturan Presiden pada tahun
2007 wiah mengakibatkan provinsi yang berhasil melaskukan intensifikasi
dan ekstensifikasi penerimasn pendapatan asli  daerahnya (PAD)
schingga memiliki nilai PAD yang besar justru mendapat DAU yang
lebih kecil dengan lebih besamnya koefisien nilai pengurang sebesar
(.151736 dibandingkan dengan pads DAU berdasarkan Formula yang
hanva sebesar 0.113644,

Pengalokasian DAU bagi provinsi pada tabun 2007 berdasarkan Perpres
menunjukkan balywa provinsi yang tingkat pencapaian pembangunan
manusianya masgih rendah, yang dicerminkan dari kesejahteraan penduduk
atas layanan dasar di bidang pendidikan dan keschatan yang masih rendah,
justry mendapat DAU yang lebih kecil karena rendahnya koefisien IPM
dibandingkan dengan pengafokasian dengan menggunakan Formula,
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Berkaitan dengan masing-miasing variabel dalam formula DAU, dapar

disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

&

g

Berdasarkan hasil uji regresi, semua variabel dalam formula DAU
memiliki tanda yang sesusi dengan yang diharapkan dan sesuai dengen
peraturan perundang-undangan, yaitu varigbel kebutuhan fiskal bertanda
positif sedangkan variabel kapasitas fiskal bertanda negatif,

Peran alokasi dasar pada pengalokasian DAU Provinsi yang merupakan
cerminan dari gaji pegawal sangat luar biasa dominan, vaitu diatas 100%,
sehingga peran celah fiskal menjadi bernilai negatif. Hanya pada DAU
Formula 2006 peran alokasi dasar hanya sebesar 13%. Sedangkan peran
alokasi dasar pada pengalokasian DAU kabupaten/kota cukup dominan
yaitu diatas 65%. Dengan peran alokasi dasar yang cukup besar tersebut
jelas pengalokasian DAU bagi provinst dan kabupaten/kota pada tahun
2006 dan 2007 belum mencerminkan konsep DAU yang bertujuan untuk
mermimmalken kesenjangan fiskal antar daerah.

Makin rendah peran variabel Jumlah Penduduk ternyata mengakibatkan
alokasi DAU provinst dan kabupaten/kota makin tidak merata yang
ditunjuldean dengan makin besarnya nilaé Indeks Williamson.

Makin rendah peran variabel Luas Wilayah tomyata mengakibatkan
alokasi DAU provinsi dan kabupaten/kota makin tidak merata yang
ditunjukkan dengan rsakin besarnya nilad Indeks Williamson

Makin besar peran variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK} ternyata
makin memperbesar  ketidakmerataan  alokasi DAU provinsi dap
kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan makin besarnyz nilai Indeks
Williamison

Makin besar peran varigbel Indeks Pembangunan Manusia {(IPM)
ternyata makin memperkecil ketidakmerataan alokasi DAY proving dan
kabupaten/keta yang ditunjukkan dengan maldn rendahnya nilai Indeks
Williamson.

Makin besar peran variabel PDRB per kapita temyata mengakibatkan
alokasi DAU provinst dan kabupaten/kota makin fidak merata yang
ditunjukkan dengan makin besarnya Indeks Williamson.
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h. Makin besar peran varighel Pendapatan Asli Daerah (PAD) temyata

justru makin memperbesar ketidakmierataan alokasi DAL provinsi dan
kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan makin besarnva nilal Indeks
Wiiliamson

Makin besar peran Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) temyata
makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU  provinsi dan
kabupaten/kota vang ditunjukkan dengan makin besarnys nilai Indeks
Williamson '

Makin besar peran Bagi Hasil Pajak ternyata justra makin memperkecil
ketidakmerataan alokasi DAU provinsi dan kabupatenkotz vang
ditunjukkan dengan makin kecilnya nilai Indeks Williamson

Apebila komponen gaii tidak merupakan variabel yang berdirl sendir
dalam bemuk Alckasi Dasar melainken dimasvkkan dalam unsur
kebutuhan fiskal maka akan makin memperbesar porsi celah fiskal dalam
pengalokasian DAU.

Universitas indonesia

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB Ul, 2009



5 1. Saran

Berdasarkan kesimpulan fersebut, dalam rangka untuk terus memperbaiki

pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terutama dalam pengalokasian Dana

Alokasi Unum, periu kami samipaikan beberapa saran sebagai berikut:

i.

Pemerintah perlu terus melanjutkan penghapusan kebijakan hold harmiess
dalam pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun-
tahun yang akan datang. Penghapusan kebijakan held harmiess dilakukan
dengan mengalokasikan DAU berdasarkan formula mumi sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Berdasarkan hasil analisa kuantitatif, kebijakan non holdharmiess ini terbukti
lebih dapat menunjukkan kineria DAU sesuai dengan fungsinya untuk
memperkecit kesenjangan fiskal antar daerah. Hal ini ditunjukkan dengan
lebih kecilmya Indeks Williamson DAU berdasarkan formula murni
dibandingkan dengan Indeks Williamson berdasarkag Peraturan Presiden
Tentang Alokasi DALL

Pemerintah diharapkan dapat terus mengembangkan konsep DAU yang lebih
didasari pada konsep celah fiskal. Hasil analisa kuantitatif menunjuldean
bahwa variabel alokasi dasar pada formula DAU yang dicerminkan oleh
belanja pegawai menupjukkan masih menjadi fakior penyumbang yang
cukup signifikan pada pengalokasian DAU. Hal {1 terjadi pada alokasi DAU
bagi provinsi dan juga bagi kabnpaten/kota. Maka tidak salah apabila selama
ini banyak daergh yang menganggap bahwa alokasi DAU semata-mata untuk
belanja pegawal.

Hasil analisa kuantitatif juga menunjukkan bahwa apabila gaji pegawai tidak
merupakan variabel yang berdini sendiri dalam bentuk alokasi dasar, tetapi
dimasukkan dalam Komponen kebutuhan fiskal, akan menunjukkan konsep
celah fiskal yang lebih baik,

Selain itu Pemerintah perlu meninjau kembali bobot masing-masing variabel
vang digunakan dalam penghitungan dan pengalokasian DAU agar DAU
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lebih dapat berfungsi memeratakan pendapatan baik di level provinsi maupun
kabupaten/kiota.

Pemerintah perlu menciptakan formula DAU dengan membedakan variabel~
variabel vang digunakan dalam formula DAU bagi proviesi dengan formula
DAY bagi kabupatenkota karena ada variabel yang sangat sigeifikan
berperan dalam alokasi DAL provinst atau kabupatendkota namun di sisi lain
sama sekali fidak roemiliki peran dalam alokesi DAU provinsi atau
kabupaten/kota,
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Parbitungan Indseks Williamson DAU TA 2088, 2807, dan TA 2068 Kabupaterdiota

B 1A 2008 - TRARE TA B0 CAUTA 7008
W Y ] L7 B W
LN S il A el pap 4 Wi ybenl Gy~ yhary"2 L e I L
PAL < DEM #] PAO DB ¢ Pk | Penduduk pp e | PeodudEy | PAD +DBH| Penduduk par+ | PEONdUX | ol ] Pendudul
Daeran Pandudik BAYy BAL natal inin Franguduy DAL Hetwl +EAL Aotal Pondudul CAL it DAt ot
Hopmess {F ik} ek parbuiuk Keppron wendudux | {Feoruin] | pendeduk . panduduk | - o | pendudk

[ } {Forrnual Ppre {Frarorns [Fomnnia) - (Kappres) {Ferpres; ! ulz} EF o
¥ah. TR Y47 408 | ER AU TSTERT 760 1ARaaa | 5 BYHS1 701 8952808001 1580160 | a60.08 18047 EREE8 (S LE Tl X 7151 saaa2 2133
Fioia Banjar Bans {45.55¢ FIRATI TR 0A3RI0G] T8 44678011 10 BASIG0E] 16317600 (23318 %8 51 233,95 35,78 BAT/5 § 26943 43.53]  289.44 §3.35
Kete Banfaomasi Braaa5 | Gng A7) ANSAGTLONL] 1, 378166281 91863504 o7 12500 | ARGLE o 655 | Griis | 5ii 16 104 53715 1,19
Rah. Batongar AU | ISGATARTCT] (A362070601 18976791871 16,41573932 WINAZ00 | 26776 T e XA 29,33 1010221  256.27 3001 25627 2988
ab. Tanuk Bumbu 2107171 1089021 2028061486 1) 474169581 11 80843601 TRDGEDET 40348 2987 ABi9y 208 26008 | adand 412f 4444 i
iKah. Barau S1068 | AG3000693 66927 74351 4, 73I568E3T] 6201240542 18608600 | EB0 B 3670 B2 B 3730 156.949 | 78103 5487] 72103 &5.07
Kal, Bulunten G117 438363 411,304¢113] 20888307201 0409448471 {CRBETONT i £ BEF  Aman 058 105861 | 60525 4701 86525 435
b, Hatal Karianegar AUESAT [ IR ARMTE] ZIRa 00888, | 17894 9971 9378 £30744 EBEEANGd | BAZABT | 100Ga57|  282/46 ] 1330870 505330 | @443.01] 36700.894] 43EB.55] DSFM IS
iab, Kutal Bara) 180759 | 818 {03301| B23,2870078] 135 60079241 {MILO0TIHEG B aahed | i ai Eas7l "  B1580 5RO 154245 | 120299]  349.85) 1202400 35018
Kalb. Kutal Ticar 175,906 10188 143 279818 93.65037804) 3%«53?5& 179H6it0 | 113553 38D WIIBTE| 30146 178654 | 11B456]  %es ta| 318456  3BG74
Kab. Maliaau 48,099 306 265] 913.4125¢61] 12603009011 1050870456 s72n00 | TaEed 22,72 77145 2457 530A1| B13,07 2283 613.07 2
Voo Nuntkan T30.850 | 470.72081026] 471,AB01166] 4.161004E57| & 231AAVET G560 | 741,84 Y ) 4447 6852 | 84448 G151]  Ba4.a5, 52.09
Kab_ Pasir RGN0 | G hRe[ 103.6237054) 57 95050546] B3 7EER0638 VFLB000 | 1034 B3 277,89] 1.03%.2) 27847 71910 | 75334 5025 75334 53 45|
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Kola Eomarindn G76.965 [ 1701170674 J20.1518053] 913 J6284 7] 316,332320 5A7.744.00 | 1,005 16 EZ6,67|  1.006.16 829,12 S87.F44 | 1078.63 747.33! 102483 ¥4, 71
Keta Tarakin LYAEL 72,607] 18 A60r905s] 10954710011 149 2517360 168 S91,00 | 848 6A 2B.§§| 620ED 22.87 166.231| 64522 1480] G452 14.80
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Perhitungan Indeks Williamson DAU TA 2006, 2007, dan TA 2008 Kabupaten/Kota

Lampiran 1

DAU TA 2006 DAL TA 2007 DAL TA 2008
W IV IV W W W

(yi - yba)*2 | {yl - ybarj"2 PAD + {yl - ybar)*2 {yl - ybarj*2 PAD + (yi - ybar)*2 PAD + {yi - ybar}»2

PAD + DBH +| PAD + DEH +| Penduduk Panduduk DEH + Panduduk | PAD + DBH | Penduduk DEH + Penduduk DBH + Penduduk

Daerah Penduduk DAU DAY LActal iflotal Penduduk DAU Lotal + DAY iMolal Penduduk DAU Irtolal DAL iflotal

{Keppras) (Formula) penduduk penduduk (Kepprag) penduduk | {Fommula) | penduduk Kenpras penduduk £ I penduduk

(Perpres) {Fomula) PP {Perpres) {Fommiula) (Keppras) {Pearpres) {Famula) {Farmula)
_Kab. Enrekang B82.058 | 241,1227608) 244.4841678| 16,96772298] 16,16233963 183.823.00 259,00 30,65 269,95 30,34 183.923 302,47 356,42 302.47 3624
[Kab. Gowa 74.845 | 351.6547439( 397.5254106| 0.275350918| 0,690228033 586,0659.00 433,09 1,64 434 73 1.43 580069 477.55 2,54 477.55 2456
Kab. Jeneponio 31,938 | 273 4552988| 2774515294 | 16,30233574| 17.00238427 329.023,00 214,09 31,74 315,35 31,19 329.023 363.83 i, 53,99 376
Kab, Ly 15,292 265,537| 270,0595657) 20.05777862| 18,523985% 317.794.00 323,70 26,69 324.,9 26,1E 317.794 361,81 31,83 35181 3161
Kab. Luwu Utara 87.327 274.517517] 279,28581308| 15,55894378] 14.20312206 298.947.00 311 60 28,85 313.1 252 3.947 354,08 33,18 354,08 3293
Kab.Mares 296450 | A0g37V0e5| 3129327757 7.505205725) 6.615694005 297.618,00 347,683 16,79 2481 16.40 7.61 385,60 20,89 385,60 20,72
Kab, Pangkajene Kepulauan 279,835 | 282 7659118| 3206.428R057| 12,85908559( 11,96010357 209.342,00 321,99 249 323,08 24,53 285,34 398,94 15,12 388,94 15,598
Kab. Pinrang 335.545 | 325,4436469| 330,56735590| 4,995065234| 4107930687 340.439,00 3604 15.06 361,93 14,59 0439 293,79 20,80 393,79 20,63
Kab, Selayar 111,472 210,66325| 213,6945571| 153534583902 | 1484213842 16.513.00 256,15 22,16 257,20 21,93 116.513 286,91 26,70 286,91 26,58
Kab. Sidenreng Ragpang 247,039 | 202 98P897| 307.2470R7| 7208782844 | 6449350407 246.879,00 32,2 1817 333,39 17,684 246879 37285 21.13 72,85 20,97
Kab. Elnjai 220.430 | 313.9746054| 315,6734805] 4,759035624| 3,990893825 222.220,00 90,97 28.93 202,09 28,52 222220 337.05 30,43 337.05 30,26
Kab. Soppeng 229.465 270,684| 275.6775905] 13,243547099| 1215742762 227.273,00 324,85 18,76 326.2 18.38 227.273 358.85 23,69 358.85 23,54
Keb. Takalar 248.152 | 282,1733029| 286.2663005) 11,58476383 10,6495864 250.651,00 31205 24.87 313.2¢ 24,45 250.651 345,14 31,15 345,14 2097
Kab, Tana Tgraia 427,212 | 366,4897103| 372 1863161] 0.459852533| 0178164201 446.661,00 406,50 537 408.50 5,02 446,651 450,25 6,97 450.25 6.83
|ab. Wajo J64.350 | 333,1513841] 337.7792151| 4,037555575| 3,30242 1417 373,933,00 386.50 8.84 387,52 A2 373.938 422,72 12,74 a22.72 12,59
Kola Pare-pare 115318 | 213,0B6165] 222.1577564| 14.28441689| 13.8452956 115.169,00 249,75 23,32 250,64 23,12 115,169 274939 29.31 274,89 29,19
Kola Makassar 1.193.434 | 7198416177 720,7442506] 645.42053446| 679.4501863 1.223.540,00 807,33 702,19 10,11 713,41 1.223.540 890,63 680,58 883,68 882,78
|Kola Palopo 27.804 | 213,1226215 15,0185562| 17,13345524{ 16,54092144 33.590,00 2446 20,48 45,54 2824 133.990 257,82 36,23 267.82 36,08
Kab. Luwu Timur 206033 | 259406571 63,3250289} 1452846466 13.61090913 219.202,00 300.87 252 302,19 24 80 210,202 358,15 20,09 364,15 15.95
Kab, Mal 31.885 | 211416422 214.7839044] 18.05418916] 17,34614957 31.836,00 243,15 28 .4 244 18 28,14 31.836 276,22 33.20 276,22 33,06
Kab. Mamuju 283.675 | 314.0466555| 319.5365060) 6,112462278| 5,15869963 2584.026 00 365,68 23 367,43 10,81 284 026 436,83 6.18 439,83 £.09
Kab. Polewali Mandar 362,000 | 2050887185] 309,5193821| 10,03141041| B8.877671853 356.007,00 341,46 2249 2.74 22,00 356,007 385,34 23,49 389.34 23,29
Kab, M 122,340 | 184 3156067 | 187.0004628| 2245364494 | 21, 86304677 121.790,00 208 06 35,54 208.87 35,31 121.790 40,16 40,96 240,16 40,81
| Kab. M. u Ulara 97.085 | 172,6963018( 176.2859261 | 20,01342735| 19,33089557 97.930,00 186,43 33.75 187.67 33.44 97.930 220,04 38,07 220,04 37.94
Kah. Buton 259,902 | 292151177 207,4350099] 10,20114559] 5.030791214 271.657.00 311.85 27,03 313,52 26,42 271.657 373,92 22,08 373,92 22,72
Kab, Konawe 255,366 390,713| 399.0352141) 0,100511017[ 0.326705302 255.646,00 435,95 0,58 438,29 D.46 265.646 384,99 15,83 384,99 14,68
Kab. Kolika 263.91% { 339.758314 345,763259( 2.181079592| 1.599531642 73.160.00 369,43 594 391,40 5.60 273164 480,62 287 460,62 28
Kab. Muna 296.105 327414 323.060R476| 4,104626182| 3.293121563 790.358 00 411,98 282 413,79 2,60 250358 381,70 21.70 381,70 21,53
Kota Kendari 227,027 | 289 3248005| 292,7079492| 9,323469123| 5.455568836 44.586.00 332,45 17,94 332,88 17,53 244.586 379,70 .86 379.70 16,72
Kota Baw-bau 121.283 | 221.752901) 225,3427236] 1463600651 13,98546161 122,339,00 263,16 2167 od,27 1.43 122.339 291,38 26,91 251,38 26,79
|kab. Konawe Selatan 226.009 246,028 251,2465625| 19.61842975] 18,1352222 234.400,00 306,51 25,07 308,24 4,50 234,400 341,22 30,56 341,22 3038
|Kab. Bembana 106.231 191,27171| 195,3285087| 18,17540938] 17.40627588 107.294.00 212,05 303 13,49 9.97 107294 244,01 35.05 244.01 34,92
Kab. Wakatobl 93,512 154,727| 158.621506] 23,219%2801| 22,3667532: 38.180,00 200,49 30.4 02,02 30.06 58_180 242 088 32.35 242,88 32,23
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Lampiran 3

Hasil Regresi DAU Provinsi Tahun 2806 Berdasarkan Forimula

Regresi DAU Formaula 2006 Provinsi

Dependent Variable: DAUF
Meihod: Least Squares
Date: 05/20/08 Timne: 22:52

Sample: 1 33
included observations; 33
Yariable Coefficient Stel, Error t-Statistic Prob,
¢ 0019373 {1.025341 0784511 $A523
GAJ $.000005 1.86E-05 5(:883.71 0.0000
POOK 0.008310 8.37E-10 802994 4 06000
LW 0.0165088 4.34E-08 382318 6§ 0.0000
KK 1.209286 4.000116 1040553 $.0000
[PRA 1.563847 {.000625 2501780 3.0000
PORB 1.36E-05 1.29E-09 1055864 0.0000
PAD 0439772 1,09E-05 -40380.58 4.0000
BHSDA -0, 439776 7.28E-08 6038042 8.4600
BHpP 3 438792 1.888-08 ~23702.214 000060
R-squared 1600060 Mean dependent var 3141 4186
Adjusted R-squared 1000000 8.0 dependent var 2893296
S.E, of ragression 0.007864  Akalke info crilerion £ 807877
Sum squarsd resid 0.001423  Behwarz etiterion 5154380
Log iketihood 119.0350  P-statistic 4.838+11
Digbin-vWatson siat 2238781  FrobiF-stalistic) 0.200000
White Heteroskedasticity DAU Formula 2000 Proviasi
VWhite Hetergskedasticity Test
F.gtatistic 1.671308 Probability 0.166803
s R-squared 22 57989 Probalifity 0.209712
Uji Multikokneurity DAU Formaula 2006 Provinst
DAUF GAJ] POBK LW B ikl PORA PAD BHSDA pHp
balw 1 0IAGEE | 01848 1 Q257402 1 BB2237 ¢+ Q077636 | .00830% | (L420343 1 4057472 | (042559
GAl 0.121951 110270294 ¢ 017147 | 06537 1 040507 | OBSBAE 1 G92264% | 080633 1 0967782
PODK : o248 | 0276284 R AvL LR Ry QORES | o0060B6 | 583838 ¢ 0.04837 | 1197973
LW 0287482 ; L7147 | 012744 1| @714585 ¢ 0213808 1 0078d | 047273 1 0414221 | 013528
HK 402237 | 536532 | 021338 | 074585 1 0480420 | 304526 1 OXM3T 1 g023445 1 00767
[ So7/8 1 DA0EDY 1 ODASR 1 (233808 1 §480420 1 BA62513 43842 | {20781 | . 3GERED
PORE {08363 | QAGHTAG | GUDEERS | 000788 | 084eX | 052513 1 078332 1 6210503 05388
PAD 0420343 | 092842 | 0O80658 ¢ D17209 | H2MN 41,3842 §.78332 1| 6050854 | D.BGEN
BHEDA § 0.657472 | -DA0833 | -BOA637 | 04821 | 0023445 | 029781 | 0210303 | 8050604 1] 864712
BHP 004256 | 0057782 § 0182873 ¢ {13628 H4797 ¢+ ).33582 448355 080851 1 0042913 i

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB Ul, 2009
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Regresi DAU Perpres 2006 Provinsi

Dependent Variable, DAUK
Methog, Least Squares
Date: 520/08 Time: 22:48

Lampiran 4
Hasil Regresi DAU Provinsi Tahun 2006 Berdasarkan Peraturan Presiden

Sarmple: 133
included observations; 33
Variable Loafficient 8, Error +Statistic Prob,
G 4.411328 47 36084 5.002351 0.9981
GAd 1.073138 $.036673 2528240 3.0G00
PRDK 1.738-08 1.18E08 1505133 3.0660
LW $.001158 8.11E-08 14.28111 4.0000
KK 1.3108270 8.217205 5.003217 4.0000
1 1480102 1.188137 1.26713a $.2978
PORE 8.28E.08 2.41E-06 3.437717 0.0022
PAD -{1.478747 0.020360  -8.777376 0.0000
BHSDA {.221468 (.013617 1626396 0.0000
8P 0.324766 D.034679  -D.364996 0.0000
R-atuared 0.994844 Mean dependent var A50.8178
Adjusted R-squared 0.992826 5.D. dependent var 173.6352
8.E. of regression 14.69851  Akaike info criterion B.458416
Sum squared resid 4969,081  Behwarz criterion 8.911803
Log likelihood «120.5630  F-statistic 453.0502
Durbin-Watson stat 1, 792725  Prob{F-statistic} [eRCIE0]
White Heteroskedasticity DAU Ferpres 2606 Provinst
Yhite Heleroskedastinity Test
P-statistic 1.581081 Probabiiity 2184444
Obs*R-sauared 22.11884 Probabilily 3,226747
Uji Maltikeolinearity DAU Formula 2006 Provinsi
DAL SAM PO LW WK P FORB PA BHEDA BHP
BALK % 0516013 $.5830 0281702 | DUI4B027 | OQB3854 | Q260UER ¢ QB980T | O.ZGCOBE | 0374083
SAE G.5168013 11 og7mgns  LA7MATA 0 OIER0R | 040593 1 GEORVAS | DS02847 1 006328 1 Q087782
PODKE £.58081 {3780 1 -DIZ4E8 L 531333 | BD6ET2 00GB088 | 4.583668 1 0046366 1 0.197872
LW 0054732 | DA7I474 | 04544 1] 0794592 | 2233854 | 0007574 [ 017978 0.41422 1 D.43528
KK 0448027 1 DS 1 O30 07145582 1] 0450454 [ 0045329 1 023431 0,02M43 | 007573
g 008308 | NA40RIZ2 1 068772 | 0233854 | Q450454 1| 0625167 | .0.30423 | 0.207887 | 4039564
FORE {28580 0802748 1 0006006 1 D007E74 | 004532 £.5252 1 078332 | 0.210302 (.9368
PAD 0540501 | 0GR2047 | 0883656 | 04721 | 023431 ) 030423 0.78332 1] §05s0894 | 080894
BHEGA [ 0280086 | 0008328 [ 004637 0.41422 | 0022443 | 029769 | 0210302 ' 0.050894 1 | 9042511
BHF 0.374263 0967782 | 0.192072 013528 | -0.07673 ¢ {.305E0 0.9385 £.50831 0042511 §
| & Liniversitas hdonesia
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Lampiran 8

Hasil Regresi BAU Provinsi Taban 2007 Berdasarkan Formula

{ependent Variable: DAUF

Method: Least Squares

Date: 0501408 Time: 18:34

Regresi DAU Formula 2007 Provinsi

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB Ul, 2009

Sample: 133
included obsenvations: 33
Varisble Coeflicient _Sid. Error t-Slatistic Prob.
c -99.43761 108.8119  -0.918375 6.3690
GAJL $.9190585 0.405180 8.737928 8.6000
FDOK 218808 ZB81E-G5 7.772743 0.0060
Lw 0000807 0.000189 4280088 (0003
KK 0.982082 0.412568 2.382610 4.0258
PDRB 9.11£.96 4.48E.G6 2036823 0.0534
PN 56206033 2887717 1.927256 £.0664
PAD 0113644 6050618  -1.8906357 0.0692
BHSDA ~,1574392 0.018761 -7.489807 Q.0600
BHEP -3 ZR20096 G, 115201 -2, 451326 agz221
R-squaraed 0.988703 Mean dependent var 488.2374
Adjusted R-squared GE81500  §.D. dependent var 2388220
8.K. of regression 3248384  Akaike info crierion 10354440
Sum squared resid 24264.30  Schwarz oriterion 10.49788
L.og ikelihood 41557326  F-slaliskc 1886527
Durbin-Watsen stat 1.861558C  ProbiF-stalistic] 0.000001
White Heteroskedasticity DAU Formula 2007 Provinsi
White Heteroskedasticily Tesh:
Fsiatistic 1.768678 Probability 8141871
Qbs*R-souared 2292084 Probability 0.193858
Uji Mulfikelinearity DAU ¥ermula 2007 Provinst
LOGIDAURK) | LOGIEANN | LOGIPDEKY | LOGIWE | LOBIRGY | LOGIPDRE) LOBHE M LOGHAD) | LOGEHSDA | LOGIHR
LOGIDAUK) 11 01587451 | 043357475 | 045576 | 0250575 1 OZMSIERSE | 044120624 ) G.05088103 | D.166934%5 | 0BoBtsl
LOGIGAM 0.1357491 1] BIMITMSE 1 O2AST 1 038885 1 02167004 | o20radamip | 0824678071 | o070 | 031003084
[ LOGIPDDK) | 04335748 § 07422738 1) o.bdsasar | G5aesB | 09607875 | 0128158143 | 40402435 | BO0SB067I07 | 0 6ASEIEIN
LOBLW) DASSEIET | 24457 | 83545423 1] 6520001 1 GOAI2IES | BAGSA0007E | G.I10202668 | 042488274 | S.t1424gMe
LOBAKIG 00595747 | DIBHSE 1 -DSASRIS | 0.520003 1| Dgsa0adrd | aasTIS | 0.965370357 1 aromasg | DIZI8TTRS.
(CHHPDREY 0731592 | 02167305 | C24B0768 | 000182% 1 205308 11 06347875 | GIB5I69508 | OAIZIDMED | 0.48470700,
LOGHERS ga4izzi6 | o2emas | on8ies1 | oaleEe | 044157t | DSUERATETS 1 1 0421577467 | 0025758825 | D HMIE
LOGIRALY 60508513 | D.B2468 | 0.80432435 | 0303 | 0SB0 | 5785360848 | AAZIATNE2 31 0iMammst | (.50408887
LOGBHSOA! | 165935 | 00708400 | o0560671% | 0421581 1 0204187 | 04172034801 | oopsresaes | 012423235t 11 Q478726782
LOGEHR $005155 | 64909008 | 054557654 | 0114240 | 02788 | DAS4ROTONT | O0ASANIET | 0504058575 | D.ATS/26783 3
14 Univarsitag indonesia



Lampiran 6

Hasil Regresi DAU Provinsi Talun 2087 Berdasarkan Peraturan Presiden

Regresi DAU Perpres 2007 Provinsi

Dependent Variabie DAUK
Method: Least Squares

Date: 6541709 Time: 1851

Bample: 133

incfuded observations: 33
Yariable Cosfficient Std. Error -Blalistic Prob,
G 0.066504 0,000954 0.5320086 0.599¢
GAd 1.080000 925807 1081334, Q.4000
PRRK 2.13E-05 247511 863817.0 3.0000
LW 0.001625 1.87E-09 §15872.5 £.0000
KK 0.981303 A.63E-08 262251.8 00000
PDRB 112E-08 393E-11 284523.2 0.0800
PN 1.568358 2.52E-05 51806362 4.0000
PAD -0, 151736 5.24E-G7 -289451.4 .0000
BHEDA -(.451737 1.74E-G7 ~§73314.8 0.0C08
BHP £,227608 1.018.06 ~224708.3 ¢.0600
R.squared 1.00006GC  Mean dependent var 4549.3558
Adiusted R-squared 1000000 8.0. dependent var 219.3337
8.E. of regreasion 0.000286  Akasike info eriterion -13.23884
Sum squared resid 1.88E-08 Schwaez oriterion -12. 78836
Log likalihnod 2284408  F-statistic 2ANER 2
Durhin-Walson stat - 753872 Prob(F-glatistic) 0.000000

White Heteroskedasticity BAU Perpres 2007 Provinsi
White Heteroskedasticity Test

Fagtatistic 0.521785 Probability {.802880
Ohis'R-squared 13.24%76 Prohabiily 0.776527
Uji Multikolinearity DAY Perpres 2007 Provinsi
LOGDAURY | LOGIGATS | LOBIPDDK) | Lasays | LDGHKKY | LOBEDRS) LOGERLR) LOGPAD) | LoomHenay | LOGIBHM

LOGIDALES 11 0o73357 | 02057e0n 1 0asEi4 | 0088023 1 DMNISITIS | GS1BI0M84 | 0.08ZOVIEEE | 0220778105 | DJBIBAISE.
LOGIBAH 073057 11 ppaearass | 02457 | L00585 1 O2IBTA004 1 LOBVINTI0 | OR24ETSEYTY | 0.OTORA0EEE | 051390084
| LOGIPODK) | 82957803 | 07423738 1| Biseaz 1 0sedd | 0424802875 | 0126088143 | 080402439 |  GUSGGETIOF | DEASEIESH
LOGLE 04536141 | 924457 | 01546423 1| 0520003 | 01521694 | D404300078 | 010392388 | 047156274 | 0.1
LOGIE 00580233 | HB6R58 | 45348818 | 0520003 £ ] 0093084744 | @a4IS7ANI3 | B6INOIST | 02041156 | 0 527AI76%
LOGIFDRB) £.355352 1 02967308 | £I24B0706 | o0ai6z | BE5NE 11 .DGEBITNYS | GIBNIANS70 | DI | ABATOVOES
LOGEPNE g5162044 | D2er34s 1 GA281881 | Q40MM | 0441571 1 DB35A47eTS 1] 0421577482 | 00usERa25 | 0 454n4tE
LOGHPAD) Q085S | osrbb | 080402835 | 0310003 | OB03B | 0285309579 | DAzIRTIAZ T DI28242651 | G 3R0867:
LOGIBNGDA) | S229758 | DOTORMDT | ODSEOSFT | 0AZI583 1 6412 | 0412034801 | GOUNTES825 | .424732661 11 a4rsTInTe:
LOGIEHR $757843 | 0BI0SI0E | DEASETENS 1 014240 | DAMEE | BARGGHDI | -D3ABAMIST | 0304088575 | 0A7STIERED -

15 Univergitas Indonesia
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Lampiran 7

Hastl Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006 Berdasarkan Formula

Regresi DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: LOG{DAUF)
Method: Least Squares

Date: 05/24/09 Time; 22:46
Sample: 1 434

Included observations: 428
Excluded observations: 6

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
c -4.749726 0.856084  -5.548200 0.0000
LOG(GAJI) 0.411240 0.037629 10.92873 0.0000
LOG(PDDK} 0.198220 0.030844 6.426449 0.0000
LOG(LW) 0.051702 0.009082 5.692888 0.0000
LOG({IKK) 0.769512 0.086139 8.933415 0.0000
LOG(IPMI} 0.136112 0.115432 1.179153 0.2390
LOG{PDRB) 0.112238 0.029080 3.862255 0.0001
LOG({PAD) -0.033642 0.016209  -2.075543 0.0385
LOG(BHSDA) -0.065179 0.007812  -8.343180 0.0000
LOG{BHP) -0.072636 0.022331 -3.252710 0.0012
R-squared 0.776559 Mean dependent var 5631795
Adjusted R-squared 0.771749 S.D. dependent var 0.456191
S.E. of regression 0217948  Akaike info criterion -0.186031
Sum squared resid 19.85661 Schwarz ciiterion -0.091191
Log likelihood 49.81059  F-statistic 161.4160
Durbin-Watson stat 1.117326  Prob(F-statistic) 0.000000
White Heteroskedasticity DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.751573 Probability 0.756789
Obs*R-squared 13.70350 Probability 0.748205
Uji Multikolinearifty DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota
DAUF GAl PDDK LW KK IPML PCRB PAD BHSDA BHP
DAUF 1| 0.898063 | 0.834394 | 0051787 | 0.11428 | 0.0577(H A).14647 (.36449 | 025056 | D0.280072
GAJ 0.888063 1] 0878761 £.2331 +.25889 0.17045 | 0.07242 | 0538528 | -0.09925 | 0.429361
PDOK 0534394 | D.878761 1 020216 | -0.29972 [ -D.08859 -0.08827 | 0632234 0.06853 | 0.602089
LW 0.059787 | £.23301 -0.20216 1] 0447843 | 0308777 | 0.075645 | -0.16298 | 0.317263 | 0.006525
IKK 0.11428 | 035889 | 0.29972 | 0.447843 1| 0462454 040519 | 018805 [ 0.011474 0.11243
IPMI 0.057701 017045 |  -0.08859 | 0308777 | 0.462454 1 044442 27133 | 013279 22529
PDRB 0.14647 £{).07242 009827 | 0.075645 00519 | 044442 1| 0307826 | 0307874 | 0.293536
PAD 0.36449 | 0538528 | 0632234 | 016298 | 0.18805 | 0.27133 | 0.307826 1] 0004622 | 0.815515
BHSDA 025056 | 0.09925 | -0.06893 | 0317263 | 0.011474 0.13279 [ 0307874 | 0£.004622 11 0.229248
BHP 0280072 | 0420361 | 0.602089 | 0.006525 | -0.11243 022529 | 0.293536 | 0.815515 | 0229248 i
16 Universitas Indonesia
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Lampiran 8

Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006 Berdasarkan Perpres

Regresi DAU Perpres 2006 Kahupaten/Kota

Dependent Variable: LOGDAUK)
Method: Least Squares

Oate: 08/2108 Time: 2208
Sampile: 1 434

included chservatons: 434

White Heteroskadasticitv-Lonsisient Standard Emors & Covarianes

YVariable Costficient Sk Error t-Skatistic Prob,

C -4 858490 0818215 5914534 0000

LOGGA) 0.448076 0.034334 13.050567 ¢.0008

LOG(FDDK) 0.179555 0.030786 5832314 0.0000

LOGLW) (.0442986 0.009167 4 831096 0.0000

LOG{IKK) 0.752183 0.084731 8.877267 {.0000

LOG{IPMI) 0993013 0.109714 1.759233 0.0793

LOGPDRE) 0.116149 0.027870 4.167573 0.0000

LOG{PAD) -0.052223 0.025338 -2.081084 0.0399

LOG(BHSDA} -0.061591 0.008538  -7.216447 0.0000

LOGIENPY -.053228 0.023764  -2.239849 0.0256

R-sgquared 0801617  MNean dependent var 65610335

Adiusted R-sguared 797406 8.D. dependent var 0.451068

S.E. of regression § 208041 Akake info criterion {3, 328044

Sum souared resid 1747068  Schwarz criterion A3.234197

Log likelihood 8118647 F-slatishe 180.3648

Durbin-Watgon siat 1144588 Prob{F-sialistic) 8.500000

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2606 Kabupaten/Kata
White Heteroskedasticity Test
F-statistic 5768152 Probabilty 0600008
Obs*R-syuared 86.85136 Prabability 0.000000
Uji Multikolinearity DAU Perpres 2006 Kabupaten/Kota

LOGIDAUKY § LOGIERY | LOGPDDR | LOGIW) | LOGHKK) 1 LOGHPME | LOGIPDRE) | LOGPAD) | LOGEHSOA) | LOG[BHP]
LOGDAIR 11 G 0723255 | 6403703 | 0.15153 1 0500435 L0691 1 044945 433835 | 0.267498
LOGIGAE 0TI 1 G9oRar7 | Lassed | pSesdT | 021912 008582 1 Hroaray 047359 | 0.509251
LOGIRDDK $.723255 1 0008877 13 B11382 ) 45373 093 £96531 | 070N £09533 | 0567758
LOBAW) 040308 | IR0 L1147 5] DA3SSH2 | NEROOGR 1 GI6M4 | 00961 0363264 | 0018555
LOGIR 15183 | psgsay BAATI4 | D4R 11 By 408541 84558 go73013 | 021349
LOGPME GA0ME | o2 1398 | 0570088 | 04363 1 H57643 1 041842 412032 1 4300
1 OG(PORES DI068Y | 008987 GI5EM ] DR 1 00841 1 45 A G206308 | 02073
LOGPAD) 0441433 | 072553 preey | azents | 04508 | 041842 | o 1 D058 | 0575877
LOGHHSEA) 633635 | 01738 LOMKE | 0300084 | porsi3 | DM2638 1 795308 1 46084 11831
LOGEHP) 028745 | 10.509251 0563756 | 0018655 | 02448 | GRIMY | nsvns | geaeay $357321 1

7 Universitas Indonesia
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Lampiran 9

Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007 Berdasarkan Formula

Regresi DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: LOGIDALUFR
Method: Least Saquares

Date: 05/01/08 Time: 19:50

Sample: 1 434

Inciuded obsarvations: 429
Exciuded observations; §
White Heteroskedastioity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variabla Coefficient Std. Errar t-Statistic Proh,
C -3.606332 0.776867  -4.757899 0.0000
LOG{GAD {.361821 0.033686 10.73484 0.0000
LOE{PDDK) {1.196246 0.628551 6.838667 $.0000
LOGILW) 0.046818  0.00827% 5857195 £.0000
LOGHKK] D.747387 8.0B4146 8881866 4.0000
LOGIPDRE) 2.058708 {$.028045 2.207988 00278
LOGHPME 0,144857 {.089848 1480388 0.1477
LOG{PADS 0041162 0015678 2624851 0.0090
LOGIBHSRAY -+ {36158 0.008730 5372418 §.0000
LOGIBRP) £ D165673 0023273 0888141 8.5938
R-squared G.B807771  Mean depersiont var 5.75883¢8
Adjusted R-sauared 0.803642 S.D. dependent var .418588
S.E. of regragsion 0.1881068  Akaike info ¢riterion -{(.501862
Sum squared resid 14.51232 Schwarz criterion -0.407289
Log likelihnod 117.6708 F-siatistic 185 6319
Durbin-Watson stat 1.202864  Prob(F-statistic) 0.000000
White Heteroskedasticify DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota
White Heteroskedasticily Test
F-sialistic 10.68455 Probabilily 4.OG0G000
Ohs*Resqusred 131.7388 Probabillly 1.000000
Uji Multikolinearity DAU Formula 2607 Kabupaten/Kota
LOGIDAUK) | LOG(GA | LoGPDDKy | Losiw) | Losias | LoGIroRs | iocusun | 1OG@ED: | LOGIBHSIA} | LOhmMy
LOGIDAUK) 1| 0800066 0766968 | opes7ea | 0.16838 036057 | 0083318 | 0455363 R LY
LOB{GAJL 0800058 1 0905826 | 010764 | 051656 D069 f 021448 0.70004 D264 | 32
LOGIPBDKY {.756968 | 0.90582% 1| 0832 | 053048 043631 | 043456 | 0722148 DA7401 | 0442448
LOGEW) D.088784 £.18784 H,4322 1| 0451421 019747 | 0519116 {.3158 0,366435 |  0.1358728
LOBEKK)Y DI6838 | 051858 083048 | 045143 1 010986 1 0.444950 | 047845 0.308298 | 001833
LOGIFDRE} £.16057 Q0058 413631 | G97d7 I 01638 11 pseyss | 0208809 0268206 | 10.273683
LOGHRMD 0083335 | -L.21443 D135 | 0510116 | 0444080 -0,55753 11 04337 0010118 | -0,19008
LOGIPAD) 0455385 370004 §772:68 | 0318 | 047348 p2088% | ndanhy 1 00029 | DA7E0
LOBIBHSDA D267 | D% L7401 | OSB3 | 0.3082% 0260008 1 (0idsg | noomes 11 045563
LGN D26TOMG | 0344242 Ga42448 | Owmaze i powy G256 | 59008 | D4TSeM £ 455631 1
i3 Universitas Indonesia
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Lampiran 10

Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 20087 Berdasarkan Perpres

Dependent Variable, LOGIDALIK])
Method: Least Squares

Date: O5/Q4/08 Time. 19:50

Sample: 1434
Included ohservations; 433
Exciuded abservations: 1

While Heleroskedasticiy«(:ansistent Standard Emors & Covatiance

Regresi DAU Perpres 2007 Kabupaten/Kota

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob,
C -5.673385 0.843466 -8.726274 0.0000
LOGIGAN 0.393407 0.035586 10.98268 0.0000
LOG(PDDK) 0.183361 0.028574 8.838308 0.0000
LOG{LN} 0042748 008235 B8.165417 0.0000
LOGUKK) 0.820227 {.0880652 8.318273 0.00400
LOG(PDRB) 0.133882 0.026479 5.11494¢ 3.6600
LOGHPMG 0.244817 G 106791 2.340851 0197
LOGIPAD) 0.042002 015228 -2 788241 $.00681
LOGIRHSDA) -(3.045687 0.006807 5.814882 £8.6000
LGG(RHP) -0.031847 0.024884 4274200 41,2033
R-squared 0.808548 Hean dependent var B 741871
Adjusted R-squared 4.802534 5.D. dependent var Q430383
5.E. of regression 0191254 Akaike info criterion -3.4478G0
Sum syuared resid 15.4%260  Schwarz criterion 433535808
Log fikelihcod 108.9055 F-statistic 196.0798
Burbin-Watson stal 1.161796  Prob(F-statistic) £.000000
‘White Heteroskedasticity DAU Perpres 2007
‘While Heleroskedasticity Test
F-giatistic 10.69115 Probability 0.600060
Obs*R-sgugred 137.4031 Probability 0.060000
Uil Multikolinearity DAU Perpres 2607 Kahupaten/Kota
LOGIDAUKS | LOGIGAN) | LOGEIONK | LOBILW] | LOGIKKG | LOGIEDRE] | LOCHPMO | LOGIPAD) | LOGIBHSDA} | LOGEBHM
LOGEALHY 1 0800066 O.786488 | 0DEGTA4 4.16338 RALT pA333E 4553365 L2517 SR
LOGIGAIL 0.800066 1 0905628 | 048784 | 51655 O80T D2 0.70004 024588 | 034N
LOGIED {.756868 0808826 i {1322 0.53048 [, 13531 41458 G7In48 4,474 (447448
O A 0088784 -0.18784 A).4322 1| 0451424 ~3.19747 0519116 L3358 £.366435 135828
LOGHKKS 0.18838 ) h16EE A48 ¢ (1451429 1 £.10368 (444959 047946 0.308236 L1633
VOGIPDRE] 235057 3680 4,135 019747 .10366 1 55753 0.208899 0,268206 0273883
LOBAPIN 00883 5121443 013655 | 080116 | o.ad4ess D.BE783 i 0.43087 0.010149 | -0,4900§
LOGIPAL 0455365 .10 fridien £, 3158 £H.47948 {1. 208699 A 43587 1 008029 D476044
LOGIBHSDN 828717 024644 LA740% 1 0366435 | DI0B2SE D26 1 000118 | apenp0 1| 0A3En
AR S 8267046 $.344782 §442448 1 137808 {89533 {1.273043 AL 5008 (478504 0455531 1
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Lampiran 11

Hasil Regresi Terboboti DAU Provinsi Tahun 2006 Berdasarkan Formula

Regresi Terboboti DAU Formula 2086 Provinsi

Diependant Variable: DAUF
Method: Least Squares
Date: Q423108 Tims: 2348

Somple: 133

Inciuded observations: 33
Varighie Coefficient  Sid. Eror {-Statistic Prot.
GAd 0.131218 3.8BE-8 3689242 0.0080
PODK 14060366 2 2.99E-08 3542325 0.06000
LW 0.380316 141E08 269244.5 £.0000
KK G.010001 1.386-08 7328.808 ¢.O0G0
P 0001877  1.075-08 17680.523 3.0000
PORB 0026314  3.54ELS 7435.871% 08000
PAD 0180284 688E05 -2B4258 .41 40000
BHSDA 5041887  O.85E07 42308 88 4.0000
BB 3088030 527E08 ~168580.83 . $3.0000
R-squared 1000000 Mean dependsni var S.08047
Adisted R-squared 1000000 S.D. dependent var 1.6006001
S.E. of regression 3.85E.08  Akaike info crilerion 2186844
Sty souearad rasid 3.58E40  Schwarz criterion -21 450330
Log likatihood 358.8282  Durbin-Watson siat 1810441

White Heteroskedasficity DAU Formula 2006 Provinst
White Heteroskedasticity Test:

F-gtatigtic 0.510045 Probability {.915283
Qhs*R.aquared 13.96872 Probahbility 0787414
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Hasil Regresi Terboboti DAY Previnst Tahun 2006

Berdasarkan Peraturan Presiden

Regresi Terboboti DAU Perpres 2006 Provinsi

Dependant Variable: DAUK
Method: Laast Squares
Date: 04/24/08 Time: 0018

Lampiran 12

Sample: 133
included observations: 33
Variable Ceefficient  Std. Error t-Statistic Prob,
GAJN 2353518 0.078724 2889588 0.0000
PDDK 0890435  D.064410 15.37715 0.0000
LW 0443432 (0.030394 14.58867 0.0000
KK 0.162784  0.028362 5.203363 0.00060
PN 0.020737  0.022836 1.288480 0.2071
PDRB 0267533 Q07614B 3513408 0.6018
PAD S1.281504  0.144024 -8.867313 0.0000
BMBDA ~3352310  0.021204 -16.015682 0.0600
BMp -{. 085855 0.113484 -0.563348 0.0060
R-souared 0.884845 Mean dependent var -8.08E-07
Adiusted R-sguemed 5.893127 S.D. dependentvar 1600000
8.8 of regression $.0B2905  Akaike info criterion -1.815238
Burn squered resid 0.184958 Schwarz criterion -1.807097
Log likelihood 4080138 Durbin-Walson stat 1.793088
White Heteroskedasticity DAU Perpres 2006 Provinsi
White MHeteroskedagtioily Test:
Festatistic 1.581218 Probability 0.184382
Qbs*R-sguared 22.11966 Probabiiity 0226718

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB Ul, 2009
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Lampiran 13

Hasil Regresi Terboboti DPAU Previnsi Tahun 2007 Berdasarkan Formula

Regresi Terboboti DAU Formula 2007 Provinsi

Dependent Variable: DAUF
Meathod: Least Squares
Dale: GBHM8/08 Tims: 0839

Sempls 133

insluded oheervalions: 33
Vartabte Coefficient  Sid, Error EStalistic Prob.
GAJ 1.981727  4.108850 18.23881 G.0000
PODK 0946858 0073482 12.88280 £.0000
LW 0326488 0034008 §.600437 $.0000
KK 0.112858 0031682 3.585335 £.0016
PORB 0141088 0.027516 5127810 0.0006
e 0028473  {.0283585 1.122528 02727
PAD -1.527084 0221286 -5.2424%1 0.6000
BHBDA <3.335836 0023333 -14.30782 0.6000
BHP £,282790 0.250800 -1,168355 0.25841
R-squared 0.084458% Mean dependent var 2.69E17
Adiusted F-squared 0992606 S.D. dependent var 0.699644
8.E, of regression 0.085057  Akaike info criterion -1.842927
Surmn squared resid (.177329  Schwarz criferion -1.43478%
Log tikelihood 38.40830  Durbin-Watson stat 2.038441

White Heterosked asticity DAU Formula 2007 Provinsi
While Heleroskedasticity Test:

Festatistic 0.358832 Probabifity 0978194
Obs*H-sauared 10.43808 Probahility 0.816665
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Hasil Regresi Terbsboti DAU Provinsi Tahun 2007

Berdasarkan Peraturan Presiden

Regresi Terboboti DAU Perpres 2007 Provinsi

Dependent Variable: DALUK
Method: Least Squares
Date; OH/18/08 Time: 0816

Lampiran 14

Sample: 133
nigduded observations: 33
Variahle Coefligient  Std. Error +-Siatistic Prab.
GAJ 1.502254 0168304 8.925860 0.0000
PODK 0803783 0.113828 7.939918 0.0000
LW 0.229233  0.052676 4.351725 (0.0002
KK 0119444 0.049076 2.433855 0.0228
PORB 0.068640  0.042624 2.079609 0.0484
1PM 0.0773556 0.039292 1.868708 0.0506
PAD -0.878708  0.451232 -1.947354 0.0833
BHODA 0284252  0.036143 -8.14122¢ 0.0000
BHP 0.972052  0.388192 -2.504048 25.0185
R-squared ' 0.986703 Mean dependent var 5.30E-17
Adjusted R.squared 0982270  5.0. dependent var 1.CC0000
S.E, of regression 0.133152  Akaike info criterion -3.9B7848
Sum squared resid 04285090 Schwarr criterion -(.558507
Log likelihood 24.96615 Durbin-\Watson stat 1.881550
White Heteroskedasticity DAU Perpres 2087 Provinsi
White Hetaroskedasticlty Test
Fastatistic 1.760378 Probability $.138813
{Ohs*R-souared 23.00579 Probabilily (180268

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB Ul, 2009
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Lampiran 15
Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tabun 2006

Berdasarkan Formula

Regresi Terbobeti DAU Formula 2006 Kabuapaten/Kota

Dependent Varable: DAUF
Mathod: Least Squares
Date: 04/24/108 Time: 00:27

Sample; 1 434

included ohearvalions: 434
Yariable Coefficient  8id. Ercor t-Slatistic Prob,
GAJ 0672470  443E-07 1517685, (.0000
PDDK (0.445861  H.18E-07 866314.7 0.0000
Lw 0.288178  241E97 1196977, 0.0008
IKK .085802 248507 3BG164.8 {.0040
PN 0019520  2.8ZE-07 74816.55 40000
PDRB 0.10883%1  2.58E-07 4248242 G.0000
PAD -0.159088 3.RBE-07 410222 8 0.6000
BHSDA -0.448708 2.42E-07 ~4 854287 .0000
BHF -, 1405883 41387 ~34(343.8 0.0000
R-squared 1000000 Mesn dependent var 8.02E-17
Adjusted R-squared 1000000 S.0. dependent var 1.000000
8.E. of regression 4.06E.06  Akaike info criterion -24 96892
Sum squared resid 7.0i8.08  Schwarz criterion -21.88446
Log kelihood 4776286  Durbin-Walson siat 1.913082

White Heteroskedasticity DAY Formula 2006 Kabupaten/Kota
Whits Heteroskedasticily Test:

F-statistic 0.511282 Probability 0.952877
Ubs*R-squared 9.4186822 Probability (.949323
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Lampiran 16
Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006

Berdasarkan Peraturan Presiden

Regrest Terboboti DAU Perpres 2006 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: DAUK

Method: Least Squares

Date: 04/24/09 Time: 00:40

Sample: 1434

Included observations: 434

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.

GAJI 0.753008 0.017915 42.03326 0.0000

PDDK 0.452071  0.016771 26.95499 0.0000

Lw 0.245671  0.018297 13.42673 0.0000

KK 0.122491  0.009177 13.34809 0.0000

iPMI 0.041735  0.009323 4476730 0.0000

PDRB 0.093039  0.013735 6.774006 0.0000

PAD -0.149576  0.017009 -B.793720 0.0000

BHSDA -0.160507  0.039724 -4 40550 0.0001

BHP -0.159365  0.019505 -8.170605 0.0000

R-squared 0973086 Mean dependent var 1.61E-07
Adjusted R-squared 0.872579 S.D. dependent var 1.000000
S.E. of regression 0.165592 Akaike info criterion -0.738066
Sum squared resid 11.65374 Schwarz criterion -(.653601
Log likelihood 169.1602 Durbin-Watson stat 1.927217

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2006 Kabupaten/Kota
White Heteroskedasticity Test:

F-statistic 15.36630 Probability 0.000000
Obs*R-squared 173.5724 Praobability 0.000000
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Lampiran 17

Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007

Berdasarian Formula

Regresi Terboboti DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota

Sapendent Vadable; DAUF
Mathod: Least Squargs
Date: O5/24/09 Tims 11:37
Sample: 1434

Included cbsgrvations: 434

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Varabie Cosifisient  Skd, Error -Statistic Prob.
GAJ (.680880 .00827%9 7338353 2.00006
PODK 0.472076 £.009105 £1.64584 80000
LW 0295640  {.004108 71.86928 0.0000
KK 4104200 0081715 B0.76878 {0000
PORE 4.104470 0084377 23874358 40600
PR 0.028072 0003428 8335138 0.0000
PAD 0102816 2.004345 2347984 4.0000
BHSDA (). 268805 4.024268 44.07877 4.6000
BHP W»&‘E 19952 {(.608329 22 BGR10 0 6000
R-squared 0857631  Mean dependent var -B.81E48
Adjusted R-squared 0897887 S.D. dependent var 1.000000
S.E. of regression 0.048423  Akaike info ciderion -3, 186450
Summ stuared resid 1.025584  Schwarz criterion 30832988
Log likelitond 6896.5638 DurbiseWatson slat 1. 727148
White Heteroskedasticity DAL Formula 2007 Kabupaten/Kota

Whita Heteroskedasticity Test
F-siatistic 1030.818 Probability (.00000G
Obe*R-squaraed 428 0168 Probability £.900000
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Lampiran I8
Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007

Berdasarkan Peraturan Presiden

Regresi Terboboti DAU Perpres 2007 Kabupaten/Kota

Dependent Variable: DAUK

Method: Least Squares

Date: 05/24/08 Time: 11:44

Bample: 1434

Inciuded observations: 434

White Heteroskedasticily-Consistent Standard Emrars & Covariaree

Vatiable Cosfficient Std. Error LStiatistic Proh,

GAdl 0.702131 (.014822 47.37138 DREGHE

PDDK 0.470418 0.014581 32.24088 £.0000

iw 0.2B568BS 0.009389 30.42712 £.0000

KK 4107428 5.003871 2774886 £.0000

PBREB {.082049 0.008430 10.81887 G.0000

iPMi £.030834 0.0(5430 5.579536 0.0000

PAD -0.006823 2.009823  -B.AS7089 9.0000

BHEDA < 180703 G.037108 ~4. 330588 0.480600

pHP -3, 126274 0011748 1066279 0.0000

R-squared 0.581188 Mean dependent var -2.16E-16
Adjusted R-squared 0.891033 8.0, dependent var 1.000000
S.E. of regression 0.094692  Akaike info criterion -1.858852
Sum squared resid 3810806  Schwarz criterion -1.771388
égg likelthgod 411.7182 Durbin-Walson stat 1.549202

‘White Heteroskedasticity DAU Perpres 2007 Kabupaten/Kota
White Heleroskedasticity Test

F-gtatistic \ 107.4243 Probability 0.000000
Obs*R-squared 357.8130 Probability 0.000000
27 Universitas indanesia

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB Ul, 2009





